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ABSTRAK

AKHMAD SYAUKI. Aspek Hukum Penataan Jabatan Struktural Dalam Sistem
Kepegawaian di Indonesia. (Dibimbing oleh Syamsul Bachri, Aminuddin limar dan
Muhammad Djafar Saidi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 1) Penataan
jabatan struktural penting dilakukan dalam sistem Kepegawaian di Indonesia, 2)
Pengaturan terhadap pengisian jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di
Indonesia, 3) Penataan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia
untuk menciptakan pejabat yang memiliki kompetensi.

Tipe Penelitian ini adalah socio legal research atau penelitian hukum
sosiologis dengan pengamatan-pengamatan yang bersifat empiris kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pentingnya penataan jabatan
struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia tidak lain dimaksudkan untuk
menghasilkan atau mendapatkan pembentukan jabatan, penempatan pejabat,
syarat jabatan dan tanggungjawab jabatan agar sesuai visi, misi dan tujuan
organisasi. Akan tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya penataan
jabatan struktural berorientasi pada pembentukan jabatan, penempatan pejabat,
syarat jabatan dan tanggungjawab jabatan sesuai dengan pencapaian visi, misi,
dan tujuan organisasi. Hal ini disebabkan karena pembentukan
jabatan/nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi kurang mempertimbangkan
aspek beban kerja, syarat-syarat kompetensi jabatan, dan tingkat pelayanan yang
dibutuhkan. (2). Pengaturan terhadap pengisian jabatan struktural dalam sistem
kepegawaian di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan substansi
hukum/syarat-syarat jabatan, diklat kepemimpinan, dan masih bersifat subyektifitas
(3). Penataan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia belum
sepenuhnya menciptakan PNS yang profesional dan mempunyai kompetensi
sesuai syarat dan kompetensi jabatan struktural yang dipangkunya. Hal ini terlihat
bahwa pengangkatan dan penempatan pejabat  struktural  kurang
mempertimbangkan aspek kompetensi PNS, penilaian prestasi kerja PNS, syarat
jabatan, pangkat, golongan ruang, pengalaman/masa kerja, pendidikan, diklat
kepemimpinan, merit system, reward dan punishment serta usia PNS.



ABSTRACT

AKHMAD SYAUKI. Legal Aspect of Structural Position Arrangement in
Employment System in Indonesia. (Supervised by Syamsul Bachri, Aminuddin
llImar, and Muhammad Djafar Saidi).

This study is to find out and explain 1) The structural position arrangement
is important to be done in employment system in Indonesia, 2) The arrangement of
filling and appointment of structural position in employment system in Indonesia, 3)
The structural position arrangement in employment system in Indonesia in order to
create an official with competence.

This study is a socio legal research with some qulitative empiric
observations.

The results of the study show (1) The important of structural position
arrangement in employment system in Indonesia is in order to create or to find out
a position creation, official appointment, position requirement and position
responsibility that is appropriate with the vision, mision and the purpose of the
organization. Yet, in it's implementations, the structural position arrengement has
not been fully oriented to the position creation, official appointment, position
requirement and position responsibility according to the law that is in charge. It's
all because of the position creation/position nomenclature in structural organization
is lack of consideration about the work load aspect, position competence
requirement and the level of service that is needed. (2) The arrangement of the
appointment and the placement of structural official in employment system in
Indonesia have not paid attention fully on the position requirement and on the
leadership training and education, and they are still subjectivity. (3) Structural
position arrangement in employment system in Indonesia has not fully created a
professional civil servant and the one which has a competence according to the
requirement and structural position competence that he is in charge of. It is shown
that in appointment and placement of the structural official are lack in consideration
on civil servant competence aspect, civil servant work performance assessment,
position requirement, grade, class, work experience/periode, educational
backgraound, leadership training and education, merit system, reward and
punishment and also the age of the civil servant.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap manusia selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih
baik dan menginginkan yang lebih baik pula dari pada yang sebelumnya,
karena semua itu sudah menjadi sifat manusia yang telah dikodratkan oleh
Sang Maha Pencipta. Keinginan untuk meraih suatu kesuksesan dan
keberhasilan dalam setiap usaha dan karyanya diupayakan guna mencapai
kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya bersama keluarga. Suatu komunitas
yang menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya termasuk
diantaranya yang berstatus pegawai negeri.

Mengelola suatu pemerintahan dalam organisasi negara diperlukan
sumber daya aparatur. Untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan
negara dengan baik, maka sumber daya aparatur dalam hal ini PNS, perlu
dikelola secara profesional. Menjadi sebagai Pegawai Negeri adalah sebuah
amanah, sehingga diperlukan Pegawai Negeri yang profesional, jujur, adil, dan
merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan
pembangunan.

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan
dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional

tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang
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direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara
bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara
materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional
terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara. @ Dalam rangka
usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut diatas diperlukan
adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta yang bersatu padu,
bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung
jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Adapun perumusan tentang pengertian Pegawai Negeri diatur dalam
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian yaitu : Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kesempurnaan aparatur negara, pada hakekatnya sangat tergantung

antara lain pada kesempurnaan Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan
17



ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
Pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta
melayani kepentingan masyarakat secara profesional, jujur, adil, serta tidak
diskriminatif.

Menyimak ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, ditegaskan bahwa pegawai negeri berkedudukan
sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Untuk
mendapatkan pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara, maka diperlukan
manajemen PNS yang dikelola secara profesional.

Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi
dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan,
pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan
dan pemberhentian. Kebijaksanaan manajemen PNS tidak terlepas dari peran
serta PNS dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdaya dan berhasil guna sebagai perwujudan tujuan
organisasi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan
PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil serta terlaksananya
suatu pembinaan karier yang didasarkan pada sistem prestasi kerja dan

sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.
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Pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dapat didefinisikan adalah
suatu sistem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan pertamanya
didasarkan atas kecakapan vyang bersangkutan, sedangkan dalam
pengembangan lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian,
dan syarat-syarat obyektif lainnya juga turut menentukan. Sistem karier dapat
dibagi dua yaitu sistem karier terbuka dan tertutup. Sistem karier terbuka
adalah bahwa untuk menduduki suatu jabatan yang lowong dalam suatu unit
organisasi, terbuka bagi setiap warga negara, asalkan ia mempunyai
kecakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Sistem
karier tertutup adalah bahwa suatu jabatan yang lowong dalam suatu
organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam
organisasi tersebut. Ada beberapa arti sistem karier tertutup yaitu sistem
karier tertutup dalam arti departemen, sistem karier tertutup dalam provinsi,
sistem karier tertutup dalam arti negara.

Adapun pengertian pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja
adalah suatu sistem kepegawaian dimana untuk mengangkat seseorang
dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah
dicapainya. Kecakapan tersebut dibuktikan dengan lulus ujian, dan prestasi
dibuktikan secara nyata. Penyeleggaraan ujian, bukan saja pengangkatan
dalam jabatan, tetapi juga untuk kenaikan pangkat dan gaji harus lulus ujian.

Sistem pembinaan PNS baik sistem karier maupun sistem prestasi kerja
merupakan pembinaan karier yang telah diamanatkan dalam manajemen PNS.

Penyelenggaraan manajemen PNS untuk mendapatkan PNS sesuai yang
19



diamanatkan dalam UU Kepegawaian, maka diperlukan instrumen peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang mendukung terciptanya PNS yang
mempunyai kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik
yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS
tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

PNS dalam melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil
guna, maka perlu dikelola dan diurus dengan baik sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu :

1. Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.

2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan PNS yang
profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang
dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Setiap PNS dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka bekerja
tentu selalu mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan
kekaryaannya, artinya setiap orang ingin memiliki karier sedemikian rupa
sehingga selama masa aktifnya berkarya, ia dapat menduduki jabatan dan

pangkat yang lebih tinggi, yang tentunya berarti pula memikul beban dan
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tanggung jawab yang lebih besar dan penghasilan yang lebih besar pula
tentunya. Kemajuan dalam karier seseorang tidak akan terjadi dengan
sendirinya karena karier perlu direncanakan dan dikembangkan.

Pengalaman menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk merencanakan
dan mengembangkan karier seorang pegawai berada pada pundak tiga pihak,
yaitu : 1). Pegawai yang bersangkutan sendiri, 2). Atasan langsung, 3).
Petugas atau pejabat dari satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia
dalam organisasi (Kepegawaian). Pegawai yang bersangkutan sendiri sangat
menentukan dalam merencanakan peningkatan dan pengembangan kariernya.
Dalam karier, seorang pegawai tentunya harus menampilkan kemampuan dan
produktivitas kerja yang maksimal, disamping menunjukkan perilaku positif
dalam berpikir dan bertindak, pegawai yang bersangkutan juga harus
menunjukkan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang serta siap
memberikan pengorbanan dan dedikasi yang diperlukan dalam memanfaatkan
berbagai kesempatan yang tersedia untuk berkembang. Pihak kedua yang
berperan dalam merencanakan dan mengembangkan karier adalah atasan
langsung, karena setiap atasan yang mempunyai bawahan adalah juga
manajer pengelola sumber daya manusia (Sondang P.Siagian, 1999:217).

Peran atasan langsung tersebut semakin penting apabila diingat bahwa
atasan langsung itulah yang paling mengenal bawahannya, baik dari segi
kemampuan, kelebihan dan kelemahan serta potensi yang dimiliki untuk
berkembang. Diakui bahwa keberhasilan seorang pejabat sangat ditentukan

olen keberhasilan para bawahannya juga. Pihak ketiga yang turut
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berkepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan karier adalah
satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Satuan
kerja tersebut berkepentingan karena semakin banyak pegawai yang
menunjukkan kemampuan berkembang dikemudian hari, berarti pengelolaan
Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berjalan dengan baik. Bentuk utama
dari bantuan yang dapat diberikan oleh satuan kerja pengelola Sumber Daya
Manusia (Kepegawaian) kepada para pegawai dalam merencanakan kariernya
ialah dalam bentuk memberikan arahan tentang jenjang kariernya yang
mungkin ditempuh, kesempatan yang tersedia dan langkah persiapan yang
perlu dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan agar benar-benar mampu
memanfaatkan kesempatan yang tersedia itu.

Supaya ketiga pihak yang diidentifikasi itu mampu melakukan
perencanaan karier secara efektif dan tepat, diperlukan dua hal yaitu :
pertama, pola karier bagi setiap pegawai dalam organisasi jelas dan pasti.
Tangga karier apa saja yang mungkin dinaikinya selama berkarya, dan yang
kedua adalah dalam organisasi tersusun bagan pergantian pegawai, yang
dimaksudkan memberikan gambaran tentang status kepegawaian secara
menyeluruh dalam organisasi termasuk siapa yang akan memasuki masa
pensiun dan kapan pensiunnya, dan berbagai alasan yang menimbulkan
adanya lowongan tertentu dimasa mendatang (Sondang P.Siagian, 1999:218).

Menurut Sondang P. Siagian (1999:219) ada beberapa hal yang sangat
penting mendapatkan perhatian dalam pengembangan karier adalah :

1. Kejelasan tangga karier yang mungkin dinaiki.
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2. Gaya kepemimpinan yang demokratik.
3. Manajemen yang berdasarkan sasaran.
4. Reka bangun tugas.

5. Memperkaya kejiwaan.

6. Mutu kehidupan kekaryaan.

Terkait pembinaan karier PNS khususnya pengangkatan dalam jabatan
struktural telah ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pengangkatan PNS
dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai
dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk
jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin,
suku, agama, ras, atau golongan. Terkhusus ketentuan dalam pengangkatan
jabatan struktural, maka yang dimaksud pengangkatan jabatan struktural
adalah jabatan struktural yang terdapat dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil,
dan bukan jabatan struktural yang ada dilingkup TNI dan Kepolisian RI.

Adapun ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
ditegaskan beberapa pengertian antara lain Jabatan Struktural adalah suatu
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan

organisasi negara. Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan Pejabat yang
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berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan
dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan jabatan struktural terdapat istilah pola karier PNS. Pola karier
adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier
yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat,
pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang
PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan
pensiun.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural mensyaratkan untuk dapat
diangkat dalam jabatan struktural adalah :

a. berstatus PNS

b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
pangkat yang ditentukan;

c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

f. sehat jasmani dan rohani, serta perlu memperhatikan faktor senioritas
dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan

pengalaman yang dimiliki. Disamping itu, PNS yang menduduki jabatan
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struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi
apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam
jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali
pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.

Pengangkatan dalam jabatan struktural ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS dalam
jabatan struktural. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 ditegaskan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang
mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan
Pegawai Negari Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan dalam jabatan struktural berada pada pejabat pembina
kepegawaian baik itu pejabat pembina kepegawaian pusat maupun pejabat
pembinan kepegawaian daerah.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara,
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika
Nasional, serta pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh
Pejabat Struktural Eselon | dan bukan merupakan bagian dari

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pejabat Pembina
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Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur, Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Seiring dengan desentralisasi kepegawaian, ada kecenderungan
kebijakan pengembangan karier pegawai dikaitkan dengan kebijakan politik
atau kepentingan politik, sehingga seseorang menduduki suatu jabatan hanya
karena akses politik dan kurang memiliki kompetensi dalam jabatan, kurang
menerapkan prinsip profesionalisme, kurang memperhatikan prestasi kerja
PNS dan kurang memperhatikan regenerasi. Hal ini tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ditegaskan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai
dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk
jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin,
suku, agama, ras atau golongan.

Berdasarkan urgensi penelitian yang bersumber dari kesenjangan das
sollen dan das sein, maka fenomena kurangnya kemampuan dan kapasitas
pejabat struktural di Indonesia terjadi sebagai dampak dari kurangnya
penataan jabatan struktural di Indonesia baik yang berhubungan dengan
penataan sumber daya PNS, penataan kelembagaan dan penataan

ketatalaksanaan dalam menciptakan aparatur negara yang berkualitas.
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Berangkat dari uraian tersebut, maka issu penelitian adalah penataan
jabatan struktural kurang memperhatikan kompetensi pejabat struktural

dengan jabatan struktural yang dipangkunya.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Mengapa penataan jabatan struktural penting dilakukan dalam sistem
kepegawaian di Indonesia ?.

2. Bagaimana pengaturan terhadap pengisian jabatan struktural dalam sistem
kepegawaian di Indonesia ?.

3. Sejauhmanakah penataan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di

Indonesia dapat mewujudkan pejabat yang mempunyai kompetensi ?.
. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini
sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang
menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pentingnya penataan jabatan struktural
dilakukan dalam sistem kepegawaian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan terhadap pengisian jabatan

struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia.
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3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penataan jabatan struktural dalam
sistem kepegawaian di Indonesia dapat mewujudkan pejabat yang

mempunyai kompetensi.

D. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberi konstribusi bagi
pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kepegawaian mengenai
penataan, pengisian, dan pengangkatan jabatan struktural di Indonesia.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan dan input bagi Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk menyelenggarakan dan menata sistem
kepegawaian dalam pengisian dan pengangkatan jabatan struktural agar
tercipta kesempurnaan aparatur pemerintah dengan terwujudnya pejabat

yang mempunyai kompetensi sesuai jabatan yang dipangkunya.

E. Orisinalitas Penelitian
Upaya penulis untuk memperkuat alasan bahwa gagasan penulisan ini
adalah asli dari pemikiran penulis, maka penulis telah melakukan penelusuran
diberbagai literatur dan ditemukan beberapa penelitian yang dilakukan dengan
penelitian yang berbeda sebagai berikut :
1. Disertasi yang ditulis oleh Halim (S3 limu Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, 2013), mengkaji Sistem Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam

kerangka Reformasi Birokrasi yang mana mempersoalkan peraturan sistem
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rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, peraturan sistem remunerasi Pegawai
Negeri Sipil, dan peraturan sistem penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

. Disertasi yang ditulis oleh Sudirman Dalim (S3 limu Politik Universitas
Indonesia, 2009) dan diterbitkan dalam bentuk buku pada Januari 2010
(cetakan pertama) dan September 2010 (cetakan kedua) oleh Global
Sosiatama Jakarta, mengkaji aspek netralitas dan mobilitas PNS dalam
pemilihan kepala daerah

. Tesis yang ditulis oleh Tetty Ernawati Siahaan, mengkaji Analisis terhadap
pengangkatan jabatan struktural berdasarkan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (studi pada Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara), yang mana
mempersoalkan pembinaan yang dilakukan terhadap PNS yang antara lain
pembinaan karier dan prestasi kerja belum berjalan secara baik, disebabkan
oleh lemahnya tolak ukur yang dijadikan dasar untuk mengetahui apakah
seseorang telah berprestasi atau tidak berprestasi. = Salah satu tolak ukur
yang digunakan selama ini yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) dan daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang cendrung bersifat subjektif.
Demikian pula halnya penempatan seseorang sering tidak sesuai jenjang
karier yang dimilikinya, sehingga cenderung penempatan PNS tersebut
berdasarkan kemauan subjektif pula.

. Tesis yang ditulis oleh Kasimin, mengkaji Tinjauan Hukum Administrasi
Negara terhadap mekanisme pengangkatan pegawai dalam Jabatan

Struktural dan manajemen pengembangan karir pegawai di lingkungan
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Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang mempersoalkan karir. Sistem karir
ialah suatu sistem yang menjamin setiap pegawai mencapai kemajuan yang
maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahliannya selama mereka
bekerja sebagai pegawai. Dalam perkembangannya seiring dengan
terjadinya perubahan paradigma di era reformasi, ada kecenderungan
kebijakan pengembangan karier pegawai dikaitkan dengan kebijakan politik,
sehingga seseorang menduduki suatu jabatan hanya karena akses politik
dan kurang memiliki kompetensi dalam jabatan, prinsip profesionalisme,
prestasi kerja dan regenerasi. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal
17 ayat 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Dalam penelitiannya
bertujuan untuk mengungkapkan problematika kebijakan pengembangan
karir PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, serta beberapa
solusi yang dapat ditawarkan guna meminimalisir barbagai problematika
tersebut, serta dapat kiranya memberikan dorongan kepada para pegawai
untuk bekerja lebih giat, bersemangat, berdisiplin dan berprestasi kerja
sehingga sasaran organisasi secara optimal dapat dicapai.

. Tesis yang ditulis oleh Komang Sridanayasa, mengkaji Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemanfaatan
Kawasan Hutan Wilayah VIII (studi pada unit pelaksana teknis kementerian
kehutanan di Provinsi Bali tahun 2011. Dalam penelitiannya
mengungkapkan Penelitian ini mengkaji Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam jabatan struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Wilayah VIII di Propinsi Bali. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam
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penelitian ini yakni berkenaan dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan
struktural.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang
menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-
undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari
penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik telahan
kepustakaan. Bahan hukum maupun informasi penunjang yang telah
terkumpulkan tersebut terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan
menguraikan proposisi-proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai,
interpretasikan untuk selanjutnya disitematisasi, dievaluasi serta diberikan
argumentasi untuk mendapatkan simpulan atas permasalahan. tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini Keputusan
Menteri Kehutanan yang mengatur jabatan struktural dan Non struktural,
tidak terlihat adanya kepastian hukum persyaratan pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Seksi Informasi Sumber Daya

Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.
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BAB. I
TINJAUAN PUSTAKA
A. TINJAUAN UMUM
1. Pengertian Penataan dan Penataan Jabatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Tahun 2008) menyebutkan
kata penataan berasal dari kata tata (kata benda) yang berarti aturan,
kaidah dan susunan, cara menyusun. Lalu kata penataan mempunyai arti
proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan.

Berbicara penataan jabatan, maka terdapat dua kata yang dapat
diartikan vyaitu penataan dan jabatan. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia kata penataan berarti pengaturan sedangkan kata jabatan berarti
pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Dalam tulisan ini
dibatasi tentang jabatan struktural yang dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia didefinisikan jabatan struktural adalah jabatan yang terdapat
dalam struktur organisasi (komunitas) secara formal sehingga tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan
sudah diatur. Adapun pengertian jabatan dalam sistem kepegawaian
adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak seorang PNS dalam suatu unit organisasi Negara, sedangkan
Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka

memimpin suatu satuan organisasi negara.
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Selain penataan jabatan yang diurai di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI Tahun 2008), maka setelah dilakukan berbagai pencarian
literatur tentang pengertian penataan jabatan, namun tidak ada satupun
sumber literatur yang dapat memberikan pengertian penataan jabatan
secara spesifik, namun yang banyak disinggung adalah pengertian jabatan.
Namun demikian pengertian penataan jabatan telah disinggung dalam buku
yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yaitu Hukum Tata Negara
Positif (over de theorie van een stellig staatsrecht) yang dikemukakan oleh
J.H.A. Logemann. Dari hasil analisis buku Hukum Tata Negara Positif
(over de theorie van een stellig staatsrecht) yang dikemukakan oleh J.H.A.
Logemann, pengertian penataan jabatan diidentikan tentang pengaturan
dan cara menempati jabatan. Menurut J.H.A. Logemann (1948:129),
lingkungan kerja yang merupakan jabatan harus ditempati oleh seorang
manusia, pribadi, yang merupakan jabatan, harus diwakili oleh seorang
manusia. Inilah pemangku jabatan. Hukum tatanegara positif akan harus
memuat norma-norma yang menggambarkan bagi pelbagai jabatan,
bagaimana caranya seorang tertentu digolongkan sebagai pemangku yang
syah daripada jabatan tertentu. Tidak ada keharusan sehingga wewenang
untuk membentuk suatu jabatan bersamaan dengan wewenang untuk
menunjuk pemangku jabatan. Perspektif hukum publik disebutkan bahwa

negara adalah organisasi jabatan.
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Menurut J.H.A. Logemann (1954:88) “In  Zijjn  sociale
verschijiningsvorm is de staat organisatie, een verband van funcities. Met
functie is dan bedoeld;een omschreven werkkring in verband van het
geheel. Zij heet, met bettrekking tot de staat amb. De staat is
ambtenorganisatie.  (Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah
organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Pengertian fungsi
adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara
keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah
organisasi jabatan.

Een ambt is een instituut met eigen werkking waaraan bij de
instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegheden zin verleend
(Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri dibentuk
untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang)

. Pengertian Jabatan dan Jabatan Struktural

Menurut E. Utrecht (1957:200) mendefinisikan jabatan adalah suatu
lingkungan pekerjaan tetap (Kring Vaste Werk Zaamcdeen) yang diadakan
atau dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Jabatan itu
bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (ambsdrager) dapat berganti-
ganti, sebagai contoh jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur,
dan lain-lain, relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau
pejabatnya sudah berganti-ganti.

Pengertian jabatan sebagaimana diuraikan dalam analisis jabatan
diberikan berbagai pengertian definisi jabatan (Moekijat, 1998:22). Adapun
definisi jabatan adalah :

1) gabungan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab yang biasanya
diserahkan dan diselesaikan oleh seseorang.
2) sekompok tugas-tugas yang diserahkan kepada seseorang.

3) menunjukkan pelayanan-pelayanan seseorang karyawan yang

melakukan serangkaian kewajiban atau beberapa tugas.
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4) merupakan suatu kumpulan tugas pekerjaan yang dilakukan oleh
seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewajiban,
tanggungjawab, serta syarat-syarat yang diperlukan.

Jabatan dilingkungan PNS diatur dalam hirarki yang menunjukkan
luas sempitnya tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab pada
masing-masing jabatan. Seorang PNS yang akan menduduki jabatan
struktural pada suatu instansi pemerintah memerlukan persyaratan yang
harus dipenuhi sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya. Semua
persyaratan dalam jabatan struktural harus sesuai dengan yang tercantum
dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Jabatan struktural adalah
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak
seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

Penataan jabatan struktural dapat didefinisikan adalah suatu
pengaturan tentang suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara. Pengaturan tersebut berarti syarat-syarat dan
uraian suatu jabatan struktural berdasarkan eselonisasi hanya dapat diisi
oleh pejabat struktural yang mempunyai kompetensi jabatan struktural yang
akan didudukinya, sehingga pengangkatan jabatan struktural diisi
berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi
kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan, sehingga

pola-pola lama dan masih membudaya sampai sekarang di hampir semua
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instansi menggunakan sistem kekeluargaan, kedekatan, maupun unsur
KKN dalam pengangkatan jabatan struktural mesti dihilangkan sehingga
diperoleh pejabat struktural yang mempunyai kompetensi dan dapat
melaksanakan tugas jabatannya secara maksimal sehingga tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan maksimal pula.

B. KERANGKA TEORI
1. Teori Jabatan
Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah
dikemukakan oleh J.H.A. Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan
dalam Bahasa Indonesia yaitu Hukum Tata Negara Positif (over de theorie
van een stellig staatsrecht). J.H.A. Logemann mengatakan bahwa bagian
yang terbesar dari Hukum Negara (staatsrecht) adalah peraturan-peraturan
hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana terbentuknya
organisasi negara yang mana peraturan-peraturan hukum itu menangani:
1) Pembentukkan jabatan-jabatan dan susunannya (jabatan-jabatan apa
yang ada di dalam suatu Negara)
2) Penunjukan para pejabat (siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan
itu)
3) Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan
(bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat)
4) Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada jabatan

(fungsi jabatan-jabatan itu).
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5) Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas dan jabatan
itu meliputinya (kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu)

6) Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain.

7) Peralihan jabatan (dalam batas-batas manakah organisasi kenegaraan
dapat melakukan tugasnya)

8) Hubungan antara jabatan dan pejabat

Organisasi terdiri dari bagian-bagian yang menunjukkan berbagai
detail tugas, yang secara otomatis akan terjadi peran individu dimana ada
orang yang akan menduduki suatu jabatan. Oleh karena itu Jabatan adalah
kewajiban-kewajiban yang dilakukan seseorang selama menjalankan
tugasnya. J.H.A. Logemann (1948:117), mengatakan bahwa negara itu
adalah organisasi, yaitu suatu perikatan fungsi-fungsi sebagai lingkungan
kerja yang terperinci dalam rangkaian keseluruhan. Dalam hubungannya
dengan negara, maka ia disebut jabatan. Negara adalah organisasi
jabatan. J.H.AA. Logemann (1948:117), menunjukkan pentingnya
perhubungan antara negara sebagai organisasi dengan pengisian jabatan,
oleh karena itu teorinya disebut Teori Jabatan.

J.H.A. Logemann dalam bukunya over de theorie van een stellig
Staatsrecht (teori suatu Hukum Tata Negara Positif) mengurai jabatan
dalam suatu lingkup pemerintahan. Terkait penataan jabatan struktural
yang ada di Indonesia, maka teori ini sangatlah mendukung bagaimana
cara menempati jabatan ditinjau dari sistem formil hukum tata negara

positif yang dikemukakan oleh J.H.A. Logemann, sehingga praktek
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penataan jabatan dapat sesungguhnya dijalankan dengan sebaik-baiknya
dengan memperhatikan berbagai instrumen untuk terwujudnya
pengangkatan jabatan struktural dengan menghasilkan para pemangku
jabatan yang mempunyai kompetensi.

Merujuk buku teori suatu Hukum Tata Negara Positif (over de theorie
van een stellig staatsrecht) yang dikemukakan oleh J.H.A. Logemann dapat
diurai teori tersebut dalam kaitannya dengan penataaan jabatan bahwa
negara itu adalah organisasi. Negara merupakan organisasi jabatan.
Negara dijalankan dan digerakkan oleh pemerintah dimana pemerintah itu
adalah institusi dan institusi menjalankan tugas negara dan pemerintah
berdasarkan wewenang. Negara sebagai organisasi akan
mempertahankan keutuhannya dalam memperkokoh kekuatan-kekuatan
kemasyarakatan. Agar supaya negara dapat menjalankan fungsi
memimpin dan mengatur dalam suatu masyarakat yang ada, maka
otoritasnya harus sekokoh mungkin, dan semua otoritas mesti mendapat
pengakuan.

Negara dalam bentuk penjelmaan sosialnya adalah organisasi yaitu
suatu perikatan fungsi-fungsi. Dengan fungsi dimaksudkan sebagai suatu
lingkungan kerja yang terperinci dalam rangkaian keseluruhan. Dalam
hubungannya dengan negara ia disebut jabatan. Negara adalah organisasi
jabatan. Dalam hukum tata negara positif, jabatan muncul sebagai pribadi.
Malahan jabatan adalah pribadi yang khas bagi hukum tata negara.

Hukum tata negara itu tidak lain keseluruhan norma khusus, yang berlaku
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bagi tingkah laku orang-orang yang dibedakan daripada orang lain hanya
oleh karena mereka adalah pemangku suatu jabatan negara. Oleh karena
mereka memangku suatu  jabatan maka  segala  sesuatu
dipertanggungjawabkan kepada jabatan itu (J.H.A. Logemann, 1948:95).

Hukum tata negara menguraikan bahwa jabatanlah yang dibebani
kewajiban dan yang dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan
hukum. Kewajiban dan hak bekerja terus, dengan tidak menghiraukan
pergantian pejabat. Perbuatan hukum yang tidak dapat dicabut lagi
mengikat pengganti pemangku jabatan, perbuatan hukum yang masih
dapat dicabut, dapat digugat oleh pengganti pejabat sama seperti hal itu
dapat digugat oleh yang melakukan perbuatan hukum itu (selama ia masih
memangku jabatan itu).

Jabatan diwakili oleh pemangku jabatan. Hal ini berarti bukan saja
penanggungan perbuatan jabatan, tetapi juga unsur psikis seperti
kesesatan, itikad buruk, pengetahuan. Jabatan itu dapat bertindak sebagai
pihak dalam acara, adalah pasti bagi peradilan administrasi, demikianpun
tidak dapat diragukan bahwa jabatan itu mempunyai domisili/kedudukan,
kantor.

Sejalan penataan jabatan struktural dengan teori jabatan, maka
dapat dianalisis bahwa jabatan struktural merupakan jabatan yang
diperoleh melalui pengangkatan dari orang-orang yang dianggap cakap
untuk menduduki suatu jabatan, bukan melalui pilihan atau pewarisan tahta

layaknya di kerajaan. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural mesti
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dilakukan secara obyektif dan tidak mengedepankan subjektifitas pimpinan
instansi, sehingga idealnya jabatan struktural diisi oleh pejabat yang
memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural yang mampu
melaksanakan tugas jabatannya secara berdaya guna dan berhasil guna.
Dalam merencanakan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
hendaknya mempertimbangkan kebutuhan organisasi sesuai visi, misi, dan
tujuan organisasi, penempatan jabatan, syarat jabatan dan tanggungjawab
jabatan, serta standar kompetensi jabatan struktural.
2. Teori Kewenangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Tahun 2008) memberikan
definisi kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang
diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat
keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang
atau badan lain.

Pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang
dikemukakan sebagai berikut :

‘kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik
terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang

pemerintahan tertentu secara bulat. Wewenang (compentance,
bevoeghdeid) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian,
kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenag

(rechtsbevoegdheden). Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan
suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan
peraturan perundang-undangan untuk melakukan hukum” (Marbun. S.F,
2003:122).
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Lebih Lanjut menurut Marbun.S.F :

“dilihat dari sifatnya, wewenang pemerintahan dapat dibedakan atas
expressimplied, fakultatif dan vrij bestuur. Wewenang pemerintahan yang
bersifat expressimplied yaitu wewenang yang jelas maksud dan tujuannya,
terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis
dan hukum tak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat
individual konkret. =~ Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif yaitu
wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam
keadaan bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Wewenang
pemerintahan yang bersifat vrij bestuur yaitu  wewenang peraturan
dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar kepada pejabat tata
usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya”.

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan
(macht). Kekuasan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak
berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban
(Ridwan, 2001:74).

Penyamaan istilah wewenang atau kewenangan, bahwa wewenang
akan selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dalam hukum
administrasi, karena obyek administrasi merupakan wewenang
pemerintahan  (bestuurs  bevoegdheid). Wewenang pemerintahan
dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht), sehingga
wewenang dalam konsep hukum publik akan selalu berkaitan dengan
kekuasaan. Wewenang merupakan faktor penting dan mendasar dalam hal
pembentukan perundang-undangan (P.M.Hadjon, 1997:3).

Pengertian wewenang pada hakekatnya berbicara mengenai otorita
(authority), sedangkan otorita memiliki kaitan dengan kekuasaan (power),
dan kekuatan (force). Namun demikian, terdapat juga perbedaan antara
otorita, kekuasaan dan wewenang. Pembedaan tersebut diperlukan oleh
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karena istilah wewenang dapat juga diartikan sebagai kompoten
(competent). Kompeten memiliki arti yang berkaitan dengan kecakapan
atau kemampuan melakukan sesuatu, sedangkan wewenang yang melekat
pada negara tidak memiliki hubungan apapun dengan soal kecakapan atau
kemampuan, selain dengan kekuasaan dan kekuatan, sedangkan bagi
individu khususnya manusia alamiah, wewenang berkaitan dengan
kompeten.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan
dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Jika dicermati
ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah
“bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah
“bevoegheid’ digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum
privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang
seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan
wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority,
gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah
apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari
kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang
hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.
Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik,
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lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat
keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka
pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang
utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Ateng
Syafrudin, 2000:22). Secara yuridis, pengertian wewenang adalah
kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto, 1994:65).

Berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang
berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan
kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang
adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek
hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia
berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Teori kewenangan yang digunakan dalam penulisan menguraikan
keabsahan dan legalitas suatu jabatan dalam suatu lingkup pemerintahan.
Terkait penataan jabatan struktural yang ada di Indonesia, maka teori ini
sangatlah mendukung bagaimana instansi dan pejabat struktural
mempunyai kewenangan dalam bertindak sebagai organ pemerintah dalam
menetapkan berbagai keputusan dan peraturan.

Pejabat struktural mempunyai kewenangan menetapkan berbagai
keputusan dan peraturan dalam menjalankan hukum administrasi negara.

Pejabat struktural diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui
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penetapan pengangkatan jabatan struktural dengan melalui berbagai syarat
dan mekanisme jabatan.

Penggunaan teori kewenangan dalam kaitan adanya kewenangan
pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat pejabat struktural
hendaknya menggunakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sementara itu pejabat struktural yang diangkat
harus mempunyai kompetensi dan mampu melaksanakan tugas,
tanggungjawab untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan sebaik-
baiknya. Hal tersebut dapat dilaksanakan karena adanya kewenangan yang
melekat bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat struktural
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada
intinya ingin menjalankan tugas pemerintahan dengan menerapkan asas-
asas umum pemerintahan yang baik.

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat 3 UUD NKRI 1945, ini menunjukkan bahwa segala tindakan
yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat harus berdasarkan pada
hukum bukan berdasarkan pada kekuasaan. Sebagai negara hukum maka
setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan rasa keadilan dan
kepastian hukum, dan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum, maka untuk menjawabnya
dapat dilakukan penelusuran melalui dua cara. Pertama, melalui konstitusi

dari negara yang bersangkutan. Artinya apakah konstitusi yang dimaksud
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memuat ketentuan tentang negara hukum. Berdasarkan teori sistem hukum
yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman (1975:16) terdiri dari tiga
komponen vyaitu 1) substansi hukum (legal subtance), 2) struktur hukum
(legal structure) dan 3) budaya hukum (legal culture) menurut Friedman
mengemukakan “ a legal system in actual is a complex in wich structure,
substance and culture interact.

Pandangan ilmiah dari para ahli, memberikan unsur-unsur/ciri-ciri dari
suatu negara hukum. Friedrich Julius Stahl dalam Mukthie Fadjar (2004:5)
mengemukakan yaitu :

1) Adanya pengakuan akan hak-hak asasi manusia;
2) Pemisahan Kekuasaan Negara;

3) Pemerintahan berdasarkan Undang-undang; dan
4) Adanya peradilan administrasi.

Universitas Indonesia Tahun 1966 dalam symposium tentang negara
hukum telah mengambil kesimpulan mengenai ciri-ciri negara hukum
Indonesia yaitu :

1) Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya;
2) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;

3) Peradilan bebas; dan

4) Legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.

Perkembangan berikutnya muncul pemikiran yang berkaitan dengan
ciri-ciri/unsur-unsur negara hukum Indonesia. Pemikiran yang dimaksud

dikemukakan Sjachran Basah (1985:11) bahwa Negara Indonesia adalah
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negara hukum (rechtstaat) berdasarkan Pancasila. Dalam kaitan itu, negara
hukum yang dianut Negara Indonesia tidaklah dalam artian formal, namun
negara hukum dalam artian material, yang juga diistilahkan dengan negara
kesejahteraan (welfare state). D. Notohamidjojo (1970:36) dalam kaitan
diatas menyatakan bahwa negara hukum ialah dimana pemerintah dan
semua pejabat-pejabat hukum mulai dari Presiden, para Menteri, Kepala-
Kepala Lembaga Pemerintahan lain, Pegawai, Hakim, Jaksa dan Kepala-
Kepala Pemerintahan lain, anggota Legislatif, semuanya dalam
menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantor taat kepada hukum
dalam mengambil keputusan-keputusan, jabatan-jabatan menurut hati
nuraninya sesuai hukum. D. Notohamidjojo itu lebih tegas dan kongkrit
mengatur mengenai segala tindakan pejabat/pemerintah selaku subyek
hukum penegak hukum dan tidak mengatur subyek hukum warga
masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya Diana Halim Koentjoro
(2004:34) mengatakan ada beberapa ciri negara yang dapat disebut negara
hukum, yaitu :
1) Supremacy of the law,
2) Equality before the law,
3) Constitution based on the human right.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) ditegaskan
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. ciri pertama dari negara

hukum, yaitu supremacy of the law, hal ini berarti bahwa setiap tindakan
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administrasi negara haruslah berdasarkan hukum yang berlaku atau yang
disebut Asas Legalitas. Namun menurut Diana Halim Koentjoro adanya
Asas Legalitas saja tidak cukup untuk menyebut suatu negara adalah
negara hukum. Asas Legalitas hanya merupakan satu unsur dari negara
hukum. Selain itu, masih perlu diperhatikan unsur-unsur lainnya, seperti
kesadaran hukum, perasaan keadilan dan perikemanusiaan, baik dari rakyat
maupun dari pemimpinnya. Selanjutnya menurut Diana Halim
Koentjoro,bahwa dalam suatu negara hukum diperlukan asas perlindungan,
artinya dalam UUD ada ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia.
Adapun beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan tersebut, yaitu :
1) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28),
2) Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal
28),

3) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27),
4) Kemerdekaan memeluk agama (Pasal 29)
5) Berhak ikut mempertahankan negara (Pasal 30).12

Philipus M. Hadjon (1987:90) menyebutkan bahwa elemen atau ciri-
ciri Negara Hukum Pancasila adalah :
1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas

kerukunan;

2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan

negara;
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3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan
merupakan sarana terakhir;
4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum, maka perlu
diketahui elemen-elemen atau unsur-unsurnya yang tertuang di dalam
Undang-Undang Dasar beserta peraturan pelaksanaannya, untuk
menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum (Joenarto,
1968:8).

Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang
memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam
menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang
diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan
dan perbuatan hukum. (SF. Marbun, 1997:154)

Ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan
dengan istilah “bevoegdheid”.  Perbedaannya terletak dalam karakter
hukumnya. lIstilah Belanda “bevoegdheid” digunakan baik dalam konsep
hukum publik maupun dalam konsep hukum privat . Dalam hukum Kkita,
istlah wewenang atau kewenangan seharusnya digunakan selalu dalam
konsep hukum publik. Selanjutnya F.A.M. Stroink sebagaimana dikutip
dalam Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam konsep hukum publik,
wewenang merupakan suatu konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan
Hukum Administrasi Negara. Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip

dalam Ridwan HR (2003:74) mengemukakan bahwa hanya ada dua cara
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untuk memperoleh wewenang, vyaitu atribusi dan delegasi. Atribusi
berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi
menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (organ yang telah
memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; jadi delegasi
secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak
dibicarakan mengenai penyerahan wewenang

Antara wewenang dan kewenangan dapat diistilahkan suatu hal
yang berhubungan dengan kekuasaan formal, yang berarti kekuasaan yang
berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang atau dari
kekuasaan Eksikutif Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan
terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap
sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat,
sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.
Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah
kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik (Prajudi
Atmosudirdjo,1981:29).

Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dalam Budiman B.Sagala
(1982:15) memberikan perbedaan antara “kekuasaan” dan “wewenang”.
Kekuasaan (power) dikatakan merupakan suatu kemampuan atau kekuatan
seseorang/segolongan untuk mempengaruhi pihak lain dan wewenang
(authority) adalah kekuasaan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari

masyarakat.
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Wewenang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat,
yang masing-masing dijelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara
"atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu
ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan. Jadi, disini
dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada
delegasi terjadilah pelimpahan sustu wewenang yang telah ada oleh Badan
atau jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya
sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu
pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau
Jabatan TUN yang satu kepada yang lain (Indroharto, 1993:90).

Cara memperoleh wewenang dapat dilakukan dengan membagi cara
memperoleh wewenang dengan dua cara utama, yaitu: a) atribusi; b)
delegasi; dan kadang-kadang juga mandat (Philipus M Hadjon, 1998:91).
Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang
langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material. Atribusi ini
dikatakan juga sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang
pemerintahan. Dari pengertian tersebut jelas nampak bahwa kewenangan
yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan
asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari Peraturan Perundang-
undangan, dengan kata lain dengan atribusi berarti timbulnya kewenangan
baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah

yang bersangkutan.
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Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat

besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut. Dengan kata

penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang

memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris).

Philipus M Hadjon (1998:92) lebih lanjut dikemukakan, suatu delegasi harus

memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu ;

Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu
dalam peraturan perundang-undangan;

Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang
tersebut;

Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegans memberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.

Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk

membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi

mandat. Dari pengertian mandat ini tampak bahwa tanggung jawab tidak
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berpindah kepada mandataris, dengan kata lain tanggung jawab tetap
berada ditangan pemberi mandat.

SF Marbun dan Mahfud MD (2000:55) yang menggunakan istilah
kewenangan, dimana cara untuk memperoleh kewenangan tersebut ada 2
(dua) yaitu : Pertama, Kewenangan atas inisiatif sendiri berarti bahwa
pemerintah (Presiden) tanpa harus dengan persetujuan DPR diberi
kewenangan untuk membuat peraturan perundangan yang derajatnya
setingkat dengan Undang-undang bila keadaan terpaksa. Kedua,
Kewenangan atas delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan
perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-Undang.

Terdapat tiga model penyerahan wewenang, yaitu secara atribusi,
delegasi dan mandat. Kewenangan yang diperoleh secara atribusi bersifat
asli yang berasal dari pembentukan undang-undang orisinil. Pada model
ini, pemberian dan penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang
baru atau memperluas wewenang yang ada. Atribusi merupakan
wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber dari
undang-undang dalam arti materil. Pembentukan wewenang dan distribusi
wewenang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang
didistribusikan  sepenuhnya berada pada penerima wewenang.
Pertanggungjawaban internal diwujudkan dalam bentuk laporan
pelaksanaan kekuasaan, sedangkan pertanggungjawaban dari aspek

eksternal yaitu pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga apabila dalam
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melaksanakan kekuasaan melahirkan derita atau kerugian bagi pihak lain.
Penerima wewenang bertanggung gugat atas segala akibat negatif yang
ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan.

Berbicara tentang delegasi maka tidak ada penciptaan wewenang
dari pejabat satu kepada yang lain, atau dari badan administrasi satu
kepada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan
bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang
disebut delegans, sedangkan pihak yang penerima wewenang disebut
delegataris. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris,
maka tanggungjawab intern dan tanggungjawab ekstern pelaksanaan
wewenang, sepenuhnya berada pada delegataris. Konsep pendelegasian
kekuasaan maka delegataris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri
dan dengan tanggungjawab sendiri. Oleh karena itu, pelimpahan itu disebut
pelimpahan kekuasaan dan tanggungjawab (Azhari, 2005:66).

Perolehan wewenang secara mandat pada dasarnya merupakan
suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud
untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang
memberi mandat. Hal tersebut berarti bahwa keputusan yang diambil
pejabat yang menerima mandat, pada hakekatnya merupakan keputusan
dari pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Sebagai
konsekuensinya, bahwa tanggungjawab dan tanggunggugat atas
diterbitkannya keputusan atas dasar suatu mandat tetap berada pada

pejabat yang memberi mandat. Dengan kata lain pada konsep mandat,
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mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat,
sehingga tanggungjawab akhir dari keputusan yang diambil mandataris,
tetap berada pada pemberi mandat. Selain itu, untuk mandat tidak
diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang
melandasinya, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern
hirarkis dalam organisasi pemerintahan.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan
atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya
sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguiji
kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak
terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator)
memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat
keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi.
Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak
demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan
tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin
dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menganai
kemungkinan delegasi tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada
(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang
sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan

didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan dapat
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diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara
atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah
adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna
mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat
dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

Berbicara tentang penataan jabatan struktural dengan teori
kewenangan, maka dapat dianalisis bahwa jabatan struktural adalah suatu
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi negara, dimana pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
mesti memperhatikan dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam
pengangkatan jabatan struktural, serta memiliki kompetensi yang
diperlukan sesuai syarat jabatan, sehingga diharapkan pejabat pembina
kepegawaian yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan
memberhentikan PNS dalam jabatan struktural tidak melakukan
subyektifitas dalam pengangkatan dan penempatan pejabat struktural.

3. Teori Keadilan.

Keadilan, dimanapun atau dalam persoalan apapun dalam kehidupan
manusia, sungguh merupakan dambaan manusia. Keadilan adalah
pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban yang seimbang atau
harmonis dan hukum adalah sarana untuk mencapainya. Keadilan berasal
dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak

sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama
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mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas
norma-norma yang obyektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.
Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang
tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya,
kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu
tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana skala keadilan
diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain,
setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat
sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan adalah sesuatu yang sangat signifikan dalam kehidupan
sehari-hari.  Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari
masyarakat maupun dari negara. Keadilan adalah salah satu nilai
kemanusiaan yang asasi dan memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi
setiap manusia. Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum
bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang
sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutkan dengan istilah legal
justice atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum
menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Ada pula
istilah social justice atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai
konsepsi-konsepsi umum mengenai social firmness atau keadilan sosial
yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisin dengan konsepsi keadilan

individu atau keadilan secara umum.
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Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap
orang untuk melindungi kebebasannya dan kehormatannya dengan jalan
menegakkan keadilan diantara sesama. Dalam konsepsi islam, kata adil
berasal dari bahasa Arab, adl, yang merupakan kata benda berasal dari
kata kerja adala berarti (1) meluruskan atau jujur, mengubah; (2) menjauh,
meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; (3) menjadi
sama atau sesuai atau menyamakan; (4) membuat seimbang atau
menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang. Dalam Kamus al-Arab
menyatakan bahwa : “suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan jujur
adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau tidak layak dianggap sebagai
tidak adil”. Ide tentang benar dan salah tersirat dalam istilah adl karena
istilah ini sering digunakan dalam arti luas termasuk nilai-nilai dan agama
(Topo Santoso, 2001:82)

Menurut sistem islam, apa pun yang legal, lurus, dan sesuai dengan
hukum Allah adalah adil, konsep ini adalah sifat religius. Dalam pandangan
islam mengenai keseimbangan dunia diatur oleh ketetapan Allah, keadilan
adalah kebaikan dimana Allah menyediakan hukum. Allah menyampaikan
melalui Al-Quran melalui Q.S. An-Nahl (16) ayat 90 yang artinya
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran”. Prinsip-prinsip  persamaan,

pertengahan, proporsional membawa keindahan di alam dan kebaikan bagi
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manusia. Menurut doktrin muslim, keadilan mewakili baik tujuian dasar
dan tujuan akhir dari semua wahyu Allah. la terekspresikan dalam tingkatan
keadilan Allah kepada ciptaan-ciptaan-Nya, dan keadilan dari manusia di
antara sesamanya.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar
negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai
yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
didasari dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan.  Dalam
sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam
hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai
keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan
kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya
sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat,
bangsa, dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sementara itu, bagi orang filsafat menganggap keadilan sebagai
sebuah gagasan atau realistis absolut dan mengasumsikan bahwa
pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara
parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit atau orang dapat
menanggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau

filsafat tentang dunia secara umum.
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Keadilan merupakan suatu kata yang sangat tidak jelas dan sarat
dengan berbagai arti. Pandangan apakah keadilan itu menjadi perhatian
para pemikir-pemikir besar sepanjang masa, dan mereka telah berusaha
untuk menjawab masalah itu dengan memberikan definisi, mengungkap
prinsip-prinsip dan teori-teori tentang keadilan. Mengaitkan keadilan
dengan kebenaran moral, keadilan dengan kebaikan, hukum dengan
keadilan, keadilan dengan masyarakat atau keadilan sosial (social justice),
akan tetapi semua itu belum juga tuntas dan memuaskan (Hari Chand,
1994:225).

Keadilan itu menyerap begitu banyak energi para pemikir dalam
membahasnya, karena keadilan merupakan sebuah fenomena dalam
kehidupan manusia, yang semua orang berkepentingan dengannya. Kajian
terhadap konsep keadilan telah dilakukan oleh para pemikir dan berbagai
mazhab pemikiran hukum. Telah pula melahirkan berbagai teori dan
pandangan, dengan demikian menjadi khazanah intelektual yang perlu
diketahui untuk memahami keadilan secara lebih komprehensif. Diantara
para pemikir teori keadilan adalah Aristoteles, John Stuart Mill, John Rawils,
Robert Nozick, Reinhold Niebuhrm dan Jose Poforio Miranda.

Berikut dipaparkan hakikat keadilan (teori keadilan) menurut Filsafat
Barat :

1) Keadilan menurut Aristoteles
Aristoteles (384-322 S.M) sebagai salah seorang filsuf Yunani,

menyebutkan konsep negara hukum adalah negara berdiri di atas
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hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan
merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga
negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa
susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.
Bagi Aristoteles (384-322 S.M) yang memerintah dalam negara
bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan
penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja
(Moh. Kusnardi dan Harmaily, 1988:153). Disamping itu, Aristoteles
menyatakan bahwa keadilan itu ada bilamana hukum memberi
kesempatan yang sama antara pribadi-pribadi dalam mengembangkan
kapasitasnya dalam masyarakat. Pandangan Aristoteles tentang
keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya nichomachean ethics,
politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku nicomachean
ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan
filsafat umum. Menurut Aristoteles hukum hanya bisa ditetapkan dalam
kaitannya dengan keadilan. Undang-undang hanya dapat ditetapkan
jika ada hubungannya dengan kebenaran. Sangat penting bagi sudut
pandangnya adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam
pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting
antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan
numerik mempersamakan tiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang
sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan

ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum.
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Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya
sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Menurut
Aristoteles yang sangat penting ialah keadilan mesti dipahami dalam
pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting
antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan
numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang
sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan
ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan
hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi
haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.
Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan
perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan
menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama
berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan
pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap
problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam
kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah
bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama
rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa
ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran
kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan (Carl Joachim Friedrich,

2010:139).
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Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,
honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa
didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian”
matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah
distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang
berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan
distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi
masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu
yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan,
maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang
memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah
dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si
pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan
terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk.
Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.
Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah
peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya
pemerintah.

Aristoteles dalam membangun argumennya menekankan perlunya
dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada
sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan

lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari
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komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan

dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam

undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan

Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber

pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu,

sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam
bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa
didapatkan dari fitrah umum manusia.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam Corpus luris luris
Civils, Buku | (Institutes, Institutiones), Title 1 (Concerning Justice and
Law), dimulai dengan kata-kata :

“lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribunes,
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “Justice is the constant and
perpetual desire to give to each one that to which he is entitited.

Kalimat tersebut di atas apabila diartikan bahwa keadilan adalah
kehendak yang tetap dan tidak berubah untuk memberikan kepada tiap
orang apa yang menjadi haknya.

Aristoteles sendiri membedakan keadilan atas beberapa tipe :

a. Distributive justice (keadilan distributif), yang berkenaan dengan
distribusi uang atau sumber lain yang dibagi dikalangan orang-orang
yang mempunyai andil dalam suatu organisasi publik. Apa yang
diterima setiap orang adalah proporsional dengan jasanya (merit),

sehingga seorang yang baik akan menerima lebih dari pada orang
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yang jahat.  Proporsi (proportion) adalah persamaan dalam ratio
(equality of ratios)

b. Rectificatory justice (keadilan bersifat membetulkan) atau corrective
justice yang berkenaan dengan transaksi perorangan antar individu.
Jasa (merits) tidak relevan. Keadilan ini mencakup dua macam
pertukaran, yaitu : pertukaran sukarela (voluntary exchange), yang
disepakati timbal balik, dimana keadilan bersifat menjamin bahwa
kedua belah pihak melakukan pertukaran secara sama (equality
exchange). Uang diperkenankan dalam masyarakat untuk
memperoleh suatu bentuk perwakilan yang seimbang (adequate
representation) antara obyek-obyek dan jasa-jasa yang nilainya
berbeda-beda. Dengan demikian, pertukaran dapat dilakukan secara
proportional

c. Pertukaran tidak sukarela (involuntary exchange), hakim
mengembalikan persamaan (equality) di antara para pihak,
mengembalikan kepada masing-masing apa yang dimilikinya.

2) Keadilan menurut John Stuart Mill
John Stuart Mill dalam bukunya Utilitarianism mengadopsi konsep
dasar Hume bahwa keadilan tidak muncul dari sekedar insting asali yang
sesederhana didada manusia, melainkan dari kebutuhan akan dukungan
masyarakat.  Keadilan menurut Mill, adalah nama bagi persyaratan
moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi di dalam skala

kemanfaatan sosial karenanya menjadi kewajiban yang lebih dominan
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ketimbang persyaratan moral lainnya. I|de dasar Utilitarianism sangat
sederhana : yang benar untuk dilakukan adalah yang menghasilkan
kebaikan terbesar. Karena fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini
merupakan cara banyak orang mendekati putusan-putusan etis, sangat
mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik yang sangat
besar.

Definisi singkat prinsip utilitarian dikemukakan John Stuart Mill
dalam pernyataan bahwa “kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan
terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung
memperbesar kebahagiaan; keliru jika cenderung menghasilkan
berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan

”

adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit....”. Dalam pernyataan
singkat inilah terletak dua asumsi krusial melandasi seluruh diskusi
mengenai keadilan menurut perspektif utilitarian. Pertama, tujuan hidup
adalah kebahagiaan, dan kedua adalah kebenaran dari suatu tindakan
ditentukan oleh konstribusinya bagi kebahagiaan.  Oleh karena ide
dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah
tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan “kebahagiaan”
atau kebaikan.
Keadilan menurut John Rawls

John Rawls seorang ahli hukum yang membahas keadilan, yang

dikaitkan dengan masalah keadilan sosial (social justice). John Rawls

mengemukakan tentang keadilan bahwa setiap orang memiliki
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kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat
sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak
jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh
hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan
pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh
sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu,
dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegaranya dianggap
mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar
menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal
yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena
tidak adanya suatu teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan
bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang
lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan
keadilan tidak bisa diganggu gugat (John Rawls, 1995:3-4).

John Rawls menyebutkan prinsip pembedaan (difference principle),
dan menjadi inti dari substansi teori John Rawls dan menjadi inti dari
substansi teori John Rawls mengenai keadilan. Prinsip ini mengijinkan
sejumlah ketidaksetaraan di dalam pendistribusian, namun hanya jika
hal itu dapat melindungi bahkan memperbaiki posisi mereka yang
kurang beruntung di masyarakat. Pilihan terhadap prinsip pembedaan
lebih dari prinsip pemaksimalan kemanfaatan rata-rata berdiri di atas
salah satu aspek yang sangat kontroversial dari teori John Rawils.

Pengadopsian terhadap strategi “maksimin”.  Singkatnya strategi ini
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menyatakan bahwa pihak-pihak di posisi awal akan memilih suatu cara
untuk memaksimalkan yang minimum. John Rawls mengajukan dua
prinsip keadilan yang dijabarkan dari sebuah prinsip keadilan umum
yang dirumuskan sebagai berikut : Prinsip pertama, tiap-tiap orang
memiliki hak yang sama atas keseluruhan system yang paling luas dari
kebebasan dasar yang sama sesuai dengan system kebebasan serupa
bagi semua orang. Prinsip kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi
harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya a) memberikan
keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan, b) membuka
posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan
yang fair (John Rawls, 2003:42-43).

John Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan
terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana
dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. John Rawls berpendapat bahwa
dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme,
orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi
perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa
sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh
masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan
umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-
tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam

masyarakat.
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Menurut John Rawils, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan
yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan
masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi.
Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum bagi golongan
orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian
rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin
dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan
diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya
supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam
hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang
berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat
primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan
keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua
prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang
sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang
sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan
sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang
bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka
yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut diaturnya struktur
dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek

mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas
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diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang
beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:
Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi
ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-
institusi sosial, ekonomi, dan politikk yang memberdayakan. Kedua,
setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk
mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan
yang dialami kaum lemah

John Rawls (1995:181) menyebutkan bentuk penyelesaian yang
terkait dengan problematika keadilan dengan cara membangun teori
keadilan berbasis kontrak. Teori keadilan yang memadai harus dibentuk
dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih
bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari
semua individu yang bebas, rasional, dan sederajat. Pendekatan
kontrak melalui teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan
sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.
John Rawis menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah
bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak
berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan
itu sendiri. John Rawls menyebut justice as fairness yang ditandai
adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan sehingga
diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak

daripada asas manfaat.
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Konsep kesamaan menurut John Rawls (1995:258) dipahami
sebagai kesetaraan kedudukan yang berimplikasi pada keseimbangan
antara hak dan kewajiban para pihak, bukan dalam arti kesamaan hasil
yang dapat diperoleh semua orang. Pandangan ini berbeda dengan
pandangan sebagian pihak yang senantiasa menuntut hasil yang sama
tanpa memandang proses/prosedur dari awal hingga akhir. Keadilan
sebagai fairness atau sebagai pure procedure justice tidak menuntut
setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama juga
harus mendapat hasil yang sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang fair
itu harus diterima sebagai adil, juga apabila setiap orang tidak mendapat
hasil yang sama. Konsep keadilan yang lahir dari suatu prosedur yang
diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep yang
pantas berlaku untuk umum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa
keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan
sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan-
perbedaan yang secara obyektif ada pada setiap individu.

Keadilan ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan
seperti pengaturan mengenai apa yang disebut dengan Distributive
Justice (Keadilan Distributif) karena kelebihan-kelebihan dan
kekurangan-kekurangan, kemakmuran dan kehormatan, didistribusikan
diantara para anggota masyarakat. Pandangan John Rawls bahwa

keadilan sosial (social justice) dalam arti manfaat-manfaat yang diterima
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dan beban-beban yang dipikul suatu masyarakat harus didistribusikan
diantara anggota masyarakat secara adil.

John Rawls (1995:259), mencoba memecahkan permasalahan
dalam keadilan distributif dengan mengemukakan tentang justice as
fairness. Digunakannya istilah keadilan sebagai fairness karena istilah ini
dapat mencerminkan bahwa prinsip-prinsip keadilan di dalam suatu
masyarakat hukum disepakati dalam suatu situasi yang fair. John Rawls
berangkat dari teori kontrak sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh
Locke, Rousseau, dan Kant, dimana dalam keadaan alamiah (state of
nature, status naturalis), ada posisi kesetaraan asli (originial position of
equality) antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Posisi
kesetaraan asal tersebut dipandang sebagai situasi yang fair untuk mulai
dilakukannya kesepakatan-kesepakatan guna memilih asas-asas yang
akan diterima bersama dalam suatu masyarakat antara lain asas
keadilan dalam suatu masyarakat.

Menurut John Rawls (1995:443), orang-orang dalam situasi awal
tersebut akan memilih dua prinsip yang agak berbeda, yaitu :

a. Membutuhkan kesetaraan dalam penerapan atas hak dan kewajiban
dasar.

b. Menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi, misalnya
ketimpangan kekayaan dan kekuasaan, hanyalah jika mereka
menghasilkan kompensasi keuntungan bagi semua orang khususnya

bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.
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a.

b.

Inti pandangan John Rawls (1995:444), yaitu keadilan sebagai
fairness terdiri atas dua asas yaitu :
Asas kebebasan (liberty principle), yaitu setiap orang mempunyai hak
yang sama atau kebebasan dasar yang paling luas,seluas kebebasan
serupa dari orang-orang lain.
Asas perbedaan (diffrence principle), yaitu adanya ketimpangan sosail
dan ekonomi harus diatur sedemikin rupa sehingga memenuhi dua hal
yaitu :
¢ Nilai-nilai terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung
e Melekat pada jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang

menurut syarat kesamaan peluang yang adil.

Keadilan menurut Robert Nozick

Keadilan bukan perhatian utama Robert Nozick. Robert Nozick
lebih tertarik untuk memperdebatkan pembatasan peran negara.
Robert Nozick ingin menunjukkan bahwa negara minimal (minimal state)
dan hanya negara minimal adalah satu-satunya yang bisa dijustifikasi
(Karen Lebacqgz, 1986:89). Pertanyaan tentang keadilan kemudian
muncul karena keadilan distributive seperti dibayangkan Rawls sering
dianggap sebagai rasionalisasi bagi negara yang lebih dari minimal.
Dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributive tidak
menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi negara lebih dari minimal.

Robert Nozick menawarkan sebuah pendekatan yang lebih rumit

dan berbeda terhadap keadilan. Nozick menyebut pandangannya
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dengan teori hak. Untuk melihat bagaimana teori ini dibangun dia mulai
dari pelegitimasian negara minimal.  Nozick mengadopsi pandangan
Kantian bahwa individu adalah tujuan akhir, bukan sekedar alat.
Individu adalah akhir dalam dirinya sendiri, memiliki hak-hak alamiah
tertentu. Artinya, terdapat batasan-batasan bagi suatu tindakan, tidak
ada tindakan yang diperbolehkan mengganggu hak-hak manusia yang
fundamental. Dengan hak-hak fundamental ini adalah hak untuk tidak
disakiti. Tidak seorangpun yang boleh dikorbankan untuk orang lain.
Pembatasan tindakan lantaran tidak bolehnya hak-hak manusia
diganggu, menjadi penyebab larangan untuk mengagresi orang lain
(Karen Lebacqgz, 1986:90).

Lebih lanjut Robert Nozick berpendapat bahwa negara minimal
tidak bersifat redistributif. Tindakan-tindakannya dijustifikasi bukan oleh
prinsip-prinsip redistribusi barang-barang, melainkan prinsip kompensasi
(yang berpasangan dengan proses invisible hand). Karena itu tidak ada
dasar legitimasi bagi negara untuk mengambil sesuatu dari beberapa
orang dalam rangka membantu yang lain. Namun pintu ini masih belum
terbuka bagi pertimbangan mengenai redistribusi produk-produk
berbasis keadilan. (Karen Lebacqgz, 1986:95).

Robert Nozick membentuk salah satu prinsip dasarnya yaitu :
apapun yang dimunculkan dari situasi yang adil lewat cara-cara yang
adil adalah adil. Keadilan di dalam kepemilikian awan dan keadilan di

dalam pemindahan kepemilikan. Sistem ini mungkin bisa disebut
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sebagai prinsip dari setiap hal yang dipilih. Dia juga menyebutnya teori
historis keadilan, karena keadilan ditentukan oleh bagaimana distribusi
yang sudah terjadi dan bukan oleh apa makna distribusi. Dia juga
menolak semua prinsip keadailan “terpolakan” yang mendistribusikan
barang-barang menurut “kondisi akhir” tertentu yang dipilih kesetaraan
kepemilikan, posisi lebih baik dari mereka yang kurang beruntung atau
disepanjang dimensi yang disarankan oleh rumusan seperti “untuk
masing-masing sesuai kebutuhan atau untuk masing-masing sesuai
jasanya. Prinsip-prinsip seperti ini melihat hanya kepada apakah
distribusi final dan mengabaikan cara distribusi yang darinya muncul
efek-efek tertentu.

Bertentangan dengan prinsip-prinsip terpolakan seperti ini, menurut
Robert Nozick prinsip historis keadilan meyakini bahwa kondisi atau
tindakan masa lalu dapat menciptakan hak atau mengabaikan krusial
atas sesuatu. Karena itulah pandangannya ini lalu disebut teori hak.
Keadilan bukan ditentukan oleh pola keluaran akhir distribusi, melainkan
oleh apakah “hak” dihormati.

Teori Keadilan menurut Reinhold Niebuhr.

Keadilan bagi Niebuhr adalah istilah multi aspek yang memiliki
karakter paradox. Bahkan dapat dikatakan Niebuhr menggunakan
istilah ini dengan beragam makna untuk dapat memeluk bermacam
fungsinya.  Niebuhr menyebut roh keadilan, aturan, dan struktur

keadilan, penghitungan hak-hak, dan yang ©paling sering,
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menyeimbangkan kekuatan-kekuatan atau kepentingan-kepentingan
yang saling bertentangan. la mendeklarasikan bahwa keadilan adalah
keadilan, tidak kurang dan tidak lebih (Karen Lebacqz, 1986:95).

Keadilan yang sempurna adalah suatu kondisi persaudaraan yang
didalamnya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun kondisi seperti ini
sama mustahilnya dengan kondisi kasih yang sempurna untuk dicapai di
dunia penuh dosa. Karena keadilan yang sempurna adalah kasih itu
sendiri, sehingga jika kasih tidak bisa terealisasikan sepenuhnya, tidak
akan pernah ada keadilan yang sempurna. Untuk menjadi realistik
keadilan harus mengasumsikan adanya kekuatan yang berkelanjutan
dari kepentingan diri. Didalam sejarah manusia selalu hidup di wilayah
keadilan yang tidak sempurna atau relatif. Keadilan relatif melibatkan
penghitungan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan,
spesifikasi kewajiban dan hak, serta penyeimbangan daya-daya
kehidupan.

Keadilan relatif ini memiliki hubungan dialektis dengan kasih. Di
satu sisi, aturan keadilan memperluas kewajiban manusia untuk
menghadapi kewajiban-kewajiban kompleks, berkelanjutan dan bersifat
sosial, yang bergerak jauh melampaui batasan-batasan langsung dari
apa yang secara alami kita rasakan terhadap orang lain. Namun karena
keadilan selalu bersifat relatif, dia selalu terbuka untuk penyempurnaan.
Setiap manifestasi historis atau aturan keadilan dapat selalu bergerak

lebih dekat dengan ideal kasih. Karena hukum dan aturan keadilan
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akan selalu mencerminkan bias-bias perspektif manusia, menjadikan
mereka bukan keadilan tanpa syarat. Karena setiap keadilan historis
lebih rendah daripada kasih sehingga harus selalu disempurnakan,
maka bagi Niebuhr menyatakan bahwa usaha apapun untuk
mengkodifikasikan keadilan contohnya dengan mendata hak-hak selalu
berkembang menuju ketidakadilan ketidakadilan karena perspektif pihak
yang kuat selalu mendikte konsep-konsep keadilan sehingga di atasnya
seluruh komunitas beroperasi, namun bukan berarti Niebuhr menganut
relativisme dengan menganggap tidak ada standar keadilan sama sekali
dua prinsip terpenting adalah kebebasan dan kesetaraan (Karen
Lebacqgz, 1986:162).

Kebebasan adalah esensi dari hakikat manusia dan karenanya
selalu menjadi nilai yang krusial. Namun kebebasan yang tidak
terkendali di ruang ekonomi juga sering berarti peminggiran orang miskin
dari pasar. Sehingga kebebasan tidak dapat berdiri sendiri sebagai
prinsip sosial. Orang selalu harus mengacu pada keadilan, komunitas,
dan kesetaraan. Sedangkan kesetaraan adalah prinsip regulatif,
keadilan sebuah prinsip kritik yang diatasnya tiap rancangan keadilan
berpijak.  Aturan kesetaraan mencakup perhatian terhadap proses
keadilan, contohnya kebijakan dalam memperhitungkan kebutuhan-
kebutuhan sekaligus perhatian terhadap kesetaraan sebagai tujuan
substansi keadilan contohnya kesetaraan hak-hak sipil (Karen Lebacqz,

1986:163).
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Keadilan di dalam sejarah mensyaratkan bukan hanya aturan-
aturan dan prinsip-prinsip namun juga penyeimbangan kekuatan-
kekuatan yang saling bersaing, sebuah penjinakan dan pengaturan
vitalitas-vitalitas manusia. @ Dengan kata lain, keadilan mensyaratkan
pemakaian kekerasan atau pemaksaan agar dapat menciptakan
keteraturan; “keadilan bisa dicapai hanya sebagai sejenis ekulibrium
dekaden dari kekuasaan yang telah ditegakkan (Karen Lebacqz,
1986:166).

Bagi Reinhold Niebuhr, kekuasaan selalu berpotensi menciptakan
ketidakadilan. Reinhold Niebuhr seringkali membicarakan ketidakadilan
kekuasaan dan dapat dianggap sebagai sebuah aksioma bahwa
ketidakseimbangan yang akut dari kekuasaan mengarah pada
ketidakadilan. Keadilan di dalam sistem sosial, bukan hanya sekedar
masalah bagaimana barang-barang didistribusikan, namun juga
persoalan tentang pengaturan dan penyeimbangan kekuasaan secara
tetap. Perjuangan menuju keadilan adalah perjuangan untuk
meningkatkan pemberdayaan para korban ketidakadilan (Karen
Lebacqz, 1986:166).

Sejalan dengan penatan jabatan struktural, maka teori keadilan

menjadi landasan dalam pembinaan karier PNS secara obyektif, karena

memberikan kepastian dan keadilan bagi PNS yang meniti karier untuk

menduduki jabatan struktural berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai

dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan
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untuk jabatan itu tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau
golongan. Pengisian dan penempatan jabatan struktural mesti steril dari
subyektifitas pimpinan sehingga diperoleh pejabat yang mempunyai

kompetensi dan mampu menjalankan tugas jabatannya secara maksimal.

C. Penataan Jabatan Struktural
1. Pengembangan Karier Pegawai

Pengembangan pegawai merupakan upaya mempersiapkan pegawai
(SDM) agar dapat bergerak dan berperan dalam organisasi sesuai dengan
pertumbuhan, perkembangan dan perubahan suatu organisasi, instansi atau
departemen. Oleh karena itu kegiatan pengembangan pegawai itu
dirancang untuk memperoleh pegawai-pegawai yang mampu berprestasi
dan fleksibel untuk suatu organisasi atau institusi ke masa depan
(Soekijo Notoatmojo, 1998:47). Tenaga atau sumber daya yang telah
diperoleh suatu organisasi, perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu
sesuai dengan pengembangan organisasi itu. Pengembangan sumber daya
ini penting searah dengan pengembangan organisasi. Apabila organisasi
itu ingin berkembang seyogyanya diikuti pengembangan sumber daya
manusia. pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan
melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Terdapat dua tujuan utama program latihan dan pengembangan
karyawan. Pertama, latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup
‘gap” antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan

jabatan.  Kedua, program-program tersebut diharapkan meningkatkan
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efisiensi dan efektifitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran
kerja yang telah ditetapkan. Sekali lagi meskipun usaha-usaha ini
memakan waktu dan mahal, tetapi akan mengurangi perputaran tenaga
kerja dan membuat karyawan menjadi lebih produktif. Lebih lanjut, latihan
dan pengembangan membantu mereka dalam menghindari diri dari
keusangan dan melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik (T. Hani
Handoko, (1987:103). Lebih lanjut, Sondang P. Siagian (1995:139)
menyebutkan karier merupakan suatu proses yang berlanjut dimana
seorang karyawan terlibat dalam serangkaian tugas-tugas yang bersifat
pengembangan yang diperlukan bagi pertumbuhan pribadi dalam
kehidupan kekaryaan orang yang bersangkutan. Istilah karier dalam
manajemen sumber daya manusia telah digunakan untuk menunjukkan
orang-orang pada masing-masing peran tahu status mereka. Istilah karier
mempunyai pengertian sebagai berikut :

1) Karier sebagai suatu urusan promosi pemindahan ke jabatan yang lebih
menuntut tanggung jawab atau ke bidang yang lebih atau menyilang
hierarki hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang.

2) Karier sebagai penunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk suatu
pola kemajuan yang sistematik dan jelas jalur karier.

3) Karier sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi
yang dipegangnya selama kehidupan kerja, dalam kontek ini semua

orang dengan sejarah kerja mereka disebut mempunyai karier.
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Menurut Musanef (1996:54) menyebutkan istilah karier memiliki
beberapa arti, yaitu :

1) Perkembangan kemajuan yang dicapai oleh seseorang dalam suatu
lapangan pekerjaan selama masa aktif dalam hidupnya, tetapi kadang-
kadang digunakan dalam arti sebagai suatu rangkaian pekerjaan yang
telah dijalankan oleh seseorang yang tidak begitu erat hubungannya
satu dengan yang lain.

2) Memobilisasi pegawai mulai dari penerimaan sampai akhir masa
jabatan yang menyangkut aspek-aspek struktur pangkat dan jabatan
dalam struktur organisasi yang menjadi ruang lingkup organisasi dan
waktu.

3) Dicapainya sekedar sukses oleh seseorang dalam penghidupannya.

Jika berbicara mengenai karier dalam kehidupan organisasional,
biasanya yang dimaksud adalah keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dan
jabatan yang dipangku oleh seseorang selama ia berkarya. Karir adalah hal
yang memungkinkan terbuka bagi setiap pegawai dalam rangka
mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu,kenaikan pangkat,
kesempatan memasuki pendidikan dan pelatihan serta pemindahan atau
alih penugasan. Karir seorang pegawai dimulai sejak saat pegawai yang
bersangkutan diangkat menjadi pegawai dalam suatu organisasi.

Karir diartikan sebagai pola kerja yang dihubungkan dengan situasi
objektif seperti posisi dalam pekerjaan, tugas atau kegiatan dan pekerjaan

yang berhubungan dengan keputusan. Dari satu prespektif, karir adalah
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urutan posisi yang didukung oleh kemampuan seseorang selama hidupnya.
Dalam kehidupan pegawai/karyawan, baik pegawai/karyawan pemerintah
maupun swasta, karir berarti perjalanan seseorang dalam menjalani
kehidupan yang dilaluinya sejak diangkat sebagai pegawai/karyawan dalam
suatu organisasi sampai diberhentikan sebagai pegawai/karyawan.

Adapun pola karir pegawai adalah pola pembinaan pegawai yang
menggambarkan jalur pengembangan karir yang menunjukkan pola
keterkaitan serta keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan
pelatihan serta masa kerja seorang pegawai sejak pengangkatan pertama
dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Pengembangan Kkarir
adalah proses identifikasi potensi atau kemampuan pegawai dengan
mencari serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan
potensi atau kemampuan tersebut. Pengembangan karir juga dapat
diartikan sebagai peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk
mencapai rencana karirnya. Dalam prakteknya pengembangan karir (career
development) mencakup manajemen Kkarir (career management) dan
perencanaan karir (career planning).

Memahami pengembangan karir dalam suatu organisasi memerlukan
perhatian terhadap dua aspek, yaitu bagaimana masing-masing orang
merencanakan dan menerapkan tujuan-tujuan karirnya (perencanaan karir)
dan bagaimana manajemen atau organisasi merancang dan menerapkan
program-program pengembangan karirnya sesuai dengan kebutuhan

organisasi.
81



Manajemen karir adalah proses berkelanjutan dari penyiapan,
penerapan dan pemantauan rencana-rencana karir yang dilakukan individu
itu sendiri atau seiring dengan sistem karir. Karir adalah perjalanan
pekerjaan seorang pegawai dalam suatu organisasi, atau perjalanan
seseorang yang dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan
berakhir pada saat yang bersangkutan tidak bekerja dalam organisasi
tersebut. Dengan perkataan lain karir adalah suatu urutan promosi yang
lebih menuntut tanggung jawab yang lebih tinggi bagi seorang pegawai
selama berkarya dalam suatu organisasi.

Memang sukar menemukan suatu universal mengenai karier semua
orang, karena yang terjadi sangat beraneka ragam. Ada orang yang
mencapai kemajuan dalam kariernya berdasarkan suatu rencana karier
tertentu. Tetapi tanpa direncanakanpun ada orang yang meraih kemajuan
dalam kariernya, sehingga kemajuan itu dihubungkan-hubungkan dengan
“nasib baik”. Terlepas dari tepat tidaknya soal nasib dikaitkan dengan karier
seseorang, yang jelas ialah bahwa prestasi kerja, pengalaman pelatihan
dan pengembangan ternyata berperan penting dalam menempuh berbagai
karier yang dapat ditempuh oleh seseorang (Sondang P. Siagian,
1997:206).

Sehubungan uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa untuk
menunjang pencapaian tujuan organisasi sangat diperlukan adanya suatu
manajemen yang mengelola sumber daya manusia secara profesional,

efektif, dan efisien.
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Ada beberapa sistem dalam kebijakan  pengembangan karier
pegawai yang dalam administrasi kepegawaian antara lain :
a. Sistem Patron (pafronage system)

Sistem ini di Indonesia dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar
pemikirannya dalam rangka melakukan kegiatan administrasi
kepegawaian berdasarkan kawan. Dalam sistem ini kurang
memperhatikan keahlian dan keterampilan seorang pegawai. Dengan
demikian seorang pegawai menduduki suatu jabatan pertimbangannya
karena yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak famili, dan ada
juga yang karena daerah asal yang sama. Sistem kawan ini ada yang
atas dasar perjuangan politik, karena berasal dari satu aliran politik,
ideologi, dan keyakinan maka seseorang pegawai yang mulanya tidak
mempunyai keahlian dan ketrampilan bisa menduduki jabatan dan tugas
tertentu dalam birokrasi pemerintahan.

b. Sistem Merit (merit system)

Sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang pegawai
dalam usaha mengangkat atau mendudukkan pada jabatan tertentu.
sistem ini lebih bersifat objektif, karena dasar pertimbangan kecakapan
yang dinilai secara obyektif dari pegawai yang bersangkutan. Karena
dasar pertimbangan seperti ini yang berlandaskan jasa kecakapan, maka
seringkali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa. Penilaian
obyektif tersebut, pada umumnya ukuran yang digunakan ialah ijazah

pendidikan. ltulah sebabnya mengapa ijazah merupakan persyaratan
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bagi setiap orang yang ingin menjadi pegawai jika diinginkan sistem jasa
atau sistem merita ini dilaksanakan.
c. Sistem Karir (career system)

Sistem Kkarir ialah suatu sistem yang menjamin setiap pegawai
mencapai kemajuan yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan
keahlianya selama mereka bekerja sebagai pegawai. Pelaksanaan
sistem karir ini tidak bisa dipisahkan dari sistem merita atau prestasi
kerja. dengan demikian suatu sistem dalam administrasi kepegawaian
yang baik ialah jika terdapat perpaduan antara sistem merita dan sistem
karier.

Jalur karir dapat didefinisikan : 1) Pola yang menggambarkan
kemungkinan urutan jabatan bagi seorang karyawan sampai mencapai
jabatan tertinggi; 2) Pola yang berkesinambungan dari beberapa
pekerjaan atau jabatan yang membentuk karir seseorang.

Pola atau jalur karir merupakan opsi (pilihan) karir yang ada bagi
setiap pekerjaan dan persyaratan yang diminta bagi suatu pekerjaan.
Agar pola jalur karir yang disusun dapat memenuhi kebutuhan organisasi,
maka dalam menyusun pola jalur karir, pihak manajemen SDM harus
mengajak fungsi-fungsi lain yang ada dalam organisasi.

Idealnya sebuah tim penyusun pola jalur karir terdiri dari:

1) Pihak yang mempunyai wewenang di manajemen puncak;
2) Pihak-pihak yang mewakili visi dari fungsi yang ada didalam

organisasi seperti unit-unit Operasional Tugas Pokok (lini) yang ada;
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3) Pihak Unit atau Bagian Sumber Daya Manusia.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan organisasi dalam
menyusun suatu pola jalur karir adalah:

1) Mengevaluasi struktur organisasi yang ada, agar didapatkan
gambaran secara penuh tentang pekerjaan atau jabatan yang akan
dibuat pola jalur karirnya;

2) Membuat kriteria-kriteria yang akan dijadikan dasar pengelompokan
pekerjaan-pekerjaan yang ada sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan;

3) Mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang ada sesuai dengan
kriteria yang sudah ditetapkan,;

4) Menetapkan pengaturan dasar yang dapat diizinkan instansi untuk
masalah;

a) Promosi;
b) Perpindahan literal,
c) Titik pindah (switching point).
5) Mengevaluasi uraian dan persyaratan jabatan setiap pekerjaan yang

ada.

2. Kriteria Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural
Setelah seorang CPNS diangkat menjadi PNS, maka terbuka peluang
untuk diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional. Jabatan struktural
adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan
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organisasi negara. Kedudukan tersebut bertingkat-tingkat dari tingkat
terendah eselon 1V/a sampai dengan tingkat tertinggi eselon I/a. Untuk lebih
jelasnya tentang eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2002.

Jimly Asshiddigie (2008:388) membedakan istilah pejabat negara
dengan pejabat negeri. Salah satu kriteria yang dapat dipakai untuk
membedakan pejabat negara dari pejabat negeri adalah mekanisme
rekrutmen atau pengisian jabatannya.  Pejabat negara pada pokoknya
dipilih secara politis, sedangkan pejabat negeri diangkat secara administratif
oleh atasannya. Oleh sebab itu, dapat katakan bahwa pejabat negara
merupakan “politically elected officials” atau setidaknya diangkat secara
politis (political appointee), sedangkan pejabat negeri merupakan
administratively appointed officials. ~ Menurut Jimly Asshiddigie, pegawai
negeri dapat menduduki jabatan-jabatan negeri, dan dalam kedudukan
semacam itu, ia disebut pegawai negeri. Ada jabatan negeri yang bersifat
struktural seperti Direktur Jenderal sebagai pejabat Eselon I. Oleh karena
itu, harus dibedakan dari pejabat negara. Pejabat negeri merupakan
subjek Hukum Administrasi Negara, sedangkan pejabat negara merupakan
subyek Hukum Tata Negara. Sesuai uraian tersebut dapat dipahami bahwa
titik berat kategori sebagai PNS adalah pada bentuk cara pengangkatan
melalui penunjukan, yaitu sebagai pejabat sipil yang ditunjuk (bukan pejabat
yang dipilih) dan memiliki hubungan dinas publik sipil (hubungan sub ordinat

antara bawahan dan atasan) terhadap pemerintah.
86



Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil diawali dengan mekanisme
seleksi atau rekrutmen CPNS, yang mana CPNS sebelum diangkat menjadi
PNS terlebih dahulu mesti mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
prajabatan, dan dianggap cakap dan sehat menjalankan tugas jabatan yang
dibuktikan hasil pengujian kesehatan oleh Tim Pengujian Kesehatan.
Kemudian setelah menjalani masa percobaan sebagai CPNS paling kurang
1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, maka CPNS tersebut diangkat
dalam pangkat sebagai PNS. Selanjutnya setelah berkarier cukup panjang,
PNS tersebut diberikan amanah berupa pengangkatan dalam jabatan baik
jabatan struktural ataupun jabatan fungsional. Bagi PNS yang diangkat
dalam jabatan struktural secara administratif mengacu pada ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Struktural

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Struktural mensyaratkan beberapa ketentuan dalam
pengangkatan jabatan struktural sebagai berikut :

a) berstatus PNS
b) serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang pangkat yang ditentukan;

c) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
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d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

f) sehat jasmani dan rohani, serta perlu memperhatikan faktor senioritas
dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan
pengalaman yang dimiliki. Disamping itu, PNS yang menduduki jabatan
struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi
apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun
dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya
kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang
Presiden.

Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan belum mengikuti
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan
struktural yang didudukinya diwajibkan untuk mengikuti dan lulus pendidikan
dan pelatihan. Selanjutnya, untuk kepentingan dinas dan dalam rangka
memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan atau
perpindahan wilayah kerja. Perpindahan wilayah kerja tersebut
dimungkinkan bagi pejabat struktural eselon Ill ke atas, yaitu untuk
perpindahan antar Kabupaten atau Kota, perpindahan dari Kabupaten/Kota
ke Provinsi atau sebaliknya, perpindahan dari Kabupaten/Kota/ Provinsi ke

Instansi Pusat atau sebaliknya, dan perpindahan antar instansi.
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Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural
eselon |l ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (Baperjakat), baik untuk Instansi Pusat, Provinsi, maupun
di Kabupaten/Kota. Tugas pokok Baperjakat adalah untuk memberikan
pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan,
pemindahan dan pemberhen tian dalam dan dari jabatan struktural eselon I
ke bawah. Disamping itu Baperjakat bertugas pula memberikan
pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan
pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi
kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi
negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang
menduduki jabatan struktural eselon | dan Il. Khusus bagi CPNS tidak
dapat diangkat dalam jabatan struktural karena CPNS masih dalam masa
percobaan dan kepadanya belum diberikan pangkat, sedangkan untuk
menduduki jabatan struktural antara lain disyaratkan adanya pangkat sesuai
dengan eselonnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural yang digunakan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
mengangkat dan menempatkan PNS dalam jabatan struktural dan
umumnya hanya melalui syarat administrasi sebagaimana tercantum dalam

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
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atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan

Struktural sehingga pengangkatan dan penempatan pejabat struktural

kurang mempertimbangkan aspek kompetensi PNS, syarat jabatan, merit

system, reward dan punishment, pangkat, golongan ruang, masa kerja,
pendidikan, dan diklat kepemimpinan dan terkesan mementingkan
subyektifitas belaka.

Selain pengangkatan jabatan struktural, maka terdapat ketentuan
bahwa PNS dapat diberhentikan dari jabatan struktural apabila:

a) Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;

b) Mencapai batas usia pensiun;

c) Diberhentikan sebagai PNS (sehingga dengan demikian juga
diberhentikan dari jabatan strukturalnya):

d) Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;

e) Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara
karena persalinan (untuk persalinan anak ketiga, PNS wanita
mengambil cuti di luar tanggungan negara, karena negara hanya
menanggung sampai dengan anak ke dua saja);

f) Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:

g) Adanya perampingan organisasi pemerintah;

h) Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau

i) Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku (misalnya menjadi anggota atau pengurus partai politik).
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural merupakan landasan vyuridis pengangkatan dan penempatan
pejabat struktural dalam struktur organisasi. Oleh karena Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural masih
bersifat umum yang mensyaratkan pengangkatan jabatan struktural
sehingga kurang memperhatikan dan mempertimbangkan aspek
kompetensi PNS, syarat jabatan, merit system, reward dan punishment,
pangkat, golongan ruang, masa kerja, pendidikan, dan diklat kepemimpinan
dan terkesan mementingkan subyektifitas belaka. Hal ini terjadi karena
besarnya kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian seperti yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 dalam hal
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural serta
kurang profesionalnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat) dalam pengisian dan penempatan pejabat struktural, karena
dipengaruhi dan diintervensi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak
lain adalah atasannya yang mempunyai kewenangan mengangkat,

memindahkan dan memberhentikan dalam jabatan struktural.
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D. Reformasi Kepegawaian (Civil Service Reform)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek sumber daya manusia aparatur,
aspek kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan. Suatu reformasi birokrasi
dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan reformasi kepegawaian
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Reformasi kepegawaian dapat berjalan
efektif bila manajemen PNS dilaksanakan secara sungguh-sungguh,
transparan dan bertanggungjawab mulai perencanaan pegawai, pengadaan
pegawai, pengembangan kualitas PNS, kepangkatan, mutasi dan promosi
jabatan, penggajian, kedudukan hukum, pemberhentian dan pensiun.

Keberhasilan pembangunan dan daya saing suatu negara amat
ditentukan oleh komitmen dan usaha sistematik untuk membenahi aparatur
negara. Tidak bisa tidak karena aparatur negara bukan saja pelaksana
kebijakan, tetapi adalah juga fasilitator pembangunan bagi masyarakat. Sudah
banyak keluhan dan kritik terhadap kualitas aparatur negara dalam
pemerintahan dan pembangunan. Namun, rasanya tidak pernah ada upaya
sungguh-sungguh dan sistematik untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
negara.

Penyelenggaraan fungsi-fungsi negara (kekuasaan negara) dalam rangka
mewujudkan tujuan-tujuan negara, dibutuhkan mesin negara yang disebut
birokrasi. Hegel memandang administrasi negara (birokrasi) sebagai suatu

jembatan yang menghubungkan antara negara dengan masyarakatnya.
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Adapun masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok profesional, usahawan,
dan lain kelompok yang mewakili bermacam-macam kepentingan particular
(khusus). Diantara keduanya itu, birokrasi merupakan medium yang bisa
dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan particular dengan
kepentingan general (umum).

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, Max Weber (1947:45)
memandang birokrasi sebagai sebuah mesin (the bureau as a machine) yang
disiapkan untuk menjalankan seperangkat prosedur atau proses. Demikian
halnya, setiap PNS merupakan penggerak dari sebuah mesin, tanpa
kepentingan pribadi. Setiap pegawai negeri hanya mempunyai tanggung jawab
sesuai proses dan prosedur organisasi.

Adanya pemikiran tersebut, menjadikan birokrasi bertindak sebagai
kekuatan netral dari pengaruh kepentingan atas kelasatau kelompok tertentu.
Negara dapat mewujudkan tujuan-tujuannya melalui mesin birokrasi dijalankan
oleh para pejabat birokrasi. Netralitas birokrasi lebih condong menjalankan
kebijakan atau perintah dari pejabat politik yang sedang memerintah sebagai
“‘masternya”, akan tetapi lebih mengutamakan kepada kepentingan negara dan
rakyatnya secara keseluruhan, sehingga kekuatan politik apapun yang
memerintah, birokrasi memberikan pelayanan yang terbaik.

Max Weber (1947:48) menunjukkan betapa hukum yang tersusun secara
logis rasional (modern) itu mampu memberikan dukungan kepada
pengorganisasian negara dalam bentuk suatu birokrasi dengan ciri-ciri

perlengkapannya yang disebutnya sebagai tipe ideal birokrasi. Tipe ideal
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birokrasi ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu memiliki

sautu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dengan cara-cara

yang rasional. Tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut :

1)

Individu pejabat secara personal bebas, dalam arti mereka hanya
menjalankan tugas-tugasnya apabila diberi tanggung jawab dan wewenang
oleh peraturan.

Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan
ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada
pula yang menyandang kekuasaan yang lebih besasr dan ada yang lebih
kecil.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik
berbeda satu sama lain.

Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian
tugas (job description) masing-masing pejabat, merupakan domain yang
menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai
dengan kontrak.

Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya atas dasar
merit system, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun
sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya, setiap pejabat
bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai

dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
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7) Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi
berdasarkan senioritas, merit (prestasi) sesuai dengan pertimbangan yang
objektif, atau kemampuan menurut pertimbangan keunggulan (superior).

8) Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan
resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

9) Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu
system yang dijalankan secara disiplin yang seragam.

Max Weber (1947:50) mengungkapkan bahwa birokrasi adalah bentuk
organisasi yang paling efisien.  Bahkan, Weber percaya birokrasi menjadi
bentuk yang paling rasional formal organisasi. Weber memahami birokrasi
bentuk yang lebih efektif daripada bentuk-bentuk alternatif. Perhatian utamanya
adalah untuk menetapkan cara berperilaku yang menghindari korupsi,
ketidakadilan, dan nepotisme sebagai karakteristik utama organisasi abad ke-
19. Birokrasi weberian merupakan kenyataan yang dominan dalam praktek
pemerintahan di Amerika Serikat.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan
berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah
strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan

pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu
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pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan
strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan
dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil
langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik,
sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan
efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya
dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Pada intinya latar
belakang adanya reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :
1) Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga
saat ini.
2) Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan
publik.
3) Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari
birokrasi pemerintahan.
4) Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih
rendah.
5) Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah
Pencanangan program Reformasi Birokrasi dikuatkan dengan program
reformasi kepegawaian  yang dilaksanakan secara efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil pada konteks percepatan reformasi

birokrasi dengan 9 program percepatan reformasi birokrasi.
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Kesembilan program percepatan reformasi birokrasi itu, yakni :
1) Penataan struktur birokrasi
2) Penataan jumlah maupun distribusi dan kualitas PNS
3) Sistem seleksi dan promosi secara terbuka
4) Profesionalisme PNS
5) Pengembangan sistem pemerintahan elektronik (e-government)
6) Penyederhanaan perizinan usaha
7) Pelaporan harta kekayaan Pegawai Negeri
8) Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri serta
9) Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja Pegawai Negeri.

Salah satu keberhasilan Program reformasi birokrasi, terletak pada
keberadaan dan kinerja Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi yang
diberi kewenangan dalam menata pembinaan PNS di wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pemerintah dibentuk untuk
menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai
Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas
sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan
dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian,

mendukung perumusan Kkebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil,
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serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani
kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang menjadi rujukan
pelayanan publik di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi yang memberikan
pelayanan kepegawaian pada tahun 2008 berhasil meraih sertifikat ISO 9001 -
2008 sehingga merubah seluruh sistem pelayanan agar sesuai dengan standar
pelayanan tersebut. Kantor Regional yang merupakan kepanjangan pelayanan
pusat diharapkan mengikuti standar pelayanan yang diterapkan oleh Kantor
Badan Kepegawaian Negara Pusat. Diharapkan dengan penerapan standar
pelayanan sertifikat ISO 9001-2008 dapat memenuhi pelayanan kepegawaian
di daerah. Tentu saja pelayanan itu diharapkan penjadi pelayanan prima
dengan berazaskan pada:

1) Mengutamakan Pelanggan.
2) Sistem yang efektif.

3) Melayani dengan hati nurani
4) Perbaikan berkelanjutan.

5) Memberdayakan pelanggan
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Reformasi di bidang kepegawaian yang merupakan konsekuensi dari
perubahan di bidang politik, ekonomi dan sosial yang begitu cepat terjadi sejak
paruh pertama tahun 1998 ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan perundang-
undangan yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 dengan pokok bahasan yang sama tersebut,
kemudian diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, baik yang berupa
Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan Presiden (Keppres), untuk
menjamin terlaksananya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ini secara baik
dan terarah.

Pada dasarnya PNS di negara manapun mempunyai tiga peran yang
serupa. Pertama, sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang telah
ditetapkan pemerintah. Untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat
diperlukan. Kedua, melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. Ukuran
yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat
puas atas pelayanan yang diberikan PNS. Apabila tujuan utama otonomi
daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga
desentralisasi dan otonomi terpusat pada pemerintah kabupaten dan
pemerintah kota, maka PNS pada daerah-daerah tersebut mengerti benar
keinginan dan harapan masyarakat setempat. Ketiga, PNS harus mampu
mengelola pemerintahan. Artinya pelayanan pada pemerintah merupakan
fungsi utama PNS. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat

dimengerti dan dipahami oleh setiap PNS sehingga dapat dilaksanakan dan
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disosialisasikan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Dalam hubungan ini
maka manajemen dan administrasi PNS harus dilakukan secara terpusat,
meskipun fungsi-fungsi pemerintahan lain telah diserahkan kepada pemerintah
kota dan pemerintah kabupaten dalam rangka otonomi daerah yang
diberlakukan saat ini.

Otonomi daerah yang telah berlangsung selama lebih dari delapan tahun
ini tentunya memberikan implikasi tertentu pada sistem kepegawaian di
Indonesia. Pada mulanya, sebelum dilaksanakannya era otonomi, sistem
kepegawaian terpusat dalam arti segala kebijakan kepegawaian ada pada
pemerintah pusat, daerah hanya menerima jatah dari pemerintah pusat sesuai
dengan permintaan dan ketersediaan pegawai yang ada di pusat. Pegawai
dari satu tempat dapat berpindah ke tempat lain sesuai dengan keputusan
atasan, dan hal ini tentunya sangat berbeda dengan adanya kebijakan
desentralisasi yaitu pegawai sulit berpindah antar satu tempat dengan tempat
yang lain. Kebijakan kepegawaian yang demikian tentu saja memberikan
implikasi yang positif maupun negatif bagi sistem kepegawaian dan kinerja
organisasi pada khususnya.

Keadaan saat ini diperkirakan akan timbul berbagai masalah yang
menyangkut kepegawaian sebagai dampak berlakunya otonomi daerah. Dari
berbagai permasalahan yang ada, akan menonjol berbagai persoalan utama
yang meliputi :

1) Dengan adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada daerah,

ada kemungkinan jumlah dan struktur PNS di daerah menjadi tidak
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terkendali. Apalagi bila dalam pengangkatan pegawai baru dan promosi
serta mutasi tidak mengikuti prinsip “merit sistem” tetapi lebih pada faktor
subyektifias misalnya “marriage sistem (sistem kekeluargaan)” yang dianut
oleh pemerintah pusat selama ini. Karena sulit meninggalkan paradigma
lama yang telah berakar selama 33 tahun itu, kewenangan yang besar
kepada daerah tersebut dimungkinkan dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.

Kualitas PNS daerah akan sangat bervariasi antara daerah yang satu
dengan daerah lainnya yang diakibatkan karena adanya kewenangan yang
begitu besar kepada pejabat pembina kepegawaia. Apalagi kalau mobilitas
PNS antar daerah terhambat sebagai akibat dari “Daerah sentrisme”.
Tanpa kualitas memadai serta mobilitas yang tidak dimungkinkan ini, maka
pembinaan karier PNS yang selama ini telah terjaga dan terjamin baik,
kemungkinan besar akan terkorbankan. Apalagi dengan pemerintahan
koalisi yang multi partai, pemimpin pemerintahan di daerah tidak akan
terlepas dari “sindrom” kepartaian.

Dalam waktu lima tahun kedepan, manajemen kepegawaian di daerah
masih perlu banyak pembenahan. Namun sebagai akibat dari kewenangan
yang begitu besar kepada pejabat pembina kepegawaian tersebut, maka
kapasitas kelembagaan daerah untuk menyelenggarakan manajemen

kepegawaian ini masih menjadi pertanyaan besar. Karena manajemen
101



kepegawaian yang baik harus dilaksanakan oleh suatu badan yang netral,
tidak terimbas pengaruh politik dan tunduk pada salah satu kekuatan politik.
Ditambah dengan daya serap daerah yang masih sangat terbatas,
kerancuan dan kekacauan manajemen kepegawaian diperkirakan
menimbulkan masalah sisi lain dari otonomi dan desentralisasi, apabila
manajemen dan administrasi kepegawaian tidak dikembalikan terpusat.
Tapi pemerintah masih memberi kesempatan kepada pemerintah daerah
dalam menjalankan manajemen PNS sesuai mekanisme aturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Akar permasalahan buruknya kepegawaian negara di Indonesia pada
prinsipnya terdiri dari dua hal penting :

1) persoalan internal sistem kepegawaian negara itu sendiri.

2) persoalan eksternal yang mempengaruhi fungsi dan profesiolisme
kepegawaian negara. Situasi problematis terkait dengan persoalan internal
sistem kepegawaian dapat dianalisis dengan memperhatikan subsistem
yang membentuk kepegawaian negara. Subsistem kepegawaian negara
terdiri dari : rekrutmen, penggajian dan penghargaan, pengukuran kinerja,
promosi jabatan, pengawasan.

Kegagalan pemerintah untuk melakukan reformasi terkait dengan
subsistem-subsistem tersebut telah melahirkan birokrat-birokrat yang dicirikan
oleh kerusakan moral (moral hazard) dan juga kesenjangan kemampuan untuk

melakukan tugas dan tanggungjawabnya (lack of competencies).
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Persoalan rekruitmen merupakan persoalan utama bagi manajemen
kepegawaian di Indonesia. Rekrutmen yang tidak tepat akan berakibat pada
pemborosan anggaran dan menghambat kinerja organisasi untuk waktu yang
akan datang. Sistem penggajian dan reward juga memegang peran yang
penting bagi sinergitas organisasi pada umumnya dan kinerja instansi pada
khususnya. Apalagi dengan adanya standar penilaian kinerja yang harus di-up
to date, dalam arti standar penilaian yang sudah ada (DP3) sudah tidak relevan
lagi digunakan untuk seluruh satuan kerja instansi pemerintah dalam semua
lingkup kerja. Standar penilaian kerja perlu diperbaharui agar sesuai dengan
tuntutan dan kemajuan dunia kerja. Promosi jabatan dengan netralitas
kepegawaian akan memunculkan makna terciptanya rasa keadilan bagi seluruh
PNS merupakan salah satu upaya yang dapat mewujudkan kinerja
kepegawaian yang maksimal. Persoalan yang tidak kalah penting adalah
persoalan pengawasan. Dalam manajemen kepegawaian, pengawasan
dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya iklim kerja yang kondusif dan
responsif terhadap segala jenis perubahan baik perubahan dari lingkungan
internal maupun lingkungan eksternal organisasi.

Reformasi kepegawaian erat kaitannya dengan pelayanan publik yang
dijalankan oleh aparatur pemerintah. Ada beberapa faktor yang berpengaruh
dalam pelayanan publik antara Ilain kelembagaan, kepegawaian,
proses/ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas. Diantara faktor
tersebut, maka faktor yang sangat penting dalam perbaikan pelayanan publik

adalah persoalan reformasi kepegawaian negara. Dapat dikatakan bahwa
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baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas
kepegawaian negaranya. Di Indonesia sektor kepegawaian negara yang
merupakan sub sistem dari birokrasi secara keseluruhan belum dijadikan
sebagai fokus utama dari reformasi birokrasi.

Reformasi kepegawaian merupakan salah satu sub sistem reformasi
birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat ditentukan oleh
keberhasilan reformasi kepegawaian. Dalam reformasi kepegawaian maka
subsistem yang harus direformasi adalah sistem perekrutan, penggajian,
pengukuran kinerja, promosi dan pengawasan terhadap etik dan perilaku PNS.
Upaya yang tidak sistematis dan komprehensif dalam melakukan reformasi
birokrasi, hanya akan menimbulkan persoalan baru dalam birokrasi.

Birokrasi sebagai instrumen atau alat untuk melaksanakan proses
penyelenggaraan pemerintahan, maka kehadiran birokrasi di tengah
masyarakat sangat dibutuhkan. Birokrasi di Indonesia sejak jaman orde baru
dan era reformasi sesungguhnya masih memiliki ciri aliran birokrasi gaya Max
Weber, yang merupakan warisan praktek birokrasi pada jaman pemerintahan
Hindia Belanda yang khusus diperuntukkan bagi pelayanan warga negara
Eropa yaitu yang disebut “Birokrasi Legal Rasional” dengan ditandai yaitu 1)
tingkat spesialisasi yang tinggi, 2) struktur kewenangan hirarki dengan batas-
batas kewenangan yang jelas, 3) hubungan antar anggota organisasi yang
tidak bersifat pribadi, 4) rekrutmen yang didasarkan atas kemampuan teknis,

5) Perbedaan (diferensi) antar pendapatan resmi dan pribadi.
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Ciri birokrasi tersebut di atas memang kenyataannya dalam
penyelenggaraan pemerintah masih belum bertindak “/legal rational’, karena
pengaruh gaya fedoalistik dan masih kental dengan sifat primodial yang
menghinggapi para penyelenggara (aparatur) pemerintah. Indikasi belum
hilangnya pengaruh kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) bahkan dewasa ini
menyebar atau bergeser yang semula dikalangan birokrat berpindah ke para
politisi baik di pusat maupuan daerah, dimana para anggota DPR dan DPRD
terlibat secara kolektif melakukan KKN yang pada akhirnya berurusan dengan
penegak hukum.

Menurut Miftah Thoha (2003:58), Birokrasi di Indonesia sangat lamban
dan kurang peka, dijaman pembangunan dan kekinian serta kurang tanggap
terhadap masyarakat minoritas. Sikap birokrasi Indonesia masih banyak
berorientasi pada kulit belaka belum ada isi, bersifat ceremonial dan
berorientasi pada pola status dan kental pada kebiasaan-kebiasaan tidak
produktif dengan mentalitas sulit dikendalikan serta berkinerja rendah yang
kiranya perlu diarahkan agar bila moral dan etika dapat menjadi pegangan
sebagai pertimbangan dalam bekerja, birokrasi mengambil keputusan atau
bertindak melaksanakan “policy’.

Di Indonesia jika ada bahasan tentang birokrasi maka persepsi orang
tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah sering officialdom
atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat
dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat

tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yuridiksi yang jelas dan pasti,
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mereka berada dalam area ofisial yang yuridiktif. Di dalam yuridiksi tersebut
seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (official duties) yang
memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam
tatanan pola hierarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan
kekuasannya. Mereka memperoleh gaji berdasarkan keahlian dan
kompetensinya. Selain itu dalam kerajaan pejabat tersebut, proses
komunikasinya didasarkan pada dokumen tertulis. Iltulah kerajaan birokrasi
yang rajanya para pejabat.

Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dalam birokrasi
pemerintahan. Kekuasaan pejabat ini amat menentukan, karena segala
urusan yang berhubungan dengan jabatan itu maka orang yang berada dalam
jabatan itu yang menentukan. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tatanan
hierarki dari atas ke bawah. Jabatan yang berada di hierarki atas mempunyai
kekuasaan yang lebih besar ketimbang jabatan yang berada di tataran bawah.
Semua jabatan itu lengkap dengan fasilitas yang mencerminkan kekuasaan
tersebut. ltulah sebabnya birokrasi pemerintah acapkali disebut kerajaan
pejabat yang jauh dari rakyat.

Konsepsi birokrasi Weber yang dianut dalam organisasi pemerintahan
(goverment) banyak memperlihatkan cara-cara officialdom. Pejabat birokrasi
pemerintah adalah sentra dari penyelesaian urusan masyarakat. Rakyat
sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang tergantung pada
rakyat. Pelayanan kepada rakyat bukan diletakkan pada pertimbangan yang

utama, melainkan pada pertimbangan yang kesekian.
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Ciri birokrasi weberian adalah kekuasaan itu ada pada setiap hierarki
jabatan pejabat, semakin tinggi hierarki jabatan tersebut semakin besar
kekuasaannya, dan semakin rendah hierarkinya semakin tidak berdaya.
Hierarki yang paling bawah (beyond the hierarchy) adalah masyarakat atau
rakyat. Pada posisi ini mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasaan.
Disiplin birokrasi model Weber ini menyatakan bahwa hierarki bawah tidak
berani atau tidak boleh melawan kekuasaan hierarki atas.

Di Indonesia hierarki kekuasaan ini dibalut dengan sistem bapak atau
patrimonial sehingga menjadi lebih kental lagi praktek kekuasaan birokrasi ini.
Pejabat hierarki bawah tidak berani bertindak jika tidak memperoleh restu dan
petunjuk dari hierarki atas. Semua surat-surat dinas yang berasal dari pejabat
hierarki bahwa selalu diakhiri dengan kata-kata manis mohon arahan dan
petunjuk dari pejabat hierarki atas. Dengan demikian meminta petunjuk itu
merupakan sikap sopan yang harus diperlihatkan agar tidak melampaui
kekuasannya. Tidak ada rasa salah (guilty) jika meminta petunjuk tersebut.
Pejabat tersebut tidak ada sedikitpun keraguan untuk dikatakan tidak
mempunyai inisiatif atau kreatif, seperti yang umumnya menjadi ukuran bagi
manajemen rasional yang juga menjadi ciri lain dari birokrasi weberian.
Dengan kata lain birokrasi weberian di Indonesia sedikit banyak telah

disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia.
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E. Kerangka Pikir

Penelitian Aspek Hukum Penataan Jabatan Struktural dalam Sistem
Kepegawaian di Indonesia terdiri atas tiga variabel (variabel
bebas/independent variable) yakni variabel pertama pentingnya penataan
jabatan struktural, variabel kedua pengisian jabatan struktural dan variabel
ketiga sejauhmanakah penataan jabatan struktural.

Pada variabel pertama, penelitian ini difokuskan pada empat indikator
indikator variabel, yakni tentang pembentukan jabatan, penempatan pejabat,
syarat jabatan, tanggungjawab jabatan.

Selanjutnya pada variabel kedua, penelitian ini akan difokuskan pada
dua indikator variabel yang berkaitan dengan penerapan substansi hukum,
diklat Pim.

Variabel penelitian yang ketiga, penelitian ini akan difokuskan pada dua
indikator variabel yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan,
penilaian kompetensi PNS (assesment center).

Adapun variabel terikat (dependent variable) adalah terwujudnya
kesesuaian kompetensi pejabat struktural dengan kompetensi jabatan yang
dipangkunya

Untuk mengetahui kerangka pikir mengenai aspek hukum Penataan
Jabatan Struktural dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia dapat

digambarkan dalam diagram kerangka pikir sebagai berikut :
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DIAGRAM KERANGKA FIKIR

Aspek Hukum Penataan Jabatan Struktural

A 4

Pentingnya Penataan
Jabatan Struktural
(X1)

Pengisian Jabatan
Struktural
(X2)

Penataan Jabatan
Struktural
(X3)

1. Pembentukan
Jabatan

2. Penempatan Pejabat

3. Syarat Jabatan

4. Tanggungjawab
Jabatan

1. Substansi Hukum
2. Diklat PIM

1. Standar Kompetensi
Jabatan

2. Penilaian
Kompetensi PNS
(Assesment Center)

A\ 4

1L

Terwujudnya kesesuaian kompetensi pejabat struktural
dengan jabatan yang dipangkunya

(Y)
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F. Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan pemahaman terhadap beberapa konsep atau istilah yang

digunakan dalam penelitian ini, berikut ini dijelaskan pengertian-pengertian :

1.

2.

Penataan adalah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu unit organisasi negara,
Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.

Penataan jabatan struktural adalah suatu pengaturan tentang penempatan
jabatan, syarat jabatan, tanggungjawab jabatan dimana terpenuhi syarat
jabatan dengan syarat kompetensi pemangku jabatan.

Penempatan Jabatan adalah karakteristik suatu jabatan dalam mencapai suatu
visi, misi dan tujuan organisasi.

Syarat jabatan adalah aturan yang digunakan dalam pengisian dan
pengangkatan jabatan struktural.

Tanggungjawab Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan
fungsi jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Substansi Hukum adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang dalam pengisian dan pengangkatan jabatan struktural

Diklat Pim adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka

meningkatkan kemampuan PNS yang menduduki jabatan untuk mencapai
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10.

11.

12.

13.

persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai
dengan jenjang jabatan struktural.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Standar Kompetensi Jabatan (standar kompetensi manajerial) adalah
persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS
dalam melaksanakan tugas jabatan. Untuk mengetahui kompetensi PNS
untuk diangkat dalam jabatan struktural maka diperlukan penilaian kompetensi.
Penilaian Kompetensi PNS adalah suatu proses membandingkan antara
kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh
pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.

Assesment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk
menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu
jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua)

simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara
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BAB llI
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian

Tipe peneltian ini adalah mengkaji ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang penataan jabatan struktural dalam sistem
kepegawaian di Indonesia. Disamping itu melakukan penelitian lapang untuk
menelaah aspek das sein atau implikasi dari ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diterapkan dalam penataan jabatan struktural di
wilayah kerja Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian kualitatif adalah
seluruh bidang/aspek kehidupunan manusia, yakni manusia dan segala
sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek ini diungkapkan kondisinya
sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya (natural setting), dan
data kualitatif tentang objeknya dinyatakan dalam kalimat yang pengolahannya
dilakukan proses berfikir (logika) yang bersifat kritik, analitik/sintetik dan
tuntas. Penelitian kualitatif menuntut keteraturan, ketertiban, dan kecermatan
dalam berfikir tentang hubungan data yang satu dengan data yang lain dan
konteksnya dalam masalah yang akan diungkapkan.

Metode penelitian kualitatif dimaksudkan mendiskripsikan sikap dan
perilaku sosial yang berlangsung dalam latar yang wajar dan utuh. Artinya
untuk mengungkapkan tingkah laku dan juga persepsi sosial, tidak cukup
hanya dengan merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit dan juga tidak

boleh mengisolasikan seseorang ke dalam variabel atau hipotesis melainkan
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harus dilihat secara keseluruhan dalam totalitas konteksnya sebagai bagian

dari suatu keseluruhan. Dengan demikian maka tipe penelitian ini adalah

sosial yuridis (sosiologis) dimana penelitian hukum empiris ini sebagai

informasi pendukung dalam meneliti data primer dalam bentuk data yang

diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai

sampel dengan cara wawancara langsung maupun melalui kuisioner
Penelitian ini dilakukan melalui 3 tataran yaitu :

1) Tataran filosofis melakukan kajian dan menelaah aspek filosofis penataan
jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia terutama dari
prinsip-prinsip dan esensinya (keteraturan) dalam mengimplementasikan
fungsi dan wewenang penataan jabatan struktural.

2) Tataran teori hukum yang mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum
yang dijadikan pisau analisis dalam menjelaskan data dan informasi.

3) Tataran normatif yang mengkaji dan menganalisis ketentuan peraturan
perundang-undangan yang substansinya mengatur penataan jabatan
struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian ini selain melakukan kajian
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, juga melakukan
pengamatan dengan realitasnya, sehingga tipe penelitian ini adalah bersifat

socio legal research atau penelitian hukum sosiologis.
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B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Regional IV Badan
Kepegawaian Negara Makassar yang menangani kepegawaian daerah yang
meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi
Maluku, dengan pertimbangan pelaksanaan manajemen kepegawaian dapat
terlihat dalam penetapan persetujuan mutasi kepegawaian dan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian yang mencerminkan pola karier PNS Daerah dalam
menduduki jabatan struktural. Badan Kepegawaian Negara atau Kantor
Regional |V BKN sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang
kepegawaian, berperan penting dalam menjaga norma, standar, dan prosedur
dalam pelaksanaan pengangkatan jabatan struktural sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara
menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup
perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan
administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan
dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan
kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan
bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada

instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
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Sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara disebutkan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
yang selanjutnya disebut Kanreg BKN adalah instansi BKN di daerah, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKN
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi BKN di
bidang administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya,
yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dnegan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai
fungsi :

1) Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian.

2) Pemberian pertimbangan dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi
PNS Pusat dan Daera di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3) Penetapan pensiun PNS Pusat dan penetapan status kepegawaian di
wilayah kerjanya

4) Pemberian pertimbangan pensiun PNS Daerah dan penetapan status
kepegawaian di wilayah kerjanya

5) Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian

PNS Pusat dan Daerah di wilayah kerjanya.
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6) Penetapan pemindahan PNS antar Daerah Propinsi atau antara Daerah
Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota lan Propinsi.
7) Tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BKN.
Berkenaan hal tersebut di atas, peran dan fungsi Kantor Regional IV
BKN sangat strategis menentukan arah manajemen PNS dalam pemberian
kualitas penetapan pelayanan mutasi kepegawaian sehingga dipilih sebagai
lokasi penelitian yang membahas aspek hukum penataan jabatan struktural.
C. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian meliputi wilayah kerja Kantor Regional IV Badan
Kepegawaian Negara Makassar yang menangani kepegawaian daerah yang
meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi
Maluku. Namun karena tidak memungkinkan keseluruhan populasi untuk
diteliti, maka penelitian ini hanya menetapkan sampel sebanyak 126 orang
dengan cara pengambilan secara random sampling.
Adapun rincian sampel, responden dan informan sebagai berikut :
1) Pejabat/Pegawai Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak
20 orang.
2) Pejabat/Pegawai Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
sebanyak 20 orang.
3) Pejabat/Pegawai Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak

20 orang.
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4) Pejabat/Pegawai Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak
20 orang.
5) Pejabat/Pegawai Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebanyak 20 orang.
6) Pejabat/Pegawai Kantor Regional IV BKN sebanyak 26 orang.
Sampel dan informan berikutnya berkembang mengikuti prinsip “bola
salju/snow ball” dan pilihan sampel berakhir setelah terdapat indikasi tidak

adanya lagi informasi yang dapat dijaring.

. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan hukum ini menggunakan 2 (dua) macam sumber hukum, bahan-

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer digunakan peraturan perundang-undangan
(pendekatan perundang-undangan/statute approach) yang berkaitan
dengan penataan jabatan struktural, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor : 13
Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural.

2) Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan untuk menunjang data

primer guna mendukung argumentasi hukum dalam penelitian ini. Bahan
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ini meliputi buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan
makalah seminar yang berkaitan dengan penataan jabatan struktural.
E. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang
telah ditetapkan sebagai sampel dengan cara wawancara langsung dengan
menggunakan pedoman wawancara (Interview Guide)

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara penelusuran
literaratur.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk melancarkan proses pelaksanaan penelitian ini, digunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut :

1) Pengamatan dan observasi dimana peneliti melakukan pengamatan dan
observasi dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami mengapa
pengangkatan jabatan struktural sering tidak menghasilkan pejabat yang
kompeten.

2) Wawancara, dimana wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka
dan tidak terstruktur yang bertujuan untuk menggali informasi dari para
informan sehingga tidak ditentukan banyaknya informan tapi yang terpenting
dapat memberikan informasi yang banyak dan dijamin tingkat akurasinya.

3) Studi dokumen dan teks, dimana perolehan data dilakukan melalui studi
kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur
penting yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data yang diperoleh

akan berupa bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Dari
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data yang diperoleh ini selanjutnya di analisis secara yuridis kualitatif serta
melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang

berkaitan dengan pokok permasalahan dalam disertasi ini.

G. Analisis Bahan Hukum

Data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diolah, ditelaah, dan dianalisis
secara kualitatif.  Analisis kualitatif dilakukan dalam menjelaskan internalisasi
antara ketentuan perundang-undangan dan pranata sosial dan realitas empiris

di bidang penataan jabatan struktural dengan dipandu oleh teori.
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BAB. IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pentingnya Penataan Jabatan Struktural
1. Pembentukan Jabatan

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tuntutan lingkungan kerja yang searah tuntutan dinamika jabatan, maka
pentingnya penataan jabatan struktural yang mengacu pada sistem
pembinaan karier PNS (merit system) dapat diutarakan bahwa penataan
jabatan struktural sangat penting dibutuhkan dalam pengelolaan suatu
organisasi jabatan dengan mempertimbangkan beban kerja, syarat-syarat
kompetensi jabatan, dan tingkat pelayanan yang dibutuhkan.

Pembentukan jabatan dalam suatu organisasi wajib memperhatikan
tugas, fungsi dan beban kerja suatu jabatan serta aspek pelayanan yang
menjadi tugas dan fungsi jabatan, sehingga nomenklatur jabatan dalam
struktur organisasi tidak akan tumpang tindih kewenangan antara jabatan
satu dengan jabatan lainnya. Filosofinya organisasi bukanlah sesuatu yang
konkrit, karena organisasi tidak berwujud. Agar organisasi lebih kongkrit,
maka organisasi wajib diberi nama sesuai jenis kegiatan dan tujuan yang
akan dicapai. Akan tetapi, meski organisasi sudah diberi nama,
kebanyakan orang melihat organisasi dari segi bangunan atau gedung
sebagai tempat orang-orang (anggota, pegawai, pekerja) melakukan
kegiatan organisasi. Agar orang-orang melihat organisasi tidak hanya dari

segi gedungnya, maka organisasi formal harus mempunyai struktur.
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Dengan demikian agar organisasi lebih konkrit, organisasi harus mempunyai
nama dan struktur organisasi. Struktur adalah cara bagaimana sesuatu itu
disusun. Sesuatu yang ada dalam organisasi adalah pekerjaan-pekerjaan,
dan pekerjaan-pekerjaan dalam organiasi itu saling berhubungan. Oleh
karena itu struktur bertalian dengan hubungan-hubungan pekerjaan yang
terdapat dalam organisasi yang relatif pasti. Hubungan yang relatif pasti itu
timbul sebagai hasil dari proses pemecahan atas empat masalah yang
dilakukan oleh pimpinan instansi vyaitu pembagian pekerjaan,
departemenisasi, rentang kendali, dan pendelegasian kekuasaan.
Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur
yang didalamnya berisi wewenang, tanggungjawab dan pembagian tugas
untuk menjalankan fungsi tertentu. Setiap organisasi mempunyai struktur
yang berbeda dan mempengaruhi sikap dan perilaku anggotanya.
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pengorganisasian antara lain adalah
membagi pekerjaan yang harus dilakukan menjadi departemen-departemen
dan jabatan yang terperinci, membagi-bagi tugas dan tanggungjawab
berkaitan dengan tiap-tiap jabatan, mengkoordinasikan berbagai tugas
organisasi, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam unit-unit,
membangun hubungan dikalangan individu, kelompok dan departemen,
menetapkan garis-garis wewenang formal, mengalokasikan dan
memberikan sumber daya organisasi. Tujuan organisasi dapat efektif jika
dibarengi pembuatan struktur organisasi sesuai visi dan misi organisasi.

Struktur organisasi  didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal
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yang mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka
dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-
fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang
menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang
berbeda-beda. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja,
standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desetralisasi dalam pembuatan
keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja.

Struktur organisasi memiliki posisi dan peranan yang sangat penting
dalam organisasi maupun jabatan publik manapun. Untuk itu struktur
organisasi harusnya dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kewenangan dan tingkat jabatan yang dimiliki oleh setiap
organisasi. Secara umum struktur organisasi mendefinisikan cara tugas
pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.

Struktur organisasi dapat didefinisikan suatu keputusan yang diambil
oleh organisasi itu sendiri berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan
organisasi. Struktur suatu organisasi menggambarkan bagaimana
organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur hubungan
antar orang dan antar kelompok. Struktur organisasi adalah cara organisasi
mengatur dirinya untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya,
sedangkan secara khusus struktur organisasi adalah susunan komponen-
komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi
menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana

fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut
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diintegrasikan (koordinasi). Selain itu, stuktur organisasi juga menunjukkan

spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian

laporan.

Adapun unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari :

1) Spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas
individual dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja) dan
penyamaan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja
(departementalisasi)

2) Standarisasi kegiatan, merupakan prosedur-prosedur yang digunakan
organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang
direncanakan

3) Koordinasi  kegiatan, menunjukkan  prosedur-prosedur  yang
mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi.

4) Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, yang
menunjukkan lokasi (letak) kekuasaan pembuatan keputusan

5) Ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu
kelompok kerja.

Struktur organisasi dapat diketahui dari bagan organisasi (organization
chart). Bagan organisasi memperlihatkan susunan fungsi-fungsi,
departemen-departemen, atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan
bagaimana hubungan diantaranya. Satuan-satuan organisasi yang

terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak, dimana dihubungkan
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satu dengan yang lain dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan

jalur komunikasi formal.

Bagan organisasi menggambarkan lima aspek utama suatu struktur

organisasi yang meliputi :

1)

Pembagian kerja. Setiap kotak menunjukkan individu atau satuan
organisasi mana yang bertanggungjawab untuk kegiatan organisasi
tertentu, dan tingkat spesialisasi yang digunakan

Manajer dan bawahan atau rantai perintah. Rantai perintah
menunjukkan hubungan wewenang-tanggungjawab yang
menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi.
Tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Label dan deskripsi pada tiap
kotak  menunjukkan  pekerjaan  organisasional atau bidang
tanggungjawab yang berbeda.

Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan
menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi-dasar
fungsional atau divisional, atau lainnya (departementalisasi)

Tingkat manajemen. Suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer
dan bawahan tetapi keseluruhan hirarki manajemen.

Henry G. Hodges (1956:138) membagi empat bentuk bagan organisasi

yaitu :

1)

Bentuk pyramid. Bentuk ini yang paling banyak digunakan karena

sederhana, jelas dan mudah dimengerti
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2) Bentuk vertikal. Bentuk vertikal agak menyerupai bentuk pyramid, yaitu
dalam hal pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah, hanya bagan
vertikal berwujud tegak sepenuhnya.

3) Bentuk horizontal. Bagan ini digambarkan secara mendatar, Aliran
wewenang dan tanggungjawab digambarkan dari kiri ke kanan.

4) Bentuk lingkaran. Bagan ini menekankan pada hubungan antara satu
jabatan dengan jabatan lain. Bagan bentuk lingkaran jarang sekali
digunakan dalam praktek.

Struktur organisasi hendaknya dibuat untuk mencapai tujuan, visi dan
misi organisasi, sehingga struktur organisasi bukan dibuat untuk
penempatan orang-orang tertentu yang dibuatkan lowongan jabatan
sehingga memungkinkan diisi oleh PNS yang tidak mempunyai syarat dan
kompetensi pengangkatan jabatan struktural. Telah menjadi fenomena
bahwa penempatan jabatan dalam struktur organisasi kadang kala untuk
mengakomodir orang-orang tertentu untuk menduduki suatu jabatan
struktural, sehingga jabatan dibuat bukan berdasarkan visi, misi dan tujuan
organisasi tapi lebih sekedar bagi-bagi jabatan oleh pimpinan kepada para
pegawainya dengan mengedepankan subjektifitas dalam pengangkatan
jabatan struktural.

Dilihat dari aspek reformasi organisasi, filosofinya adalah semua
jenjang organisasi pemerintah secara fundamental berfungsi sebagai
instrument pelayanan publik. Dengan demikian, struktur organisasi dan

ketatalaksanaannya harus didesain secara tepat agar mampu merespons
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dan adaktif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks
tersebut, maka design organisasi dengan prinsip “‘ramping struktur kaya
fungsi” menjadi pilihan atau alternatif saat ini, yang dianggap tepat dengan
mengimplementasikan konsep penyederhanaan atau pengurangan struktur
organisasi. Disamping itu, pengangkatan PNS dalam jabatan tentunya
mesti berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan kaidah “The Right Man
on The Right Place/Job yang mendudukkan PNS yang tepat pada
tempatnya atau jabatan yang tepat pula.

Struktur organisasi dapat berjalan dengan baik apabila visi dan misi
dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh pegawai. Visi adalah sebuah
gambaran mengenai organisasi di waktu yang akan datang dalam kata-kata
singkat yang menjadi dasar bagi arahan bagi yang bersifat menyeluruh bagi
organisasi tersebut. Visi adalah sesuatu yang oleh organisasi
diperjuangkan untuk dicapai. Visi dibuat untuk menjawab pertanyaan “kita
ingin seperti apa”. Visi organisasi yang terartikulasikan dengan jelas dan
utuh akan dapat digunakan sebagai arah, perekat dan motivasi dalam
pengembangan organisasi sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan
organisasi dalam mewujudkan misinya dapat terarah dengan baik dan tidak
sekedar merespon isu-isu yang bersifat sementara atau demi kepentingan
sesaat. Visi organisasi yang terartikulasikan dengan jelas akan
memungkinkan segenap sasaran, strategi, program dan alokasi sumber

daya organisasi dapat diarahkan sedemikian rupa untuk mewujudkan visi
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tersebut. Sedangkan misi merupakan fundamental dari keberadaan sebuah

organisasi.

Berikut disampaikan pembentukan jabatan struktural sesuai tingkat

eselonisasi berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural :

Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang
No | Eselon Terendah Tertinggi
Pangkat Gol/ Pangkat Gol/
Ruang Ruang
2 3 4 5 6
1 la Pembina Utama IvV/d Pembina Utama IV/e
Madya
2 I b Pembina Utama IV/c Pembina Utama IV/e
Muda
3 Ila Pembina Utama IV/c Pembina Utama IvV/d
Muda Madya
4 Ilb Pembina Tingkat | IV/b Pembina Utama IVic
Muda
5 Il a Pembina IV/a Pembina IV/b
Tingkat |
6 b Penata Tingkat | l/d Pembina IV/a
7 IV a Penata lli/c Penata Tingkat | [l/d
IVb Penata Muda /b Penata lli/c
Tingkat |
9 Va Penata Muda ll/a Penata Muda /b
Tingkat |
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Sehubungan tingkat jabatan struktural yang digunakan sebagai dasar
pembentukan jabatan oleh setiap organisasi dengan mempertimbangkan
analisis jabatan, analisis kebutuhan pegawai, analisis beban kerja dan
aspek pelayanan yang diberikan, maka tingkat jabatan struktural yang ada
sekarang ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
masih sangat sesuai dengan keadaan dan perkembangan saat ini. Hanya
yang menjadi perhatian agar pengangkatan pejabat struktural perlu
memperhatikan aspek kompetensi PNS sehingga aspek kompetensi pejabat
struktural sesuai kebutuhan jabatan yang dipangkunya.

Disamping itu, pembentukan jabatan dalam suatu organisasi perlu
memperhatikan pembuatan struktur organisasi secara efisien dan efektif
yang mencirikan miskin struktur, kaya fungsi. Struktur adalah pola interaksi
yang diterapkan dalam suatu organisasi dan mengkoordinasikan teknologi
dan manusia dalam organisasi. Struktur organisasi menetapkan bagaimana
tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.
Pembentukan jabatan mesti dibuat sesuai kebutuhan organisasi yang
dijabarkan dalam visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan
organisasi, sehingga struktur organisasi dibuat bukan berdasarkan
penempatan orang yang akan diangkat dalam jabatan struktural dan
mengakomodir kepentingan orang-orang berdasarkan subjektifitas belaka

tetapi penempatan jabatan dibuat sesuai tujuan organisasi sehingga setiap
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orang yang akan diangkat dalam jabatan struktural mesti mempunyai
persyaratan jabatan yang berlaku

Pembentukan jabatan penting dilakukan dalam aspek penataan
jabatan struktural karena visi, misi, dan tujuan organisasi dapat berjalan
dengan baik apabila pembentukan jabatan dibuat sesuai visi, misi dan
tujuan organisasi yang dicita-citakan, dengan pertimbangan diselaraskan
dengan penempatan pejabat struktural sesuai syarat ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pada penempatan pejabat struktural
hendaknya memenuhi kaidah The Right Man On The Right Place/Job,
dimana aspek latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan
prestasi kerja harus menjadi bahan pertimbangan dalam menempatkan
pejabat struktural. Penempatan pegawai pada posisi yang tepat, akan
meningkatkan semangat dan kegairahan kerja serta disiplin kerja pegawai
yang bersangkutan. Disamping itu kaidah The Right Man On The Right
Place/Job perlu didorong karena akan menimbulkan kepuasan yang
berdampak terhadap kinerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
pengkajian secara berkala dan berkesinambungan tentang pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang konstruktif bagi pencapaian tujuan organisasi.

Disamping itu tujuan penempatan pegawai adalah untuk menempatkan
orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan
kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi
produktif. = Mengenai implementasi konsep penempatan pegawai dengan

prinsip The Right Man On The Right Place/Job, khususnya untuk konteks
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Indonesia hingga saat ini masih jauh dari harapan. Asumsi ini kemudian
muncul dengan berbagai fakta hampir disebagian instansi belum
menempatkan pegawai-pegawainya dalam posisi-posisi ideal atau pada
jenis pekerjaan yang sesuai dengan tingkat keahlian, pendidikan, dan
kompetensi yang dimilikinya.

Sementara itu, pembentukan jabatan dalam suatu organisasi jika
dikaitkan dengan birokrasi pemerintahan, menurut Hosio (2007:90)
menyebutkan bahwa dalam reformasi birokrasi terdapat ciri dari suatu
birokrasi yaitu :

1) Mempunyai struktur organisasi yang jelas

2) Batas-batas wewenang dari setiap pejabat sudah jelas

3) Saluran hubungan kerja berlangsung menurut saluran seperti yang
tercermin dalam bagan organisasi.

4) Adanya uraian tugas yang jelas dari setiap anggota organisasi.

Dilain fihak, Weber dalam Miftah Thoha (2003:17) menyebutkan ada
beberapa ciri ideal dari birokrasi yaitu :

1) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh
jabatannya manakala ia menjalankan tugas atau kepentingan individual
dalam jabatannya

2) Jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarkhi dari atas ke bawah dan ke
samping

3) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarkhi itu secara

spesifik berbeda satu sama lain
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4) Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.

5) Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya

6) Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun
sesuai dengan tingkatan hierarkhi jabatan yang disandangnya

7) Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi
berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang
obyektif.

8) Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya
dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

9) Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu
sistem yang dijalankan secara disiplin.

Untuk menyimak pembentukan jabatan bagi instansi di wilayah kerja
Kantor Regional |V Badan Kepegawaian Negara, maka terlebih dahulu
diurai struktur organisasi Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor : 59/KEP/2001 tanggal 27 Agustus
2001. Dalam perkembangannya, terdapat 12 Kantor Regional BKN yang
ada di Indonesia dengan nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi
seragam, dengan perbedaan hanya terletak pada jumlah beban kerja
pelayanan kepegawaian yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Regional
BKN. Pembentukan Kantor Regional BKN di daerah sebagai perpanjangan
tangan BKN Pusat dibentuk untuk merespon percepatan pelayanan

kepegawaian yang telah didesentralisasikan dan didelegasikan oleh
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pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus mutasi

kepegawaian di daerahnya.

Adapun pembentukan Kantor Regional BKN yang ada di Indonesia

sesuai wilayah kerja sebagai berikut :

1)

Kantor Regional | BKN Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa
Tengah dan DI Yogyakarta.

Kantor Regional || BKN Surabaya, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa
Timur.

Kantor Regional Ill BKN Bandung, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa
Barat dan Banten.

Kantor Regional IV BKN Makassar, dengan wilayah kerja Provinsi
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Barat, Maluku.

Kantor Regional V BKN Jakarta, dengan wilayah kerja Provinsi DKI
Jakarta, Kalimantan Barat dan Lampung.

Kantor Regional VI BKN Medan, dengan wilayah kerja Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara.

Kantor Regional VIl BKN Palembang, dengan wilayah kerja Provinsi
Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bungka Belitung.

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, dengan wilayah kerja Provinsi
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Kantor Regional IX BKN Jayapura, dengan wilayah kerja Provinsi Papua

dan Papua Barat.
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10)Kantor Regional X BKN Denpasar, dengan wilayah kerja Provinsi Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

11)Kantor Regional XI BKN Manado, dengan wilayah Kkerja Provinsi
Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

12)Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, dengan wilayah kerja Provinsi
Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.

Kantor Regional IV BKN memiliki struktur organisasi sesuai Keputusan
Kepala BKN Nomor 59/KEP/2001 tanggal 27 Agustus 2001, dimana Kepala
Kantor Regional IV BKN, eselon IlI, sedangkan untuk eselon Il terdiri dari
Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Mutasi, Kepala Bidang Status
Kepegawaian dan Pensiun, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, dan
Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian, kemudian untuk eselon IV
terdiri dari Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Sub
Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,
Kepala Seksi Administrasi Mutasi, Kepala Seksi Mutasi |, Kepala Seksi
Mutasi 1l, Kepala Seksi Mutasi Ill, Kepala Seksi Administrasi Status
Kepegawaian dan Pensiun, Kepala Seksi Status Kepegawaian, Kepala
Seksi Pensiun I, Kepala Seksi Pensiun |l, Kepala Seksi Penyiapan dan
Pengelolaan Data Kepegawaian |, Kepala Seksi Penyiapan dan
Pengelolaan Data Kepegawaian II, Kepala Seksi Pengolahan Data
Kepegawaian, Kepala Seksi Penyajian dan Pertukaran Informasi, Kepala
Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian |, Kepala Seksi Bimbingan Teknis

Kepegawaian Il dan Kepala Seksi Pengembangan Kepegawaian. Dari
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struktur organisasi tersebut memberi gambaran bahwa penempatan jabatan
sesuai eselon jabatan struktural dibuat untuk mencapai visi dan misi
organisasi. Adapun visi BKN Tahun 2013 adalah menjadi pembina dan
penyelenggara menajamen kepegawaian yang profesional dan bermartabat
Tahun 2025. Maksud Profesional dalam visi tersebut merupakan wujud
komitmen BKN sebagai lembaga yang mengedankan kompetensi yang
memadai dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta berorientasi pada
prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pembinaan manajemen
kepegawaian secara nasional. Maksud Bermartabat : BKN dalam
melaksanakan tugas penyelenggara manajemen kepegawaian
mengedepankan kode etik PNS yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar
yang meliputi jujur, tanggungjawab, disiplin, bersemangat, kerjasama dan
pelayanan prima. Adapun Misi BKN adalah mengembangkan sistem
manajemen kepegawaian negara, mengembangkan sistem pelayanan
kepegawaian, dan mengembangkan manajemen internal BKN. Idealnya
pembentukan jabatan dibuat sesuai visi, misi dan tujuan organisasi yang
ingin dicapai.

Sehubungan dengan uraian tersebut, berikut ini disampaikan
pandangan responden tentang pembentukan jabatan dalam struktur
organisasi terkait kesesuaian visi, misi dan tujuan organisasi di wilayah kerja
Kantor Regional IV BKN yang meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku :
134



Tabel 1
Pendapat responden tentang pembentukan jabatan dalam struktur organisasi
terkait kesesuaian visi, misi dan tujuan organisasi

No Pendapat Responden Jumlah Persentase (%)
1 Sangat sesuai 2 1,6
2 Sesuai 4 3,2
3 Cukup Sesuai 30 23,8
4 Kurang Sesuai 66 52,4
5 Tidak Sesuai 24 19
Jumlah 126 100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2013
Pada tabel 1 nomor urut 1 terlihat 2 orang responden atau 1,6%
responden menyatakan sangat sesuai pembentukan jabatan dalam struktur
organisasi terkait kesesuaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pendapat
responden ini sangat sedikit menjawab sangat sesuai karena belum
mendalami terbangunnya suatu organisasi melalui pembentukan jabatan
yang mempunyai visi, misi dan tujuan organisasi yang jelas. Pendapat
responden ini bekerja sesuai metode/standar kerja yang telah ada dan
kurang mampu berfikir secara analisis dan metodologis.

Pada tabel 1 nomor urut 2 terlihat 4 orang responden atau 3,2%
responden menyatakan sesuai pembentukan jabatan dalam struktur
organisasi terkait kesesuaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pendapat
responden ini sangat sedikit menjawab sesuai karena belum mendalami
terbangunnya suatu organisasi melalui

pembentukan jabatan yang

mempunyai visi, misi dan tujuan organisasi yang jelas. Pendapat
responden ini bekerja sesuai metode/standar kerja yang telah ada dan

kurang mampu berfikir secara analisis dan metodologis.
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Pada tabel 1 nomor urut 3 terlihat 30 orang responden atau 23,8%
responden menyatakan cukup sesuai pembentukan jabatan dalam struktur
organisasi terkait kesesuaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pendapat
responden telah mendalami pentingnya pembentukan jabatan yang
mempunyai visi, misi dan tujuan organisasi secara jelas. Pendapat
responden ini telah mampu berfikir secara analisis dan metodologis tentang
pentingnya suatu pembentukan jabatan.

Pada tabel 1 nomor urut 4 terlihat 66 orang responden atau 52,4%
responden menyatakan kurang sesuai pembentukan jabatan dalam struktur
organisasi terkait kesesuaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pendapat
responden telah mendalami pentingnya pembentukan jabatan yang
mempunyai visi, misi, dan tujuan organisasi secara jelas. Pendapat
responden ini telah mampu berfikir secara analisis dan metodologis tentang
pentingnya suatu pembentukan jabatan dan menganalisisnya antara aturan
dan fakta sehingga responden melihat kurang sesuai pembentukan jabatan
sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.

Pada tabel 1 nomor urut 5 terlihat 24 orang responden atau 19%
responden menyatakan tidak sesuai pembentukan jabatan dalam struktur
organisasi terkait kesesuaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pendapat
responden telah mendalami pentingnya pembentukan jabatan yang
mempunyai visi, misi dan tujuan organisasi secara jelas. Pendapat
responden ini telah mampu berfikir secara analisis dan metodologis tentang

pentingnya suatu pembentukan jabatan dan menganalisisnya antara aturan
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dan fakta sehingga responden melihat tidak sesuai pembentukan jabatan
sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.

Data dalam tabel 1 terlihat 66 orang responden atau 52,4% responden
menyatakan kurang sesuai pembentukan jabatan dalam struktur organisasi
terkait kesesuaian visi, misi, dan tujuan organisasi dan 24 orang responden
atau 19,04 responden menyatakan pembentukan jabatan berjalan tidak
sesuai struktur organisasi terkait kesesuaian visi, misi dan tujuan organisasi
apabila dikumulatifkan/digabung, maka akan didapatkan pernyataan
responden sebanyak 90 orang responden atau 71% responden (dari 126
orang responden yang dijadikan sampel) menyatakan kurang sesuai dan
tidak sesuai penempatan jabatan dalam struktur organisasi terkait
kesesuaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan organisasi dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi belum berorientasi pada tahapan-
tahapan capaian visi sebagaimana dikehendaki oleh organisasi yang
memiliki arah. Hal ini disebabkan visi dan misi organisasi belum dijabarkan
secara konkrit melalui program-program kerja atau rencana strategis yang
operasional sehingga pembentukan jabatan dan atau pengangkatan
pejabat mesti memiliki program kerja yang berbasis visi dan misi.

Data tabel 1 terlihat bahwa pembentukan jabatan dalam
struktur/bagan organisasi apabila dikaitkan dengan teori jabatan, maka
pembentukan jabatan belum mencerminkan jabatan sebagai fungsi yang

saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu dalam
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mencapai visi,misi dan tujuan organisasi, sehingga diperlukan kajian agar

pembentukan jabatan dalam nomenklatur jabatan dapat mencapai visi, misi

dan tujuan organisasi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan beban
kerja, syarat-syarat kompetensi jabatan, dan tingkat pelayanan yang
dibutuhkan.

. Penempatan Pejabat

Penempatan pejabat struktural mesti menerapkan kaidah The Right

Man On The Right Place/Job, agar penempatan pejabat struktural sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi jabatan struktural

yang akan dipangkunya. Untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang cakap
sesuai bidang dan tugasnya maka diperlukan prosedur tertentu. Prosedur
penempatan pegawai/pejabat dimulai dari (1) analisis kepegawaian

(personal analysys), perekrutan atau pengadaan pegawai (recruitment),

seleksi dan penyaringan (selection), ujian (testing), wawancara (interview)

dan pelatihan (fraining). Dari hal tersebut, dapat diurai secara singkat
beberapa hal yang terkait penempatan pejabat/pegawai sebagai berikut :

- Analisis Kepegawaian (personal analysys) sering disebut juga analisis
tenaga kerja, adalah suatu proses kegiatan yang harus dilakukan oleh
seseorang pemimpin organisasi dalam rangka peningkatan
pendayagunaan (efisiensi) pegawai demi tercapainya tujuan organisasi.
Proses analisis kepegawaian meliputi kegiatan-kegiatan : klasifikasi
jabatan (job clasification), analisis jabatan (job analisys), uraian jabatan

(job description), penilaian jabatan (job evaluation)
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Klasifikasi jabatan (job clasification) adalah suatu kegiatan
penggolongan jabatan berdasarkan macam tugas yang dilakukan
berikut cara-cara yang dipergunakan untuk memangku jabatan tersebut.
Dapat pula dikatan bahwa klasifikasi jabatan adalah suatu kegiatan
penyusunan secara teratur dari jabatan-jabatan dalam beberapa
golongan atau tingkatan untuk dapat diketahui derajat tiap-tiap jabatan.
Analisis Jabatan (job analisys) adalah suatu penyelidikan secara
mendalam mengenai suatu jabatan (job). Dalam analisis jabatan yang
diutamakan adalah jabatannya (job), bukan pejabatnya.

Uraian Tugas (job description) disebut juga uraian jabatan, merupakan
penjelasan tentang garis-garis tugas, kewajiban, dan tanggungjawab
yang termasuk di dalam jabatan (job). Di dalam uraian tugas
diterangkan juga faktor-faktor penting yang berhubungan dengan
keadaan, tempat pekerjaan, dan syarat-syarat kecakapan yang
diperlukan.

Penilaian Jabatan (job evaluation) adalah suatu usaha untuk
menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan
nilai jabatan lain yang adal dalam suatu organisasi. Tujuan penilaian
jabatan ialah untuk mengukur nilai-nilai atau nilai relatif suatu jabatan
yang ada dalam suatu organisasi guna menyusun ranking dalam
menentukan tingkat jabatan atau tingkat upah.

Pengadaan Pegawai/Perekrutan (recruitment) adalah suatu proses

kegiatan untuk mendapatkan calon pegawai yang dilakukan secara
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terus menerus, karena jabatan dalam organisasi harus terus menerus
dipelajari guna disesuaikan dengan tingkat perkembangan organisasi.
Untuk melakukan pengadaan pegawai/perekrutan (recruitment) dapat
menggunakan sumber dari dalam dan dari luar. Sumber dari dalam
adalah dalam rangka mutasi atau promosi. Sumber dari luar adalah
dengan menerima lamaran (lamarang langsung, melalui pos, melalui
orang dalam, melalui lembaga-lembaga pendidikan).

Seleksi dan Penyaringan (selection) adalah suatu kegiatan untuk
menyaring para pelamar atau calon pegawai berdasarkan persyaratan
yang telah ditentukan. Seleksi dapat dilakukan melalui seleksi
administratif dan melalui ujian. Seleksi administratif adalah seleksi atas
dasar persyaratan administratif yang telah ditentukan misalnya surat
lamaran, daftar riwayat hidup, salinan STTB, surat keterangan kelakuan
baik, dan sebagainya.

Ujian (testing) diadakan dengan maksud untuk mengetahui kecakapan
dan kemampuan serta kepribadian yang dimiliki oleh pelamar. Ujian
(testing) dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis.  Secara
individul atau kelompok, secara subjektif atau secara objektif. Jenis
ujian (festing) mana yang akan dipergunakan tergantung daripada
kebutuhan dan tingkat jabatan yang akan diisi.

Wawancara (interview) diadakan dengan tujuan antara lain untuk

memastikan bahwa pelamar benar-benar berminat kerja di organisasi
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yang bersangkutan serta untuk memperoleh kepastian tentang pelamar
yang paling tepat sesuai tujuan persyaratan dan bidangnya.

- Pelatihan (training) diadakan untuk mempersiapkan pegawai agar dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
Pelatihan dapat dilaksanakan untuk pegawai baru maupun pegawai
lama yang menerima promosi

Sehubungan dengan wuraian tersebut, berikut ini disampaikan
pandangan responden tentang penempatan pejabat sesuai kompetensi

jabatan struktural yang dipangkunya di wilayah kerja Kantor Regional IV

BKN yang meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat,

dan Provinsi Maluku :

Tabel 2
Pendapat responden tentang penempatan pejabat

sesuai kompetensi pejabat dengan kompetensi jabatan struktural
yang dipangkunya dalam struktur organisasi

No Pendapat Responden Jumlah Persentase (%)
1 Sangat sesuai 11 8,7
2 Sesuai 15 11,9
3 Cukup Sesuai 31 24,6
4 Kurang Sesuai 48 38,1
5 Tidak Sesuai 21 16,7
Jumlah 126 100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2013

Pada tabel 2 nomor urut 1 terlihat 11 orang responden atau 8,7%
responden menyatakan sangat sesuai penempatan pejabat sesuai
kompetensi pejabat dengan kompetensi jabatan struktural yang

dipangkunya. Tabel 2 nomor urut 2 terlihat 15 orang responden atau 11,9%
141



responden menyatakan sesuai penempatan pejabat sesuai kompetensi
pejabat dengan kompetensi jabatan struktural yang dipangkunya.
Pendapat responden ini sangat sedikit menjawab sangat sesuai karena
melihat organisasi jabatan perlu diisi sehingga siapapun pejabat yang
menduduki jabatan struktural pasti mempunyai kompetensi walaupun
kompetensinya tidak sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipangkunya

Pada tabel 2 nomor urut 3 terlihat 31 orang responden atau 24,6%
responden menyatakan cukup sesuai penempatan pejabat sesuai
kompetensi pejabat dengan kompetensi jabatan struktural yang
dipangkunya. Pendapat responden ini bahwa penempatan pejabat telah
sesuai kompetensinya untuk menduduki jabatan karena telah mencapai
kesesuaian pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan pejabat dalam
menduduki jabatan struktural.

Pada tabel 2 nomor urut 4 terlihat 48 orang responden atau 38,1%
responden menyatakan kurang sesuai penempatan pejabat sesuai
kompetensi pejabat dengan kompetensi jabatan struktural yang
dipangkunya. Tabel 2 nomor urut 5 terlihat 21 orang responden atau 15,7%
responden menyatakan tidak sesuai penempatan pejabat sesuai
kompetensi pejabat dengan kompetensi jabatan struktural yang
dipangkunya. Pendapat responden ini melihat bahwa jabatan struktural
kurang mengedepankan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi dan
hanya mengedapankan aspek subyektifitas penempatan pejabat dalam

menduduki jabatan struktural.
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Data dalam tabel 2 terlihat 48 orang responden atau 38,1%
responden menyatakan kurang sesuai penempatan pejabat sesuai
kompetensi pejabat dengan kompetensi jabatan struktural yang
dipangkunya dan 21 orang responden atau 16,7 responden menyatakan
tidak sesuai penempatan pejabat sesuai kompetensi pejabat dengan
kompetensi jabatan struktural yang dipangkunya, apabila
dikumulatifkan/digabung, maka akan didapatkan pernyataan responden
sebanyak 69 orang responden atau 54,7% responden (dari 126 orang
responden yang dijadikan sampel). Hal tersebut menunjukkan bahwa
penempatan pejabat dalam struktur organisasi kurang mengedapankan
prinsip profesionalisme dan hanya mementingkan subyektifitas pimpinan
dalam penempatan pejabat struktural. Hal ini terbukti bahwa penempatan
pejabat  struktural tidak semata-mata mempertimbangakn dan
memperhatikan aspek kompetensi PNS, syarat jabatan, merit system,
reward dan punishment, pangkat, masa kerja, golongan ruang PNS, diklat
kepemimpinan.

Sehubungan dengan penempatan pejabat di wilayah kerja Kantor
Regional IV BKN yang meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi
Barat, dan Provinsi Maluku, berikut hasil wawancara dengan Kepala Kantor
Regional IV BKN pada tanggal 15 April 2013 yang menyebutkan bahwa
penempatan pejabat mesti menerapkan kaidah The Right Man On The

Right Place/Job sesuai kompetensi pejabat struktural dengan kompetensi
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jabatan yang akan didudukinya. @ Namun kenyataannya sangat sulit
menempatkan seseorang sesuai kompetensinya karena jabatan itu
mempunyai uraian tugas yang berbeda-beda sedangkan terkadang PNS
yang tersedia yang akan diangkat dalam jabatan struktural sangat terbatas
dari segi SDM, namun disisi lain jabatan mesti diisi dan tidak dibiarkan
lowong sehingga kekurangan SDM pegawai tersebut dapat ditutupi dengan
berbagai diklat dan bimbingan teknis untuk pengembangan sumber daya
manusia PNS.
3. Syarat Jabatan

Pengisian dan pengangkatan dalam jabatan struktural mesti
memperhatikan syarat jabatan sebagai pedoman pengisian suatu jabatan.
Pengisian dan pengangkatan jabatan struktural dilakukan dengan
memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam PP
Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.  Salah satu
persoalan mendasar yang masih dihadapi oleh berbagai organisasi
pemerintahan di Indonesia adalah penerapan prinsip-prinsip good
governance dalam kebijakan penempatan aparatur dalam jabatan,
terutama di level jabatan struktural. Bimantoro Tjokroaminoto (2001:15)
mengemukakan bahwa prinsip-prinsip good governance adalah
partisipasi (Participatory), aturan hukum (Rule of Law), transparansi
(Transparancy), responsif (Responsive), berorientasi kesepakatan

(Consensus orientation), kesetaraan (Equity), efektif dan Efisien,
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akuntabilitas (Accountability), tenggang gugat, dan visi strategis (Strategic
Vision. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penempatan
jabatan struktural semakin penting disinergikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam
jabatan struktural tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
yang mencakup syarat pengangkatan jabatan struktural. Realitas yang
berkembang bahwa penempatan aparatur dalam jabatan masih banyak
yang tidak atau kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hanya menerapkan kebijakan atau dengan kata lain
belum sepenuhnya berpedoman pada prinsip good governance, kurang
menerapkan job description dan job specification yang dipersyaratkan.
Pimpinan atau oknum pengambil kebijakan seringkali melakukan
subyektifitas dengan sengaja memilih orang-orang yang disukai atau
memiliki hubungan kedekatan/ kekerabatan dengannya untuk diangkat
atau ditunjuk menempati suatu jabatan struktural strategis dengan
mengabaikan prinsip job description dan job specification analyses. Sikap
keputusan tersebut seringkali hanya dimaksudkan untuk melancarkan
praktek kolusi dan nepotisme, termasuk kemungkinan melancarkan
konspirasi bagi-bagi proyek dan perilaku korup. Sikap keputusan yang
demikian, tentunya sangat merugikan aparatur atau pejabat struktural
lainnya, sebab hak-haknya untuk dipromosikan dan mengembangkan

karier serta menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,
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dengan mudah termentahkan oleh suatu keputusan yang bernuangsa
politik transaksional dan selera-kepentingan pribadi oknum pengambil
kebijakan atau keputusan. Implikasi luas pada pendistribusian SDM yang
cenderung tidak didasarkan pada pendekatan profesionalisme, melainkan
lebih dominan kepada pendekatan politik semata. Hal ini membawa
kerugian yang sifatnya materi maupun immateri dalam organisasi birokrasi
pemerintahan dan pribadi individu unsur-unsur SDM. Implikasi lainnya
bahwa kinerja organisasi pemerintahan semakin tidak efektif akibat
inefisiensi atau salah kelola dalam penataan SDM aparatur pada formasi
jabatan yang ada. Ketidakefektifan tersebut akan menimbulkan kesulitan
bagi perwujudan visi dan misi organisasi pemerintahan, sedangkan
inefisiensi akan menimbulkan kerugian pada pembengkakan anggaran
untuk membiayai SDM yang tidak profesional, kerugian uang negara akibat
ketidakcakapan aparatur mengelola keuangan daerah bahkan akan
semakin berpotensi menimbulkan perilaku korup.

Keseluruhan perilaku, sikap dan tindakan keputusan dalam
penempatan aparatur dalam jabatan yang kurang atau tidak berpedoman
kepada kebijakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 dan prinsip job description dan job
specification analysis, tentunya sulit diharapkan akan terbangunnya
birokrasi yang profesional. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001

tentang Diklat PNS, menekankan bahwa setiap aparatur yang hendak
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menempati suatu jabatan, maka terlebih dahulu mesti mengikuti Diklat Pim
IV, 1L 1, 1.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa pengangkatan PNS dalam
suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai
dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan
untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Selanjutnya dalam Pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Struktural mensyaratkan untuk dapat diangkat dalam
jabatan struktural adalah :

a) berstatus PNS

b) serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang pangkat yang ditentukan;

c) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

f) sehat jasmani dan rohani, serta perlu memperhatikan faktor senioritas
dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan

pengalaman yang dimiliki. Disamping itu, PNS yang menduduki
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jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat

lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2

(dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih

didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang

menjadi wewenang Presiden.

Disamping persyaratan secara umum, juga terdapat persyaratan
khusus yang dibuat instansi misalnya pengangkatan jabatan struktural
terlebih dahulu dilakukan test kompetensi jabatan. Namun dalam
implementasinya test kompetensi kurang menerapkan prinsip-prinsip
profesionalisme dan transparansi, sehingga mekanisme untuk
mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi masih sebatas wacana,
karena pengangkatan pejabat struktural masih menggunakan subyektifitas
antara lain faktor kekerabatan/kekeluargaan atau menerapkan kerajaan
pejabat (patron clien system). Disamping itu, terdapat pengangkatan
jabatan struktural yang hanya didasarkan pada selera pejabat pembina
kepegawaian atau pimpinan instansi tanpa adanya test kompetensi dan
hanya bersifat penunjukan dalam menduduki jabatan struktural.

Kebijakan pengangkatan dalam jabatan struktural seringkali
digunakan oleh pimpinan untuk mempersiapkan aparatur tertentu yang
akan diangkat menduduki jabatan dalam unit kerja organisasinya.
Keputusan-keputusan pengangkatan yang lebih mengedepankan faktor

like and dislike, loyality and dis loyality dan lebih bernuansa kepentingan
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politik pribadi dan golongan, akan sulit mewujudkan right man on the right
place/job dalam rangka membangun birokrasi yang profesional.

Sehubungan dengan wuraian tersebut, berikut ini disampaikan
pandangan responden tentang penerapan syarat jabatan yang digunakan
dalam pengangkatan jabatan struktural di wilayah kerja Kantor Regional IV
BKN yang meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat,
dan Provinsi Maluku.

Tabel 3

Pendapat responden tentang penerapan syarat jabatan yang digunakan
dalam pengangkatan jabatan struktural

No Pendapat Responden Jumlah Persentase (%)
1 Sangat sesuai 5 3,9
2 Sesuai 10 7,9
3 Cukup Sesuai 27 21,4
4 Kurang Sesuai 53 42,1
5 Tidak Sesuai 31 24,6
Jumlah 126 100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2013

Pada tabel 3 nomor urut 1 terlihat 5 orang responden atau 3,9%
responden menyatakan sangat sesuai penerapan syarat jabatan yang
digunakan dalam pengangkatan jabatan struktural. = Tabel 3 nomor urut 2
terlihat 10 orang responden atau 7,9% responden menyatakan sesuai
penerapan syarat jabatan yang digunakan dalam pengangkatan jabatan
struktural. Tabel 3 nomor urut 3 terlihat 27 orang responden atau 21,4%
responden menyatakan cukup sesuai penerapan syarat jabatan yang

digunakan dalam pengangkatan jabatan struktural. Pendapat responden

149



ini melihat bahwa pengangkatan jabatan struktural telah memperhatikan
prinsip profesionalisme dalam pengangkatan pejabat struktural sesuai
syarat jabatan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.

Pada tabel 3 nomor urut 4 terlihat 53 orang responden atau 42,1%
responden menyatakan kurang sesuai penerapan syarat jabatan yang
digunakan dalam pengangkatan jabatan struktural. Tabel 3 nomor urut 5
terlihat 31 orang responden atau 24,6% responden menyatakan tidak sesuai
penerapan syarat jabatan yang digunakan dalam pengangkatan jabatan
struktural. Pendapat responden ini melihat bahwa pengangkatan jabatan
struktural kurang memperhatikan prinsip  profesionalisme dalam
pengangkatan pejabat struktural sesuai syarat jabatan yang tercantum
dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Hal ini menunjukkan bahwa
syarat jabatan berupa memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang
ditentukan dan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan belum
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena adanya faktor subyektifitas
pimpinan dalam pengangkatan pejabat struktural sehingga penerapan
syarat jabatan kurang diperhatikan secara serius oleh pimpinan instansi.

Data dalam tabel 3 terlihat 53 orang responden atau 42,1 % orang

responden menyatakan kurang sesuai syarat jabatan khususnya
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kompetensi jabatan yang digunakan dalam pengangkatan jabatan struktural
dan 31 orang responden atau 24,6 % orang responden menyatakan tidak
sesuai syarat jabatan khususnya kompetensi jabatan yang digunakan dalam
pengangkatan jabatan struktural apabila dikumulatifkan/digabung, maka
akan didapatkan pernyataan responden sebanyak 84 orang responden atau
66,6 % orang responden (dari 126 orang responden yang dijadikan sampel)
menyatakan kurang sesuai dan tidak sesuai penerapan syarat jabatan yang
digunakan dalam pengangkatan jabatan struktural.

Hal tersebut menunjukkan bahwa syarat jabatan ternyata kurang
dijalankan dalam penataan jabatan struktural baik pengangkatan maupun
perpindahan dalam jabatan struktural. @ Adanya peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural yang
mengatur pengangkatan jabatan struktural masih bersifat umum, sehingga
syarat pengangkatan jabatan struktural antara lain memiliki kualifikasi dan
tingkat pendidikan yang ditentukan serta memiliki kompetensi jabatan yang
diperlukan masih sulit untuk mendapatkan pejabat struktural yang akan
menduduki jabatan secara professional. Untuk mendapatkan PNS yang
mempunyai kompetensi dapat dilakukan dengan melalui test jabatan dan
penilaian kompetensi melalui assesment center. Namun test jabatan dan
Assesment Center bukan syarat mutlak dalam pengangkatan jabatan

struktural karena belum menjadi aturan yang baku karena belum ditetapkan
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dalam bentuk undang-undang, sehingga instansi mengangkat pejabat
struktural hanya berdasarkan syarat jabatan ataupun syarat administratif
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
pengangkatan jabatan struktural misalnya hanya menggunakan aturan
serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
pangkat yang ditentukan dan memiliki unsur penilaian prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Syarat
jabatan inilah yang sering digunakan oleh pimpinan instansi dalam
mengangkat pejabat struktural, bahkan pejabat struktural langsung dipilih
tanpa melalui test jabatan, kurang mengindahkan senioritas pangkat,
pendidikan, dan masa kerja/pengalaman PNS. Adanya syarat jabatan yang
kurang konsisten dijalankan diinstansi pemerintah apabila dikaitkan dengan
teori keadilan, maka akan membuat sistem pembinaan karier PNS kurang
berjalan dengan baik, dimana apabila diamati akan terdapat keistimewaan
dan diskriminasi pimpinan instansi kepada PNS tertentu dalam pengorbitan
karier PNS, sehingga PNS yang tidak diangkat dalam jabatan akan
mengalami kemorosotan tanggungjawab jabatan dalam menjalankan tugas
pemerintahan karena ~menganggap pimpinan instansinya hanya
menggunakan faktor subyektifitas dalam pengangkatan jabatan struktural
tanpa mengedapankan aspek kompetensi, sehingga akhirnya akan merusak

sistem pembinaan kepegawaian.

152



Data dalam tabel 3 dapat dianalisis bahwa syarat jabatan sebagai
dasar pengangkatan jabatan struktural belum berjalan dengan baik
khususnya kekurangsesuaian kompetensi jabatan dan kompetensi pejabat
yang memangku jabatan struktural karena mekanisme pengangkatan
pejabat struktural melalui penilaian baperjakat belumlah steril dari
kepentingan-kepentingan tertentu dalam pengangkatan pejabat struktural
bahkan sangat menonjolkan subyektifitas. Keadaan ini belum
mencerminkan penerapan teori keadilan distributif dimana setiap orang
diberi kesempatan untuk berkarier, namun yang berlangsung selama ini
pengangkatan jabatan struktural masih bersifat subyektifas dengan
menggunakan sistem kekerabatan, kedekatan, dan kekelurgaan, sehingga
persyaratan jabatan hanya secara formil adminstratif untuk mendudukkan
seseorang dalam suatu jabatan struktural.

4. Tanggungjawab Jabatan

Tanggungjawab jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas
dan fungsi jabatan dalam suatu struktur organisasi. Tugas dan fungsi
merupakan gabungan dari uraian tugas yang menandakan suatu
pekerjaan dari suatu jabatan. Uraian Tugas (job description) disebut juga
uraian jabatan merupakan penjelasan tentang garis-garis tugas,
kewajiban, dan tanggungjawab yang termasuk di dalam jabatan (job).
Tugas dan fungsi dari suatu jabatan membentuk satu kesatuan dengan
tugas dan fungsi jabatan lainnya dengan prinsip koordinasi sehingga

mampu menjalankan organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan
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organisasi. Tanggungjawab jabatan hanya dapat dilaksanakan dengan
baik apabila penempatan jabatan dan syarat jabatan berjalan dengan baik,
dan terpenuhinya serta tersedianya pemangku jabatan yang akan
menjalankan  tanggungjawab jabatan yang berisi tugas, fungsi dan
wewenang suatu jabatan.

Ridwan HR (2006:334) mengungkapkan dalam hukum adminstrasi
negara, dikenal istilah pertanggungjawaban yang berasal dari kata
tanggungjawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan,
diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah
yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni liability (the state of
being laibel) dan responsibility (the state or fact being responsible).
liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term), yang
didalamnya antara lain mengandung makna yang paling komprehensif
meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggungjawab yang pasti
bergantung atau mungkin yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban
secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya
atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-
undang. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan
kewajiban. Sementara itu, responsibility berarti hal yang dapat
dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,
keterampilan, kemampuan, kecakapan meliputi juga kewajiban

bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam
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pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada
pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang
dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada
pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban politik atau
pemerintahan, administratif, sosial, moral.

Prajudi Atmosudirdjo (1980:207) membedakan pengertian antara
pertanggungjawaban (accountability=comptabiliteit) dengan tanggungjawab
(responbility). Tanggungjawab (responbility) adalah pekerjaan kewajiban
atau fungsi yang dibebankan (assigned) kepada suatu jabatan atau posisi.
Tanggungjawab ini terdiri dari berbagai macam kegiatan mental,
intelektual, dan fisik yang harus dijalankan untuk melaksanakan beban
jabatan atau posisi. Sedangkan pertanggungjawaban
(accountability=comptabiliteit) adalah kewajiban moral dan hukum
(obligation) untuk melaksanakan tanggungjawab dan mempergunakan
kewenangan atas pemakaian personil, material, teknologi, dan sebagainya
sesuai dengan syarat-syarat (peraturan, standar, kriteria, dan sebagainya)
yang ditetapkan oleh organisasi. Tanggungjawab mengandung pengertian
kewajiban untuk melakukan sesuatu (tugas), sedang pertanggungjawaban
mengandung pengertian kewajiban moril dan hukum untuk menenuaikan
tanggungjawab.

Antara tugas, wewenang, tanggungjawab dan pertanggungjawaban
dapat dibedakan dalam pengertiannya, akan tetapi dalam pelaksanaan

tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling terkait, antara yang satu
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dengan yang lain saling berhubungan erat. Untuk melaksanakan tugas
dengan baik, pejabat yang diserahi tugas tersebut harus mempunyai
tanggungjawab. Tanggungjawab adalah kewajiban pada seseorang
pejabat (yang diserahi tugas) untuk melakukan atau melaksanakan
sesuatu yang dibebankan kepadanya. Tanggungjawab hanya dapat
dipenuhi apabila pejabat yang bersangkutan (pejabat yang diserahi tugas)
mempunyai wewenang tertentu dalam melaksanakan tugasnya.  Tanpa
wewenang, tidak mungkin tanggungjawab dapat dilaksanakan sebaik-
baiknya. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang maka wewenang
harus dibatasi, antara lain dengan pertanggungjawaban (accountability
computability). Wewenang yang tidak diikuti dengan pertanggungjawaban
akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang.

Tanggungjawab jabatan dapat berjalan dengan baik apabila seluruh
uraian tugas/pekerjaan dalam suatu jabatan dapat terlaksana dengan baik
sehingga tanggungjawab jabatan yang berisikan tugas dan fungsi jabatan
dapat berjalan bila mempunyai kewenangan yang melekat pada suatu
jabatan. Kewenangan suatu jabatan hanya dapat dijalankan dengan baik
apabila dijalankan oleh pemangku jabatan yang bertanggung jawab
melaksanakan seluruh tugas dan fungsi jabatan yang didudukinya.

Sehubungan dengan uraian tersebut, berikut ini disampaikan
pandangan responden tentang kesesuaian tanggungjawab jabatan dengan
uraian tugas/pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi di wilayah kerja

Kantor Regional IV BKN yang meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi
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Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi
Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku
Tabel 4

Pendapat responden tentang kesesuaian tanggungjawab jabatan dengan
uraian tugas/pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi

No Pendapat Responden Jumlah Persentase (%)
1 Sangat Sesuai 10 7,9
2 Sesuai 15 11,9
3 Cukup Sesuai 29 23,1
4 Kurang Sesuai 39 30,9
5 Tidak Sesuai 33 26,2
Jumlah 126 100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2013

Pada tabel 4 nomor urut 1 terlihat 10 orang responden atau 7,9%
responden menyatakan sangat sesuai tanggungjawab jabatan dengan
uraian tugas/pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Tabel 4 nomor
urut 2 terlihat 15 orang responden atau 11,9% responden menyatakan
sesuai tanggungjawab jabatan dengan uraian tugas/pekerjaan dalam
mencapai tujuan organisasi. Tabel 4 nomor urut 3 terlihat 29 orang
responden atau 23,1% responden menyatakan cukup sesuai
tanggungjawab jabatan dengan uraian tugas/pekerjaan dalam mencapai
tujuan organisasi. Pendapat responden yang menyatakan terdapat
kesesuaian tanggungjawab jabatan dengan uraian tugas/pekerjaan dalam
mencapai tujuan organisasi menganggap bahwa jabatan yang berisi tugas
dan fungsi jabatan yang dilaksanakan telah mencerminkan tanggungjawab
jabatan dalam mencapai tujuan organisasi. Tanggungjawab jabatan hanya

dapat berjalan dengan maksimal jika tugas dan fungsi jabatan dijalankan
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oleh pemangku jabatan sesuai tugas, kewajiban dan hak sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pada tabel 4 nomor urut 4 terlihat 39 orang responden atau 30,9%
responden menyatakan kurang sesuai tanggungjawab jabatan dengan
uraian tugas/pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Tabel 4 nomor
urut 5 terlihat 33 orang responden atau 26,2% responden menyatakan tidak
sesuai tanggungjawab jabatan dengan uraian tugas/pekerjaan dalam
mencapai tujuan organisasi. Pendapat responden yang menyatakan
kurang sesuai dan tidak sesuai tanggungjawab jabatan dengan uraian
tugas/pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi karena kecendrungan
adanya uraian tugas suatu jabatan yang tumpang tindih kewenangannya
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu, adanya beban
kerja yang tidak seragam, disatu sisi ada jabatan yang volume pekerjaannya
banyak sehingga memerlukan tanggungjawab penyelesaian pekerjaan yang
memerlukan dan membutuhkan fisik dan fikiran yang sangat berat, tapi
disisi lain terdapat jabatan yang volume pekerjaannya sedikit sehingga
memerlukan tanggungjawab penyelesaian pekerjaan tidak begitu
memerlukan dan membutuhkan fisik dan fikiran yang berat.

Data dalam tabel 4 terlihat 39 orang responden atau 30,9 % orang
responden menyatakan kurang sesuai tanggungjawab jabatan dengan
uraian tugas/pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi dan 33 orang
responden atau 26,2 % orang responden menyatakan tidak sesuai

tanggungjawab jabatan dengan uraian tugas/pekerjaan dalam mencapai
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tujuan organisasi apabila dikumulatifkan/digabung, maka akan didapatkan
pernyataan responden sebanyak 72 orang responden atau 57,1 % orang
responden (dari 126 orang responden yang dijadikan sampel) menyatakan
kurang sesuai dan tidak sesuai tanggungjawab jabatan dengan uraian
tugas/pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk terlaksananya suatu
tanggungjawab jabatan, maka terlebih dahulu mesti diketahui uraian
tugas/pekerjaan suatu jabatan. Uraian tugas/pekerjaan mesti dibuat sesuai
akan pentingnya keberadaan jabatan tersebut untuk menjamin tercapainya
tujuan organisasi. Jabatan itu ada karena diperlukan oleh organisasi
sehingga uraian tugas/pekerjaan dirinci untuk menampakkan tugas dan
fungsi suatu jabatan. Adanya jabatan yang dibentuk karena hanya ingin
mendudukkan seseorang melalui subjektifitas pimpinan, maka uraian
tugas/pekerjaan kurang mampu menjawab tugas dan fungsi suatu jabatan,
terdapat kedangkalan tugas dan fungsi dalam mencapai visi, misi dan tujuan
organisasi. Padahal dalam organisasi, dikenal prinsip miskin struktur, kaya
fungsi dimana jika dikupas secara filosofi maka jabatan itu mesti berisi
uraian tugas/pekerjaan yang berisi tugas dan fungsi suatu jabatan dalam
mencapai tujuan organisasi.

Tanggungjawab jabatan dapat berjalan maksimal jika penempatan
jabatan yang dibuat sesuai visi dan misi organisasi, kemudian diberlakukan
syarat jabatan yang mengatur pengisian jabatan, sehingga uraian

tugas/pekerjaan yang berisi tugas dan fungsi jabatan mesti dibuat sesuai
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visi, misi dan tujuan organisasi. Disamping itu, tanggungjawab jabatan
hanya dapat berjalan maksimal apabila tersedianya pemangku jabatan yang
mampu menjalankan tugas jabatannya secara baik, yang mana memiliki
kompetensi sesuai persyaratan dalam uraian jabatan serta mempunyai
kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas jabatan yang dibebankan kepadanya.
Data tersebut dapat juga dianalisis bahwa kurang sesuainya
tanggungjawab jabatan dengan uraian tugas/pekerjaan dalam mencapai
tujuan organisasi karena disebabkan kurangnya sosialiasi peraturan yang
menyangkut tugas pokok dan fungsi jabatan, termasuk kurangnya sosialiasi
tentang tugas, wewenang dan hak yang melekat pada jabatan kepada
pemangku jabatan, dan kurangnya penegakan pengawasan terhadap
kinerja bagi pemangku jabatan yang menjalankan tugas jabatannya.
B. Pengaturan terhadap Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Struktural
dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia
1. Penerapan Substansi Hukum
Substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola
perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum
tersebut. Menurut Friedman (1971:25) the substance is composed of
substantive rules and rules about how institutions should be have. Jadi,
yang dimaksud dengan substansi hukum menurut Friedman adalah aturan,
norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di

dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan,
160



aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law
(hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab
undang-undang atau law books. Komponen substantif yaitu sebagai output
dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan
yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
Mengenai hukum sebagai suatu sistem maka harus dicermati apabila
sudah memenuhi 8 (delapan) asas atau principles of legality berikut ini :
1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak
boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan.
3) Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang
bertentangan satu sama lain.
6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi
apa yang dapat dilakukan.
7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan
pelaksanaannya sehari-hari.
Bertolak dari rangkaian pembahasan tersebut dapat disimpulkan,
bahwa pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam

perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma.
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Pemahaman ini penting artinya untuk menghindari terjadinya kontradiksi
atau pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma
hukum yang lebih rendah kedudukannya.

Pemahaman ini semakin penting artinya apabila kita tetap
berkeinginan agar keberadaan (eksistensi) hukum sebagai suatu sistem
dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Dalam setiap usaha untuk
merealisasikan tujuan pernbangunan, maka sistem hukum itu dapat
memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem
hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan
yang ingin dicapai.

Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di
dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam
aturan- aturan hukum yang berlaku. Dalam hubungan dengan efektivitas
hukum ini, persyaratan yang diajukan oleh Fuller di dalam penjelasan
hukum sebagai suatu system norma kiranya perlu diperhatikan. Selain itu,
Paul dan Dias, mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk
mengefektifkan sistem hukum, yaitu:

1) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan
dipahami.

2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi
aturan-aturan hukum yang bersangkutan.

3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum. Adanya

mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau
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dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup
efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa.

4) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga
masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu
memang  sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.
Tentang berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya
secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam
masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara
sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas
hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi
perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan
antara realistas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang
antara hukum dalam tindakan (/aw in action) dengan hukum dalam teori
(law in theory) atau dengan perkataan lain, kegiatan ini memperlihatkan
kaitan antara law in book dan law in action.

Realitas hukum menyangkut perilaku dan hukum itu dinyatakan
berlaku, berarti menemukan perilaku hukum vyaitu perilaku yang sesuai
dengan ideal hukum. Dengan demikian apabila diketemukan perilaku sesuai
dengan (ideal) hukum, yartu tidak sesuai dengan rumusan yang ada
undang-undang atau keputusan hakim (case law), dapat berarti bahwa
keadaan dimana ideal hukum tidak bertaku. Hal tersebut juga mengingat
bahwa perilaku hukum tidak terbentuk karena faktor motif dan gagasan,

maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum
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berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku
sesuai dengan hukum.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan
sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata
uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu
ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat
diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama
seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai
berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam
menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit
banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu
tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan
apakah suatu peraturan perundang-undangan telah berlaku efektif yaitu :

1) Faktor hukumnya sendiri

2) Faktor penegak hukum, vyaitu pihak-pihak yang membentuk dan
menegakkan hukum

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4) Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
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Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan
untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
yang berlaku.

Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan
prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan
jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif
lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus
sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam
jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota
Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila
telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundangan.

Berikut ini akan dideskripsikan substansi hukum yang berlaku dan
mempengaruhi penataan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di
Indonesia yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.

Dalam Pasal 17 ditegaskan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai

dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan
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2)

untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menginginkan bahwa
pengangkatan jabatan struktural diisi oleh pegawai yang mempunyai
kompetensi. Namun kenyataannya bahwa pengisian jabatan struktural
kurang mengacu kepada kompetensi PNS sesuai syarat jabatan yang
ditentukan sehingga akhirnya pengangkatan jabatan struktural terkesan
diisi secara formal namun tidak menghasilkan pejabat struktural yang
mempunyai kompetensi. Akhirnya cita-cita dan harapan (dassolen)
dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian yang dalam prakteknya (dassein) kurang menghasilkan
pejabat yang kompeten karena penentuan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian jabatan struktural berada di tangan pejabat pembina
kepegawaian (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, pimpinan lembaga
non departemen) yang umumnya diperoleh melalui perjuangan politik
untuk menduduki jabatan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural.

Dalam Pasal 5 ditegaskan syarat pengangkatan PNS dalam Jabatan

Struktural adalah :
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a) berstatus PNS

b) serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang pangkat yang ditentukan;

c) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
sehat jasmani dan rohani, serta perlu memperhatikan faktor
senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan
jabatan, dan pengalaman yang dimiliki. Disamping itu, PNS yang
menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural
setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya
telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau
masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural
yang menjadi wewenang Presiden

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural masih sangat umum

menjelaskan  syarat-syarat pengangkatan jabatan, tapi tidak

mencerminkan bagaimana cara memperoleh pejabat yang mempunyai

kompetensi untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural. Namun

untuk mendapatkan PNS yang mempunyai kompetensi telah ditetapkan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2011
167



3)

tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Dalam
ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 13 Tahun 2011 ditegaskan standar kompetensi jabatan yang
selanjutnya disebut standar kompetensi manajerial adalah persyaratan
kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam
melaksanakan tugas jabatan. Agar dapat diketahui kompetensi PNS
untuk diangkat dalam jabatan struktural maka diperlukan penilaian
kompetensi. Disamping itu, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan penilaian
kompetensi adalah proses membandingkan antara kompetensi jabatan
yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang
jabatan atau calon pemegang jabatan. Untuk penilaian kompetensi
PNS diperlukan assesment center. Assesment Center adalah metode
terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan
prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan
alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur
psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi
berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh
beberapa assessor.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009  tentang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS. Dalam Pasal 1
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ditegaskan pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan
Pegawai Negari Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri,
Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan,
Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, serta
pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat
Struktural Eselon | dan bukan merupakan bagian dari
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pembina kepegawaian dalam
hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan
struktural sejak pemberlakuan otonomi daerah telah diserahkan
sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dengan pemberlakuan desentralisasi kepegawaian sehingga pejabat
pembina kepegawaian mempunyai kewenangan yang cukup besar
dalam menata karier PNS termasuk penataan jabatan struktural. Sejak
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63

Tahun 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
169



PNS yang sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2000, maka pejabat Pembina kepegawaian bebas menentukan PNS
yang akan diberikan jabatan struktural dengan memperhatikan syarat-
syarat pengangkatan jabatan, namun karena Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural masih
sangat umum dan tidak menjelaskan cara memperoleh PNS yang
kompeten untuk menduduki jabatan struktural. Inilah yang
menyebabkan banyaknya PNS yang diangkat dalam jabatan struktural
yang Kkurang menguasai uraian jabatannya karena Kkurangnya
kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya baik disiplin ilmu,
keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan PNS
yang mempunyai kompetensi.
Terdapat kekurangan atau celah hukum Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian PNS, dimana pejabat Pembina kepegawaian bebas
menentukan PNS yang akan diberikan jabatan struktural dengan
memperhatikan syarat-syarat pengangkatan jabatan, namun karena
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Struktural masih sangat umum dan tidak menjelaskan cara

memperoleh PNS yang kompeten untuk menduduki jabatan struktural, maka
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untuk menghasilkan pejabat yang mempunyai kompetensi sangatlah sulit
karena parameter dan indikator untuk memperoleh pejabat yang kompetensi
belum maksimal diterapkan karena tidak adanya ketentuan dan mekanisme
yang mengikat bagi pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat PNS
dalam jabatan struktural dengan berbagai aspek kompetensi yang dimiliki
seorang PNS.

Penerapan substansi hukum tentang syarat pengangkatan jabatan
struktural tersebut, memang dirasakan belum mencerminkan cara
memperoleh pejabat yang berkompeten dalam menduduki jabatan
struktural karena masih bersifat umum, dan belum mencerminkan
pembinaan karier PNS melalui merit system yang didasarkan pada sistem
pembinaan karier PNS dan sistem prestasi kerja yang dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja. Jika yang digunakan dasar sistem prestasi kerja
maka siapapun yang diangkat dalam jabatan struktural dapat dikatakan
mempunyai prestasi yang luar biasa dalam menyelesaikan pekerjaan
secara kedinasan. Namun tidak demikian halnya dalam pengangkatan
jabatan struktural karena mekanisme pengangkatan dan pemindahan
jabatan struktural dikelola oleh baperjakat dan penentuan akhirnya berada
di tangan para pejabat pembina kepegawaian. Akhir-akhir ini terkesan
pengangkatan jabatan struktural terkesan hanya dapat diperoleh melalui
subyektifitas pimpinan dengan melalui sistem kekeluargaan, kedekatan,

diperoleh melalui cara-cara KKN, sehingga sisa jabatan struktural yang
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masih lowong diperuntukkan bagi PNS yang mempunyai prestasi kerja dan
kompetensi yang luar biasa.

Substansi Hukum tersebut di atas, merupakan suatu pengaturan
terhadap pengisian dan penempatan jabatan atau mekanisme pengisian
jabatan struktural. Substansi hukum tersebut masih bersifat umum,
sehingga diperlukan aturan tambahan yang khusus mengatur cara
memperoleh pejabat struktural yang memiliki kompetensi untuk memangku
jabatan struktural.

Sehubungan dengan uraian tersebut, berikut ini disampaikan
pandangan responden tentang penerapan substansi hukum yang berlaku
dalam pengisian jabatan struktural di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN
yang meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi

Maluku :
Tabel 5
Pendapat responden tentang pengisian jabatan struktural

berkaitan penerapan substansi hukum

No Pendapat Responden Jumlah Persentase (%)
1 Sangat sesuai 5 3,9
2 Sesuai 19 15,1
3 Cukup Sesuai 25 19,9
4 Kurang Sesuai 63 50
5 Tidak Sesuai 14 11,2
Jumlah 126 100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2013
Pada tabel 5 nomor urut 1 terlihat 5 orang responden atau 3,9%

responden menyatakan sangat sesuai pengisian jabatan struktural berkaitan
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penerapan substansi hukum. Tabel 5 nomor urut 2 terlihat 19 orang
responden atau 15,1% responden menyatakan sesuai pengisian jabatan
struktural berkaitan penerapan substansi hukum. Tabel 5 nomor urut 1
terlihat 25 orang responden atau 19,9% responden menyatakan cukup
sesuai pengisian jabatan struktural berkaitan penerapan substansi hukum.
Pendapat responden yang menyatakan terdapat kesesuaian pengisian
jabatan struktural berkaitan penerapan substansi hukum telah dilaksanakan
sesuai aturan dan mekanisme yang mengatur pengangkatan jabatan
struktural.

Tabel 5 nomor urut 4 terlihat 63 orang responden atau 50% responden
menyatakan kurang sesuai pengisian jabatan struktural berkaitan
penerapan substansi hukum. Tabel 5 nomor urut 5 terlihat 14 orang
responden atau 11,2% responden menyatakan tidak sesuai pengisian
jabatan struktural berkaitan penerapan substansi hukum.  Pendapat
responden yang menyatakan kurang sesuai/tidak sesuai pengisian jabatan
struktural berkaitan penerapan substansi hukum karena penerapan
substansi hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara transparan dan
obyektif sehingga pengangkatan jabatan struktural masih mengedepankan
subyektifitas pimpinan instansi.

Data dalam tabel 5 terlihat 63 orang responden atau 50 % orang
responden menyatakan kurang sesuai pengisian jabatan struktural dengan
penerapan substansi hukum yang berlaku dan 14 orang responden atau

11,2 % orang responden menyatakan tidak sesuai pengisian jabatan
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struktural berdasarkan substansi hukum yang Dberlaku apabila
dikumulatifkan/digabung, maka akan didapatkan pernyataan responden
sebanyak 77 orang responden atau 61,1 % orang responden (dari 126
orang responden yang dijadikan sampel) menyatakan kurang sesuai dan
tidak sesuai pengisian jabatan struktural berdasarkan substansi hukum yang
berlaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan substansi hukum yang
berlaku dalam pengisian jabatan struktural belum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan substansi
hukum yang berlaku terkhusus Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 yang mengatur bahwa untuk diangkat dalam jabatan struktural maka
seseorang mesti memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan
dan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan sedangkan dalam
implementasinya pengangkatan pejabat struktural dimana penempatannya
tidak sesuai kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, dan kurang memiliki
kompetensi baik dari segi pendidikan, pengetahuan, ketrampilan maupun
mempunyai perilaku yang baik. Untuk itu perlu dilakukan penerapan
substansi hukum secara menyeluruh terkait syarat pengangkatan jabatan
struktural sesuai  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
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tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
. Diklat PIM

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS
sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai
peran yang sangat strategis dalam mengembang tugas pemerintahan dan
pembangunan.

Adapun PNS yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai
tujuan nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi dengan penuh
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, profesional, berbudi pekerti
luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai
unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam negara
hukum yang demokratis. Untuk membentuk PNS seperti tersebut di atas,
diperlukan Diklat yang mengarah pada :

1) peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.

2) peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya;
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3) peningkatan efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang
dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai
dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Dasar pemikiran kebijaksanaan Diklat yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1) diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS;

2) diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS;

3) sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat;

4) diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi
persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi,
termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi
pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sesuai
dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan
kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang
memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan
pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang
memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme,
sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara,
semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan PNS

melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak
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terpisahkan dari usaha pembinaan PNS secara menyeluruh. Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan PNS mengacu pada kompetensi jabatan.

Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang diperuntukan bagi PNS untuk
menduduki jabatan struktural. PNS merupakan unsur penting dalam
memainkan peranannya untuk menentukan keberhasilan penyelengggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil. PNS harus mempunyai kompetensi yang diidentifikasikan
sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan sebagai
pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan
bangsa. Untuk dapat membentuk PNS yang memenuhi kriteria di atas,
perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat)
yang mengarah kepada upaya peningkatan sikap dan semangat
pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa,
negara, dan tanah air melalui :

1) kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya

2) efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan
dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan
lingkungan kerja dan organisasinya.

Agar tercapai tujuan di atas, maka perlu diselenggarakan Diklatpim
yang dipersiapkan atau direncanakan secara sungguh-sungguh agar
pelaksanaan diklatpim dapat dijalankan secara profesional, efektif dan

efisien, dengan menggunakan tata kelola yang akuntabel.
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Adapun tujuan Diklat adalah :

1) meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk
dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;

2) menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

3) memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;

4) menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya
kepemerintahan yang baik.

Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan
melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni
Diklat, serta unsur ahli lain.

Diklat Pim terdiri dari :

1) Diklat Pim Tingkat IV adalah Diklat Pim untuk Jabatan Struktural
Eselon |V;

2) Diklat Pim Tingkat Ill adalah Diklat Pim untuk Jabatan Struktural
Eselon lll;

3) Diklat Pim Tingkat Il adalah Diklat Pim untuk Jabatan Struktural Eselon lI;

4) Diklat Pim Tingkat | adalah Diklat Pim untuk Jabatan Struktural Eselon I;
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Diklat Pim sebagai salah satu bentuk pengaturan dan pengisian dan
penempatan jabatan struktural atau mekanisme pengisian jabatan
struktural, diharapkan bahwa diklatpim bukan hanya sekedar formal untuk
diperuntukan bagi PNS yang akan dan telah menduduki jabatan struktural
untuk diberikan Diklat Pim tapi bagaimana setelah diklatpim dapat
menambah integritas PNS dalam memberikan sumbangsih tenaga, pikiran
dan waktu untuk melaksanakan tugas negara dengan penuh pengabdian,
tanggungjawab, dan sadar sebagai abdi negara.

Pelaksanaan Diklat Pim diharapkan terciptanya pejabat struktural yang
mempunyai kompetensi sesuai disiplin ilmu sehingga dapat memaksimalkan
unit kerjanya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diklat Pim
berupaya merubah dan memperbaiki pola pikir, pola tindak, dan pola kerja
PNS, sehingga dapat didayagunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas
negara. Namun esensi diklatpim dirasakan belum memberikan dampak
yang signifikan karena pengangkatan jabatan struktural tidak menjadikan
diklatpim sebagai syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural, sehingga
sering terjadi seorang PNS diangkat dalam jabatan struktural belum
mengikuti diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut. Hal inilah
yang membuat kinerja dan loyalitas PNS semakin redup, karena kadang
telah mengikuti diklatpim tapi dalam prakteknya tidak diangkat dalam
jabatan struktural bahkan sampai pensiun belum pernah diangkat dalam

jabatan struktural walaupun telah mengikuti diklatpim. Kondisi inilah yang
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menjadi salah satu faktor terjadinya penataan jabatan struktural kurang
mampu menjadikan pejabat yang struktural yang mempunyai kompetensi.
Sehubungan dengan pelaksanaan diklatpim di wilayah kerja Kantor
Regional IV BKN yang meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi
Barat, dan Provinsi Maluku, berikut hasil wawancara dengan Kepala Kantor
Regional IV BKN pada tanggal 15 April 2013 yang menyebutkan bahwa
diklatpim bukanlah persyaratan mutlak untuk diangkat dalam jabatan
sturktural namun masih bersifat pilihan yang tidak mengikat. Padahal jika
dikaitkan dengan sumber daya manusia, maka orang yang telah selesai
diklat mempunyai peningkatan pengetahuan, peningkatan integritas,
peningkatan wawasan, peningkatan mutu, peningkatan keahlian,
peningkatan keterampilan, sehingga bagi PNS yang telah diklatpim
semestinya diangkat dalam jabatan struktural terlebih dahulu dibanding bagi
PNS yang belum mengikuti Diklat Pim.
C. Penataan jabatan struktural dalam pencapaian Pejabat yang mempunyai
kompetensi
1. Standar Kompetensi Jabatan
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip

profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang
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pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Standar kompetensi jabatan diperlukan dalam rangka menjamin
obyektifitas, keadilan, dan transparansi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
bahkan dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan. Standar kompetensi jabatan perlu dibuat agar profil jabatan
struktural dapat diketahui baik dari karakteristiknya, uraian tugasnya, ikhtisar
jabatannya, pengetahuan dan keterampilan apa yang diperlukan untuk
mengisi jabatan struktural tersebut, sehingga terdapat kesesuain antara
persyaratan jabatan dengan kompetensi jabatan yang dimiliki oleh calon
pejabat struktural.

Ada beberapa pengertian yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKN
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan antara lain :

a) Standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar
kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial
minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas
jabatan.

b) Kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu
dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atu kinerja unggul dalam

jabatan tertentu.
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d)

h)

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi
negara.

Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.

Jabatan struktural yang dimaksud dalam penyusunan standar
kompetensi, adalah jabatan struktural eselon |, Il, Ill, dan IV.

Ikhtisar jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam
bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang
jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam
kondisi tertentu.

Penilaian kompetensi adalah proses membandingkan proses
membandingkan antara kompetensi yang dimiliki oleh pemegang
jabatan atau calon pemegang jabatan.

Kamus Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya Kamus
Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang dimiliki oleh
pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara,
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Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana

Harian Badan Narkotika Nasional, serta pimpinan Kesekretariatan

Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon | dan bukan

merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen.

k) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah

Bupati/Walikota.

Agar tercipta suatu kelancaran penyusunan Standar Kompetensi
Manajerial di setiap instansi, Pejabat Pembina Kepegawaian baik Pusat
maupun Daerah membentuk Tim Penyusunan Standar Kompetensi
Manajerial yang selanjutnya disingkat TPSKM. TPSKM dibentuk paling
rendah pada wunit eselon Il untuk instansi pusat dan SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota. TPSKM mempunyai tugas mengumpulkan,
menyusun dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam
rangka penyusunan standar kompetensi manajerial.

Hasil penyusunan kompetensi manajerial dihimpun oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi standar
kompetensi manajerial instansi yang bersangkutan. Hasil penyusunan
kompetensi manajerial disetiap jenjang eselon Il dihimpun oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi standar

kompetensi manajerial instansi yang bersangkutan. Kompetensi manajerial
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dipilih dari kompetensi yang tersedia dalam Kamus kompetensi manajerial
dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan jumlah
antar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kompetensi.

Identifikasi kompetensi manajerial dilakukan oleh TPSKM untuk
menentukan kompetensi dan levelnya berdasarkan langkah-langkah
sebagai berikut :

a) Menentukan nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya

b) Menuangkan ikhtisar jabatan

c) Merinci setiap uraian tugas menjadi kegiatan-kegiatan utama

d) Menganalisis kegiatan-kegiatan utama tersebut untuk menentukan kata
kunci dari tugas pekerjaan

e) Kata kunci yang diperoleh dari uraian tugas digunakan untuk
menentukan kompetensi dan selanjutnya level kompetensi diperoleh
berdasarkan kegiatan utama dengan berpedoman pada kamus
kompetensi manajerial

Dengan adanya dan tersusunnya kompetensi manajerial, maka profil
dari suatu jabatan akan membutuhkan calon pejabat struktural yang
mempunyai kompetensi sesuai kompetensi manajerial yang dipersyaratkan
dalam suatu jabatan struktural. Apabila semua instansi mempunyai hasil
penyusunan kompetensi manajerial disetiap jenjang eselon |l, maka
pengangkatan pejabat dalam jabatan struktural akan menghasilkan pejabat

yang mempunyai kompetensi terlebih-lebih jika pengangkatannya melalui
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seleksi pengangkatan jabatan melalui test kompetensi jabatan dengan cara
pelaksanaan assesment center.

Sehubungan dengan pelaksanaan standar kompetensi jabatan yang
dalam kaitannya penataan jabatan struktural, berikut disampaikan
pandangan respoden terkait pelaksanaan standar kompetensi jabatan
dalam penempatan pejabat struktural di wilayah kerja Kantor Regional IV
BKN yang meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat,
dan Provinsi Maluku.

Tabel 6

Pendapat responden tentang pelaksanaan Standart Kompetensi Jabatan
dalam penempatan pejabat struktural

No Pendapat Responden Jumlah Persentase (%)
1 Sangat Optimal 5 3,9
2 Optimal 7 5,5
3 Cukup Optimal 18 14,3
4 Kurang Optimal 74 58,7
5 Tidak Optimal 22 17,5
Jumlah 126 100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2013

Tabel 6 nomor urut 1 terlihat 5 orang responden atau 1,6% responden
menyatakan sangat optimal pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan
dalam penempatan pejabat struktural. Tabel 6 nomor urut 2 terlihat 7 orang
responden atau 5,5% responden menyatakan optimal pelaksanaan Standar
Kompetensi Jabatan dalam penempatan pejabat struktural. Tabel 6 nomor
urut 3 terlihat 18 orang responden atau 14,3% responden menyatakan
cukup optimal pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan dalam
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penempatan pejabat struktural. Pendapat responden yang menyatakan
sangat optimal/optimal/cukup optimal pelaksanaan standar kompetensi
jabatan dalam penempatan pejabat struktural melihat bahwa penempatan
pejabat struktural telah sesuai kompetensinya baik berupa pendidikan,
pengetahuan, keterampilan, perilaku dengan jabatan yang dipangkunya.
Hal ini menunjukkan bahwa responden hanya mengetahui nama struktur
organisasi/nomenklatur jabatan tanpa ingin lebih tahu lagi pembuatan dan
penyusunan standar kompetensi jabatan yang berisi uraian jabatan, ikhtisar
jabatan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menduduki
suatu jabatan struktural.

Tabel 6 nomor urut 4 terlihat 74 orang responden atau 58,7%
responden menyatakan kurang optimal pelaksanaan Standar Kompetensi
Jabatan dalam penempatan pejabat struktural. Tabel 6 nomor urut 5
terlihat 22 orang responden atau 17,5% responden menyatakan tidak
optimal pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan dalam penempatan
pejabat struktural. Pendapat responden yang menyatakan bahwa kurang
optimal dan tidak optimal pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan dalam
penempatan pejabat struktural. Pendapat responden ini melihat bahwa
pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan kurang optimal digunakan dalam
penempatan pejabat struktural.

Data dalam tabel 6 terlihat 74 orang responden atau 58,7 % orang
responden menyatakan kurang optimal pelaksanaan standar kompetensi

jabatan struktural dan 22 orang responden atau 17,5 % orang responden
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menyatakan tidak optimal pelaksanaan standar kompetensi jabatan dalam
penataan jabatan struktural apabila dikumulatifkan/digabung, maka akan
didapatkan pernyataan 94 orang responden atau 74, 6 orang responden
(dari 126 orang responden yang dijadikan sampel) menyatakan kurang
optimal/tidak optimal pelaksanaan standar kompetensi jabatan struktural.
Hal tersebut menunjukkan bahwa standar kompetensi jabatan
ternyata tidak sepenuhnya diterapkan dalam pengangkatan jabatan
struktural. Hal ini menimbulkan aspek hukum penataan jabatan struktural
yang kurang positif bagi organisasi. Semestinya adanya standarisasi
jabatan struktural digunakan sebagai dasar menempatkan calon pejabat
struktural sesuai disiplin ilmu dan kompetensi yang dimiliki sesuai kaidah
The Right Man On The Right Place/Job. Namun standar kompetensi
jabatan kurang optimal diterapkan dan dipadukan sehingga antara syarat
jabatan dengan calon pejabat stuktural yang akan menduduki jabatan
struktural belum mencapai suatu perpaduan yang maksimal untuk
melaksanakan tugas pokok dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini
disebabkan karena pengangkatan jabatan struktural masih bersifat
subyektifitas semata dari pimpinan, dan mengabaikan prinsip obyektifitas,
sehingga PNS yang menduduki suatu jabatan struktural kurang mampu
menjalankan tugas dan tanggungjawab jabatan yang diembang secara
maksimal, dan akhirnya pelayanan publik kurang berjalan secara efektif dan

efisien karena terbatasnya kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh
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pejabat struktural dalam menyelesaian segala bentuk dan permasalahan
pekerjaan dalam suatu satuan unit organisasi yang dipimpinnya.
. Penilaian Kompetensi PNS (Assement Center)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan mempunyai
peran yang penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, baik
organisasi pemerintah maupun swasta. Terlebih lagi di era kompetensi
global saat ini, bahwa kompetensi karyawan/pegawai yang mengawaki
organisasi akan menjadi daya pembeda utama dari organisasi yang berhasil
dan yang gagal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan dan mengembangkan potensi setiap SDM pegawai agar
memiliki kecakapan, keterampilan, dan keahlian yang pada akhirnya tercipta
profesionalisme yang diperlukan untuk menangkal berbagai ancaman,
hambatan, dan tantangan yang dihadapi pada saat ini dan di masa yang
akan datang. Keharusan menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan
tersebut juga termasuk menjadi kewajiban instansi-instansi pemerintah
maupun swasta dengan segenap pegawai yang ada di dalamnya.

Pentingnya pembinaan SDM vyang lebih mengarah kepada
optimalisasi aspek-aspek potensi dan prestasi. Salah satu kunci utama
kesuksesan dalam pengelolaan SDM berada di tangan pimpinan yang akan
mengendalikan lingkungannya guna mencapai visi dan misi organisasi.
Oleh karena itu pemilihan para pemimpin dalam suatu organisasi perlu
dilakukan secara cermat. Namun, kondisi yang selama ini terjadi adalah

dalam penentuan calon pejabat yang akan menduduki jabatan struktural,
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lebih dititikberatkan pada aspek persyaratan administrasi dan selera
subjektif pimpinan.

Berbagai perangkat atau instrument penilaian karyawan/pegawai,
yang berlaku pada masing-masing organisasi, dipandang kurang
mencerminkan prestasi dan mengukur potensi karyawan/pegawai yang
sesungguhnya, sehingga hasilnya sering kali kurang akurat untuk
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan baik untuk promosi, rotasi, serta
pendidikan dan pelatihan. Dengan telah tersusunnya suatu standar
kompetensi jabatan, maka dapat dilakukan penilaian yang lebih obyektif
terhadap calong-calon pemegang jabatan.  Adapun salah satu metode
yang dapat digunakan dalam penilaian kompetensi dalam pengelolaan
pengembangan sumber daya manusia tersebut antara lain dengan melalui
‘Assesment Center Method” sehingga hasilnya dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk kalangan karyawan di sektor publik, maupun karyawan
yang bekerja di sektor swasta tersebut.

Berkaitan dengan bahasan tentang Assesment Center, berikut
dikemukakan pendapat tentang Assesment Center. Thornton (1992:33)
dalam M. Kadarisman menyatakan :

“‘Assesment Center is a method of assessing potensial to handle
future responsibilities through the use of behavioral simulations that
measure an assesses ability against criteria of managerial effectiveness”.

Menyimak uraian tersebut, berikut dapat dikemukakan bahwa metode
untuk menilai potensi dikaitkan dengan tanggungjawab ke depan, adalah

melalui simulasi perilaku yang mengukur kemampuan seseorang
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dibandingkan dengan kriteria manajer yang efektif. = Assesment Center
pertama kali berkembang di lingkup militer Jerman pada masa Perang
Dunia Il, dan bertujuan untuk memilih para calon perwira unggulan yang
akan maju ke medan laga.

Metode tersebut kemudian diaplikasikan oleh Inggris dalam bentuknya
sebagai “War Office Selection Board” dan mulai digunakan oleh Amerika
dalam kegiatan seleksi para agen untuk “Office of strategic services”
sebelum kemudian diadopsi oleh American Telephone and Telegraph dalam
kegiatan bisnis lazimnya. Dengan demikian, pengertian assesment center
tidaklah sederhana sehingga mudah untuk mencapai suatu definisi yang
sederhana sekaligus tepat. Menurut Heneman (2000:523) dalam M.
Kadarisman mengartikan sebagai berikut Assesment Center merupakan
sekumpulan prediksi yang digunakan untuk meramalkan keberhasilan
pegawai terutama yang ditujukan untuk mereka yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan tinggi/strategis. Sementara Latham (2001:649) dalam M.
Kadarisman menguraikan assesment center merupakan suatu prosedur
untuk mengukur tingkat pengetahuan, keahlian, dan kemampuan atau
knowledge, skill, and ability (KSA) dengan menggunakan beberapa
instrumen. Tingkat knowledge, skill, and ability (KSA) seseorang akan
terpolakan dalam suatu tingkah laku yang didemonstrasikan pada saat
pelamar menyelesaikan test kemampuannya. Dalam kaitan ini sistem test
didesain yaitu peserta test diberi beberapa kesempatan untuk

mendemostrasikan suatu perilaku tertentu untuk dievaluasi. Evaluasi
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perilaku yang diamati ini dilakukan oleh beberapa assessor (penilai) yang
telah terlatih untuk melakukan pengamatan dan pencatatan perilaku yang
dievaluasi. Atas dasar informasi tersebut, selanjutnya tim assesor
mendiskusikannya sehingga terdapat suatu konsensus hasil penilaian untuk
masing-masing yang dinilai.

Sesuai uraian tersebut, maka Assesment Center merupakan alat
untuk memprediksi yang lebih valid, bila menggunakan latihan yang
bervariasi. Dapat dipahami pula bahwa apa yang dilakukan seseorang di
tempat kerja, hasil kerja apa yang diperoleh seseorang, dan tingkat prestasi
kerja apa yang dicapai seseorang dapat bersumber dari karakteristik
individu, yang dipengaruhi oleh kompetensi. Pada prinsipnya Assesment
Center merupakan suatu metode penilaian yang digunakan untuk menilai
dan mengevaluasi kapasitas seseorang secara komprehensif berdasarkan
kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis
pekerjaan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh mampu
menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang ditentukan oleh persyaratan
jabatan yang ada. Metode ini lazim digunakan untuk menilai kemampuan
calon. Flippo (1984:52) dalam M. Kadarisman mengemukakan bahwa
tujuan Assesment Center adalah menyeleksi pegawai berpotensi unggul
dalam rangka persiapan promosi jabatan, mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan potensi para pegawai sebagai dasar untuk pengembangan lebih
lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan Assessment Center

biasanya untuk keperluan seleksi dan pengembangan karier. Dalam
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seleksi, penekanannya terutama ditujukan untuk mengidentifikasi perilaku
calon yang ditunjukkan pada saat test dilakukan dan mencocokkannya
dengan perilaku yang diperlukan dengan pekerjaan/jabatan yang akan diisi.
Sedangkan dalam pengembangan karier, fokus Assesment Center adalah
terutama untuk mengidentifikasi pegawai yang perilakunya dianggap sesuai
dengan kebutuhan suatu jabatan. Bagi calon yang memperlihatkan
kelemahan sesuai dengan jabatan yang diperlukan selanjutnya dapat
menjadi bahan masukan untuk penyusunan kebutuhan diklat (Gatewood,
2001:648). Penggunaan Assesment Center hanya pada jabatan-jabatan
tinggi karena tingginya biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan
suatu penilaian (assesment). Assesment Center dikatakan sebagai alat
yang memiliki daya prediksi yang cukup valid untuk memastikan investasi
organisasi di bidang pengembangan dan penempatan SDM.

Assesment Center sebagai suatu metode untuk memprediksi perilaku
melalui simulasi yang dapat mengukur kemampuan seseorang dalam
menangani tanggungjawab di masa mendatang. Dengan demikian secara
praktis, Assesment Center yang merupakan multiple method process,
dapat dipahami sebagai proses penilaian yang didesain secara khusus
untuk meminimalkan adanya penyimpangan (bias) sehingga assese
mempunyai kesempatan yang setara untuk menunjukkan potensinya
melalui evaluasi yang standar.

Sejalan dengan Assesment Center berisikan simulasi dibuat sesuai

dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan suatu jabatan yang menjadi
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sasaran, dan digunakan untuk menyeleksi dan mengembangkan individu-
individu yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk ditempatkan pada
jabatan tertentu di masa mendatang. Metode Assesment Center
diharapkan secara optimal dapat digunakan untuk penelusuran potensi dan
minat. Misalnya PNS yang ditempatkan dalam suatu jabatan. Sesuai Pasal
17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam
jabatan dan pangkat, kemudian Pasal 17 ayat (2) ditegaskan bahwa
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan
berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan dengan kompetensi,
prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta
syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras
atau golongan. Misalnya PNS yang ditempatkan dalam suatu jabatan dan
sesuai dengan kehendak UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan : "Pengangkatan PNS
dalan suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi, dan jenjang pangkat yang ditetapkan
dalam jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, telah ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain disebutkan
dalam Pasal 5 huruf a bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam
jabatan struktural adalah memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
Untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan yang dipersyaratkan perlu dilakukan penilaian kompetensi Pegawai
Negeri Sipil.

Assessment Center dapat didefinisikan sebagai suatu metoda
penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas
seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang
ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan, sehingga
diharapkan hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik
sesuai yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada. Metoda ini lebih
lazim digunakan untuk menilai kemampuan calon yang akan diproyeksikan
untuk menduduki posisi manajerial, baik calon dari luar perusahaan,
maupun untuk kepentingan promosi jabatan.

Assessment Center dapat pula diartikan sebagai metoda pelengkap
dari metoda-metoda yang telah ada sebelumnya yang nyata-nyata mampu
meningkatkan akurasi dalam penempatan orang yang tepat dalam jabatan
yang tepat. Dalam hubungannya dengan career planning, metoda
Assessment Center bisa membantu melacak calon-calon potensial dan
menyiapkan calon-calon tersebut (dengan mengetahui kelemahan-
kelemahan yang ada dan tindakan untuk mengatasinya seperti mengikuti

pelatihan, dan lain-lain) untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam
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perusahaan. Assessment Center dapat pula diartikan suatu metoda
pelengkap dari metoda-metoda yang telah ada sebelumnya yang nyata-
nyata mampu meningkatkan akurasi dalam penempatan orang yang tepat
dalam jabatan yang tepat.

Tujuan Assessment Center adalah menyeleksi pegawai berpotensi
unggul dalam rangka persiapan promosi jabatan, dan mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan potensi para pegawai sebagai dasar untuk
pengembangan lebih lanjut. Penggunaan Assessment Center biasanya
untuk keperluan seleksi dan pengembangan karier. Dalam seleksi,
penekannya terutama ditujukan untuk mengidentifikasi perilaku calon yang
ditunjukkan pada saat test dilakukan dan mencocokkannya dengan perilaku
yang diperlukan dengan pekerjaan/jabatan yang akan diisi. Sedangkan
dalam pengembangan karier, fokus Assessment Center adalah terutama
untuk mengidentifikasi pegawai yang perilakunya dianggap sesuai dengan
kebutuhan sesuatu jabatan. Bagi calon yang memperlihatkan kelemahan
sesuai dengan jabatan yang diperlukan selanjutnya dapat menjadi bahan
masukan untuk penyusunan kebutuhan diklat. Penggunaan assessment
center hanya dapat jabatan-jabatan tinggi karena tingginya biaya yang
diperlukan untuk melakukan kegiatan suatu penilaian (assessment).
Assessment Center dikatakan sebagai alat yang memiliki daya prediksi
yang cukup valid untuk memastikan investasi organisasi di bidang

pengembangan dan penempatan SDM.
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Salah satu metode atau mekanisme untuk memperoleh pejabat
struktural yang memiliki kompetensi sesuai persyaratan jabatan struktural
yang akan dipangkunya, maka model pengangkatan pejabat struktural
dapat melalui mekanisme Assessment Center. Metode pengangkatan
jabatan struktural melalui Assessment Center dianggap mengurangi dan
bahkan menghilangkan subyektifitas pimpinan dalam mempromosikan
seseorang dalam pengisian atau pengangkatan jabatan struktural.
Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor : 23 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil disebutkan prinsip-
prinsip penilaian kompetensi manajerial bersifat obyektif (hasil penilaian
kompetensi mengggambarkan potensi dan kompetensi sesungguhnya yang
dimiliki PNS) dan transparan (hasil penilaian kompetensi yang
menggambarkan potensi dan kompetensi yang dimiliki PNS dapat diketahui
oleh PNS yang dinilai dan pejabat yang berwenang. Dalam Peraturan
Kepala BKN Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa hasil penilaian
kompetensi PNS diserahkan kepada Kepala Instansi/pengguna untuk
digunakan dalam pengelolaan PNS berbasis kompetensi dan hasil penilaian
kompetensi PNS berlaku selama 2 (dua) tahun.

Dengan model dan mekanisme yang baru tentang pengangkatan
jabatan struktural melalui Assessment Center, maka subyektifitas pimpinan
instansi dapat dihilangkan. Adapun pengertian Assessment Center adalah

metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan
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prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat
ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes,
kuesioner, kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan
persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa assessor.

Sehubungan dengan uraian tersebut, berikut ini disampaikan
pandangan responden tentang penerapan Assesment Center dalam
pengangkatan jabatan struktural di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN
yang meliputi 5 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi
Maluku :

Tabel 7

Pendapat responden tentang penerapan Assesment Center dalam
pengangkatan jabatan struktural

No Pendapat Responden Jumlah Persentase (%)
1 Sangat Optimal 13 10,3
2 Optimal 18 14,3
3 Cukup Optimal 27 21,4
4 Kurang Optimal 40 31,7
5 Tidak Optimal 28 22,2
Jumlah 126 100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2013

Tabel 7 nomor urut 1 terlihat 13 orang responden atau 10,3%
responden menyatakan sangat optimal penerapan Assessment Center
dalam pengangkatan jabatan struktural. Tabel 7 nomor urut 2 terlihat 18
orang responden atau 14,3% responden menyatakan sangat optimal
penerapan Assessment Center dalam pengangkatan jabatan struktural.
Tabel 8 nomor urut 3 terlihat 27 orang responden atau 21,4% responden
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menyatakan sangat optimal penerapan Assessment Center dalam
pengangkatan jabatan struktural. Pendapat responden ini hanya melihat
suatu model atau metode baru dalam pengangkatan jabatan struktural
karena telah melalui mekanisme test jabatan sehingga pengangkatan
jabatan struktural dapat memperoleh pejabat yang kompetensi sesuai
persyaratan standar kompotensi jabatan yang dipersyaratkan. Adapun
mekanisme lama mengenai pengangkatan pejabat struktural hanya
memperhatikan syarat administratif berdasarkan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 serta subyektifitas pimpinan instansi
dalam mengangkat pejabat struktural.

Pada tabel 7 nomor urut 4 terlihat 40 orang responden atau 31,7%
responden menyatakan kurang optimal penerapan Assessment Center
dalam pengangkatan jabatan struktural. Tabel 7 nomor urut 5 terlihat 28
orang responden atau 22,2% responden menyatakan tidak optimal
penerapan Assessment Center dalam pengangkatan jabatan struktural.
Pendapat responden ini melihat perlu adanya model untuk pengangkatan
pejabat struktural yang memiliki kompetensi sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2002.
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Data dalam tabel 7 terlihat 40 orang responden atau 31,7 % orang
responden menyatakan kurang optimal penerapan Assesment Center dalam
pengangkatan jabatan struktural dan 28 orang responden atau 22,2 %
orang responden menyatakan tidak optimal penerapan Assesment Center
dalam pengangkatan jabatan struktural apabila dikumulatifkan/digabung,
maka akan didapatkan pernyataan 68 orang responden atau 53,9 orang
responden (dari 126 orang responden yang dijadikan sampel) menyatakan
kurang optimal/tidak optimal penerapan Assesment Center dalam
pengangkatan jabatan struktural.

Dengan tidak diterapkannya prinsip keterbukaan dan transparan hasil
penilaian kompetensi PNS secara obyektif bahkan terlalu rahasia bagi PNS
yang telah diuji melalui test kompetensi jabatan struktural, dinilai
menimbulkan aspek hukum penataan jabatan struktural yang tidak optimal
karena tidak transparannya penilaian hasil kompetensi PNS sebagai dasar

untuk pengangkatan pejabat struktural.
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BAB. V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bertolak dari uraian dan pembahasan terdahulu, maka berikut ini
diformulasikan bebarapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pentingnya penataan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di
Indonesia tidak lain dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendapatkan
pembentukan jabatan, penempatan pejabat, syarat jabatan dan
tanggungjawab jabatan agar sesuai visi, misi dan tujuan organisasi. Akan
tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya penataan jabatan
struktural berorientasi pada pembentukan jabatan, penempatan pejabat,
syarat jabatan dan tanggungjawab jabatan sesuai dengan pencapaian visi,
misi, dan tujuan organisasi. Hal ini disebabkan karena pembentukan
jabatan/nomenklatur  jabatan  dalam  struktur organisasi  kurang
mempertimbangkan aspek beban kerja, syarat-syarat kompetensi jabatan,
dan tingkat pelayanan yang dibutuhkan.

2. Pengaturan terhadap pengisian jabatan struktural dalam sistem
kepegawaian di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan substansi
hukum/syarat-syarat jabatan, diklat kepemimpinan, dan masih bersifat
subyektifitas. Hal ini terlilhat karena kurang profesionalnya Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mempertimbangkan
pengisian jabatan struktural dan penempatan pejabat struktural sesuai

ketentuan yang berlaku. Kekurangprofesionalan Baperjakat dipengaruhi
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karena besarnya kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
(Menteri dsb) dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Gubernur,
Bupati, Walikota) dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian jabatan struktural yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta komposisi susunan keanggotaan Baperjakat
merupakan bawahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian selaku pejabat
negara yang umumnya berasal dari pengurus/anggota partai politik,
sehingga keputusan Baperjakat dalam memberikan pertimbangan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal pengisian dan penempatan
pejabat struktural bersifat subyektiftas karena umumnya keputusan
Baperjakat telah diintervensi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Penataan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian di Indonesia belum
sepenuhnya menciptakan PNS yang profesional dan mempunyai
kompetensi  sesuai syarat dan kompetensi jabatan struktural yang
dipangkunya. Hal ini terlihat bahwa pengangkatan dan penempatan
pejabat struktural kurang mempertimbangkan aspek kompetensi PNS,
aspek integritas, aspek loyalitas, aspek kapabilitas dan aspek penilaian
prestasi kerja PNS, syarat jabatan, pangkat, golongan ruang,
pengalaman/masa kerja, pendidikan, diklat kepemimpinan, merit system,
reward dan punishment serta usia PNS.

B. Saran
Bertolak dari kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, disarankan

beberapa hal sebagai berikut :
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1. Dalam rangka mewujudkan penataan jabatan struktural dalam sistem
kepegawaian di Indonesia maka perlu dilakukan perbaikan dalam hal
pembentukan jabatan, penempatan jabatan, syarat jabatan dan
tanggungjawab jabatan agar sesuai kebutuhan organisasi dalam
pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan
tersusunnya analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural
untuk mengetahui profil jabatan dan jumlah kebutuhan serta kompetensi
pegawai/pejabat yang diperlukan dalam struktur organisasi.

2. Hendaknya penataan dan pengisian jabatan struktural perlu dirancang
secara jelas, tegas dan terukur dengan mempertimbangkan aspek
kompetensi, aspek kompetensi PNS, aspek integritas, aspek loyalitas,
aspek kapabilitas dan aspek penilaian prestasi kerja PNS, syarat
kepangkatan, syarat kompetensi bidang keilmuwan, dan telah mengikuti
diklat kepemimpinan sesuai syarat jabatan yang akan dipangkunya.

3. Hendaknya penataan jabatan struktural dikelola secara profesional melalui
model pengisian jabatan struktural dengan mekanisme seleksi dan promosi
secara terbuka (lelang jabatan) dengan penerapan metode Assesment
Center dan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang dikelola secara
profesional, jujur, adil, transparan dan  akuntabel = dengan
mempertimbangkan penilaian prestasi kerja PNS, pangkat, golongan ruang,

pengalaman/masa kerja, pendidikan, reward dan punishment dan usia PNS.
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Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis
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Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
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Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang
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Struktur Organisasi Kantor Regional IV BKN Makassar
Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/2001
Tanggal 27 Agustus 2001

Keadaan Tanggal 01 September 2013

BIDANG STATUS
KEPEGAWAIAN
DAN PENSIUN

BIDANG MUTASI

JABATAN
FUNGSIONAL

Sumber : Data Dokumen Kantor Regional IV BKN, 2013.
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Struktural berdasarkan Eselon Tertinggi sampai dengan

Eselon Terendah dan Jenjang Pangkat untuk setiap Eselon

Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang
No | Eselon Terendah Tertinggi
Pangkat Gol/ Pangkat Gol/
Ruang Ruang

1 2 3 4 5 6

1 la Pembina Utama IV/d | Pembina Utama IV/e
Madya

2 | b Pembina Utama IV/c | Pembina Utama IV/e
Muda

3 Il'a Pembina Utama IV/c | Pembina Utama IvV/d
Muda Madya

4 II'b Pembina IV/b | Pembina Utama IV/ic
Tingkat | Muda

5 llla | Pembina IV/a | Pembina IV/b

Tingkat |

6 lllb | Penata Tingkat | lll/d | Pembina IV/a

7 IVa | Penata [ll/c | Penata Tingkat | 1/d

8 IVb | Penata Muda lll/lb | Penata ll/c
Tingkat |

9 V a Penata Muda lll/a | Penata Muda /b

Tingkat |

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007 tanggal
19 Juni 2007 tentang tunjangan jabatan struktural berdasarkan Eselon

(tingkatan jabatan struktural) dari Eselon Tertinggi
sampai dengan Eselon Terendah :

No Eselon Besar Tunjangan
1 2 3
1 I A Rp 5.500.000,00
2 | B Rp. 4.375.000,00
3 A Rp 3.250.000,00
4 Il B Rp 2.025.000,00
5 A Rp 1.260.000,00
6 B Rp  980.000,00
7 IV A Rp  540.000,00
8 IV B Rp 490.000,00
9 VA Rp 360.000,00
Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan
Eselon jabatan Perangkat Daerah Provinsi

No Jabatan Eselon
1 2 3
1 Sekretaris daerah | b.
2 | e Asisten, Il a.

e sekretaris DPRD,
e kepala dinas,
e Kkepala badan,
e inspektur, dan
e direktur rumah sakit umum daerah kelas A
3 | e Kepala biro, Il b
e direktur rumah sakit umum daerah
kelas B,
e wakil direktur rumah sakit umum kelas A, dan
e direktur rumah sakit khusus daerah kelas A
4 | e Kepala kantor, Il a
e Kkepala bagian,
e sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat,
e kepala bidang dan inspektur pembantu,
e direktur rumah sakit umum
daerah kelas C,
e direktur rumah sakit khusus
daerah kelas B,
e wakil direktur rumah sakit umum
daerah kelas B,
e wakil direktur rumah sakit khusus
daerah kelas A,
e dan kepala unit pelaksana teknis
dinas dan badan
5 | Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit b
daerah
6 |e Kepala seksi, IV a
e Kepala sub bagian, dan
e Kepala sub bidang

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan Eselon Jabatan Perangkat

Daerah Kabupaten / Kota

No Jabatan

Eselon

1 2

3

1 Sekretaris daerah

Ila

2 Asisten,

sekretaris DPRD,

kepala dinas,

kepala badan,

inspektur,

direktur rumah sakit umum
daerah kelas A dan kelas B, dan

direktur rumah sakit khusus daerah kelas A

Il b

Kepala kantor,
camat,
kepala bagian,

inspektur pembantu,
e direktur rumah sakit umum daerah
kelas C,

dan kelas B, dan

sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat,

e direktur rumah sakit khusus daerah kelas B,
e wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A

e wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A

Il a

4 | « Kepala bidang pada dinas dan badan,
sakit umum daerah,

e sekretaris camat

e Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah

e direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan

b
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Jabatan

Eselon

2

3

Lurah,

kepala seksi,

kepala sub bagian,

kepala sub bidang, dan

kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan

IV a

Sekretaris kelurahan,

kepala seksi pada kelurahan,

kepala sub bagian pada unit pelaksana

teknis,

kepala tata usaha sekolah kejuruan dan
kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan

IV b

Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat
Pertama, dan
kepala tata usaha sekolah menengah

Sumber

: Data Dokumen BKN, 2013.
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